
TESIS
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat 

Guna Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan

Oleh:
Nama: Edy Nurcahya 
NPM: €505110339

PEMBIMBING:
MILLY KAMI LA SAREAL, SH ,Mkn

UNIVERSITAS INDONESIA
KEWAJIBAN AHLI WARIS DALAM PEMBAYARAN HUTANG PEWARIS

(ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI. Reg. No. 180 .k/Pdt/1993)

FAKULTAS HUKUM 
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN 

DEPOK, 2008



UNIVERSITAS INDONESIA
KEWAJIBAN AHLI WARIS DALAM PEMBAYARAN HUTANG PEWARIS

(ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI. Reg. No .180.k/Pdt/1993)

TESIS
Diajukan dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji 

Pada Tanggal 5 januari 2008

Pembimbing Tesis Ketua Program 
Magister Kenotariatan 
Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia

(MILLY KARMILA S , SH, MRN) (FARIDA PRIHATINI, SH, MH, CN

Kewajiban ahli..., Edy Nurcahya, FH UI, 2008



UNIVERSITAS INDONESIA

Tesis ini diajukan oleh:
N a rn a : Edy Nurcahya
N P M  : 6505110339
Judul : "KEWAJIBAN AHLIWARIS DALAM PEMBAYARAN

HUTANG PEWARIS (ANALISA PUTUSAN MA RI.
Reg. No. 180.k/Pdt/1993)"

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan 
telah diterima sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar 
Magister Kenotariatan (M.kn.), pada program Magister 
Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Depok, 7 Januari 2008

Dewan Penguji

Prof. Wahyono Darmabrata,SH,MH
Penguj i

Milly Karmila Sareal,SH,MKN
Pembimbing/Penguj i

Theodora Yuni Shah Putri,SH,MH
Ketua Sidang/Penguji

Kewajiban ahli..., Edy Nurcahya, FH UI, 2008



Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a  : Edy Nurcahya

N P M : 6505110339

Judul Tesis .'"KEWAJIBAN AHLIWARIS DALAM PEMBAYARAN

HUTANG PEWARIS (ANALISA PUTUSAN MA RI 

Reg. No. 180.k/Pdt/1993)"

Menyatakan bahwa karya tulis atau Tesis saya ini merupakan 

karangan atau karya orisinal saya, dan bukan merupakan

plagiat dari penulis/pengarang lain, dan saya bersedia 

bertanggung jawab dikenakan sanksi akademis atau dicabut 

gelar saya apabila dikemudian hari diketahui bahwa karya 

tulis atau Tesis ini merupakan plagiat, jiplakan atau 

menyuruh orang lain menuliskan untuk saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan 

sej uj urnya.

SURAT PERNYATAAN

Depok, 7 januari 2008 

Yang menyatakan

(Edy Nurcahya)

Kewajiban ahli..., Edy Nurcahya, FH UI, 2008



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha 
Esa atas karunia, berkat, talenta , kasih dan anugerahnya 
yang melimpah hingga saya mendapatkan kesempatan untuk 
membuat dan menyelesaikan tesis ini.

Tesis ini saya susun sebagai tugas akhir untuk 
memenuhi salah satu persyaratan sebagai Magister 
Kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan, Fakultas 
Hukum Universitas Indonesia, Depok. Disamping itu, tesis 
ini disusun untuk menambah pengetahuan tentang kewajiban 
ahliwaris dalam pembayaran hutang pewaris. Judul tesis saya 
adalah "KEWAJIBAN AHLIWARIS DALAM PEMBAYARAN HUTANG PEWARIS 
(ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Reg. No. 
180.k/Pdt/1993)".

Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan rasa 
penghargaan yang tinggi dan terima kasih yang sebesar- 
besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu saya dalam 
menyelesaikan tesis ini, yaitu:
1. Mama tercinta, Alm. Papa, Mba Penny, Mas owif, Kinan 

dan seluruh keluarga besar Penulis yang selalu

Kewajiban ahli..., Edy Nurcahya, FH UI, 2008



mendoakan, memberikan dukungan dan kasih sayangnya 
kepada penulis

2. Yang terhormat ibu Milly Karmila Sareal, S.H.,M.Kn., 
selaku pembimbing yang telah memberikan arahan dan juga 
pengertian, kesabaran dan ketulusan hati dalam 
membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan 
tesis ini.

3. Yang terhormat Ibu Farida Prihatini, s.h., M.H., C.N., 
selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas 
Hukum Universitas Indonesia.

4. Yang terhormat Bapak Prof. DR. Hikmahanto Juwana S.H., 
LL.M, Phd. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 
Indonesia.

5. Agnes Alpha Gerhana, yang selalu berada di samping 
penulis baik dalam suka dan duka. Terima kasih atas 
cinta, doa, kesabaran, omelan dan senyum yang luar 
biasa dalam setiap langkah penulis menjalani hidup ini.

6. Teman-teman PD Stella Mundi, PD Caritas, Mudika Paroki 
Kalvari, terima kasih telah menjadi teman penulis dan 
selalu memberikan dukungan, doa dan kasih kepada 
penulis.

ii
Kewajiban ahli..., Edy Nurcahya, FH UI, 2008



ABSTRAK

Mewaris adalah menggantikan hak dan kewajiban 
seseorang yang meninggal. Hak dan kewajiban yang beralih 
dari pewaris kepada ahliwarisnya berupa aktiva dan pasiva. 
Tanggung jawab yang beralih kepada ahliwaris dapat dilihat 
dari sikap yang akan diambil, apakah mereka menerima secara 
murni, menerima secara benefisier, atau menolak harta 
warisan tersebut. Hutang dapat timbul semasa pewaris masih 
hidup baik sebelum maupun selama terikat dalam perkawinan, 
disebut sebagai hutang persatuan. Hutang persatuan 
merupakan tanggung jawab suami isteri bersama-sama, 
khususnya hutang yang memberikan suatu pembebanan atas 
benda tak bergerak, diperlukan persetujuan isteri. Dalam 
Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 180.k/Pdt/1993, terdapat 
permasalahan mengenai tanggung jawab isteri sebagai partner 
pernikahan dan ahliwaris, serta para ahliwaris lainnya atas 
hutang pewaris yang timbul dari perjanjian kredit dengan 
melakukan pembebanan atas tanah tanpa persetujuan dari 
isteri Pewaris. Para ahliwaris belum menentukan sikap atas 
harta kekayaan pewaris, tetapi hakim menyimpulkan dengan 
tidak dilakukannya penolakan maka para ahliwaris menerima 
harta kekayaan pewaris secara murni. Baik penerimaan secara 
murni, secara benefisier dan penolakan harus dilakukan 
dengan tegas. Penerimaan warisan secara murni dilakukan 
dengan akta otentik atau akta bawah tangan, bukan tidak 
dilakukannya penolakan. Peluang hak berpikir yang dapat 
membantu ahliwaris menentukan sikap juga tidak digunakan. 
Hutang pewaris yang merupakan hutang persatuan juga 
menimbulkan pengaruh bagi isteri sebagai partner nikah dan 
ahliwaris, pembebanan tanpa persetujuan isteri dapat 
dikatakan pembebanan yang tidak sah, sehingga isteri dapat 
menolak membayar hutang pewaris, seandainya ia bersedia 
membayar pun isteri hanya bertanggung jawab atas setengah 
bagian dari hutang pewaris. Semakin kompleksnya 
permasalahan mengenai waris perdata ini, maka diperlukan 
suatu pendalaman dan pengetahuan baik dalam teori dan 
praktek berupa pelatihan-pelatihan dan seminar bagi aparat 
penegak hukum yaitu hakim, jaksa dan pengacara, sehingga 
dalam menangani kasus mengenai waris perdata, mereka dapat 
mewujudkan suatu keadilan dan kepastian hukum.

9 iv
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ABSTRACT

Inherit is to replace the rights and obligations of 
someone passed away or predecessor. Rights and obligations 
transferred from predecessor to his inheritor could be an 
assets or liabilities. Responsibilities transferred to 
inheritor might be seen from the attitude of the inheritor, 
whether he purely accepts the responsibilities, beneficiary 
accepts the responsibilities, or reject the 
responsibilities. Liabilities can be incurred during the 
predecessor's life, before or after he is engaged in 
marital life, which is known as associated liabilities. 
Associated liabilities shall be the responsibility of 
predecessor and his spouse, especially liabilities or 
debts, which includes the property guarantee, will require 
approval from his spouse. In the Decree of Indonesian 
Supreme Court No. 180.k/Pdt/1993, a responsibility problem 
will exist if predecessor had a loan agreement with 
property collateral, but without spouse's approval. 
Although the inheritors have not decided their attitudes on 
the inheritance, but judge concludes that the inheritor 
purely accepts the inheritance if no rejection is made. 
Either purely acceptance or beneficiary acceptance or 
rejection shall be stated assertively. Purely acceptance 
shall be made in authentice deed or unauthentice deed, not 
by not stating the rejection. The right to think, which is 
able to assist the inheritor in making a decision, is also 
not utilized. Predecessor's debts as an associated debts 
will affect to the spouse as a marital partner and 
inheritor, guarantee without spouse's approval might be 
categorized as illegal guarantee and spouse has the right 
to reject the settlement of predecessor's debts; even the 
spouse is willing to pay the debts, the spouse is only 
responsible for a half of the debts. In parallel with the 
complexity of this problem, comprehensive knowledge in 
theory and practical shall be possessed by law enforcer 
(i.e. judge, attorney, and lawyer) in order to achieve a 
justice and rule of law in this specific case.
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BAB II
KEWAJIBAN AHLI WARIS DALAM PEMBAYARAN HUTANG PEWARIS

A. Hukum Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata Barat.

1. Pengertian, Sistematika, dan Unsur-Unsur Hukum Waris
Perdata Barat,

a. Pengertian Hukum Waris Perdata Barat
Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat 

(Burgerlij ke Wetboek) tidak terdapat pasal-pasal tertentu 
yang memberikan pengertian tentang apa yang sebenarnya 
dimaksud dengan hukum waris. Kita hanya dapat memahami 
sebagaimana dikatakan di dalam Pasal 830 KUHPerdata, yang 
menyebutkan bahwa : "Pewarisan hanya berlangsung karena
kematian".

Dengan demikian berdasarkan pasal 830 KUHPerdata, 
pengertian hukum waris adalah tanpa adanya orang yang mati 
(pewaris), tidak ada orang yang mewarisi (ahli waris) dan 
tidak meninggalkan harta kekayaan (warisan) maka tidak akan 
ada peristiwa hukum pewarisan.

12
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Vi1
1i
ij
j
i

Jadi, Syarat-syarat agar suatu pewarisan dapat j
dilaksanakan berdasarkan KUHPerdata, adalah: j

ii1. ada orang yang meninggal dunia (Pasal 830 KUHPerdata),
i

termasuk adanya dugaan hukum sudah meninggal dunia. J

2. Adanya ahliwaris pada saat pewaris meninggal dunia 
(Pasal 836 KUHPerdata), dalam arti bahwa untuk bertindak ' 
sebagai ahli waris, ahli waris tersebut secara nyata 
harus ada dan hidup pada saat harta peninggalan jatuh 
meluang (warisan terbuka), baik ahliwaris menurut 
undang-undang ataupun menurut wasiat.

3. Kecakapan ahli waris.
Perkecualian yang diberikan oleh undang-undang dalam 

syarat-syarat pewarisan yang ditentukan diatas, adalah:
1. Orang dalam kandungan dianggap sudah ada, sesuai dengan 

Pasal 2 ayat 1 KUHPerdata mengenai bayi dalam kandungan 
ibu dianggap sebagai subyek hukum, dengan syarat:
a. telah dibenihkan;
b. dilahirkan hidup;
c. ada kepentingan yang menghendaki (warisan) .

2. Orang yang belum dapat mewaris dalam hal pengangkatan 
ahliwaris yang bersifat melompat, yakni suatu penunjukan 
ahliwaris (disebut juga sebagai ahliwaris yang dibebani)

13Kewajiban ahli..., Edy Nurcahya, FH UI, 2008



dengan surat wasiat, menyimpan apa yang ia terima, untuk 
kemudian menyerahkannya kepada anak-anak ahliwaris yang 
ada dan yang akan lahir sebagaimana diatur dalam Pasal 
973-975 KUHPerdata.5

Setelah dipenuhinya syarat-syarat tersebut diatas, 
para ahliwaris mempunyai hak untuk berpikir untuk 
menentukan sikap, yaitu antara lain ahli waris dapat6:
1. menerima warisan dengan penuh;
2. menerima warisan tetapi dengan ketentuan bahwa ia tidak 

akan diwajibkan membayar hutang-hutang pewaris yang 
melebihi bagiannya dalam warisan itu, atau disebut 
dengan istilah "menerima warisan secara beneficiare";

3. menolak warisan.
Karena tidak adanya definisi hukum waris dalam 

undang-undang (KUHPerdata), maka ada beberapa pendapat dari 
para pakar atau ahli tentang definisi dari hukum waris 
perdata yaitu:

Wirjono Prodjodikoro (Mantan Ketua Mahkamah Agung 
Republik Indonesia) :

5 Tan Thong Kie, Studi Notariat/ Serba-Serbi Praktek Notaris Buku 
II/ Cet 2, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal. 83-84.

6 Eman Suparman (b), Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, 
Adat, dan BW, Cet. 1, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005),hal. 32.
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"Pengertian Warisan ialah, bahwa warisan itu adalah 
soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan 
kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu 
ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang 
masih hidup".7

Pitlo:
"Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur 

mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai 
pemindahan kekayaan oleh si mati dan akibat dari pemindahan 
ini bagi orang orang yang memperolehnya, baik dalam 
hubungan antara mereka maupun dengan pihak ketiga".8

Wahyono Darmabrata:
"Peraturan yang mengatur akibat hukum kematian atas 

meninggalnya seseorang terhadap harta kekayaan yang 
ditinggalkan. Hukum waris merupakan semua kaidah hukum yang 
mengatur peralihan harta kekayaan orang yang meninggal 
dunia kepada ahli warisnya. Selain mengatur nasib harta 
kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris, hukum waris juga 
mengatur siapa diantara para anggota keluarga pewaris yang 
berhak untuk mewaris".9

Berdasarkan beberapa definisi Hukum Waris Perdata dari 
para ahli tersebut diatas, maka dapat disimpulkan secara 
umum bahwa, Hukum Waris Perdata adalah suatu proses hukum 
atau peraturan yang mengatur tata cara perpindahan atau 
pengalihan harta warisan dari si meninggal (pewaris) baik

7 H. Hilman Hadikususmah, Hukum Waris Indonesia Menurut 
Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam, (Bandung: Citra Aditya 
Bakti, 1996), hal. 5.

8 Eman Suparman (b), op.cit., hal. 3.
9 Wahyono Darmabrata, Hukum Perdata Asas-asas Hukum Waris, 

(Jakarta: Fakultas Hukum Univeristas Indonesia, 2003), hal. 3.

15
Kewajiban ahli..., Edy Nurcahya, FH UI, 2008



berupa harta benda yang dapat dinilai dengan uang maupun 
hutang piutang, kepada orang-orang yang berhak mewarisinya 
(ahli waris), baik menurut undang-undang maupun surat 
wasiat, sesuai bagian yang telah ditentukan dalam 
KUHPerdata.

b. Sistematika Hukum Waris Perdata Barat
Sistem Hukum Waris Perdata Barat yang berlaku di 

Indonesia diatur dalam Buku II KUHPerdata yang mengatur 
tentang benda pada umumnya. Pengaturan hukum waris dalam 
Buku II tersebut didasarkan kepada anggapan bahwa pewarisan 
merupakan salah satu cara memperoleh hak milik.10

Pemberlakuan hukum waris yang diatur dalam KUHPerdata 
disebabkan karena hingga saat ini masih belum diciptakan 
hukum nasional yang mengatur masalah hukum waris. Kenyataan 
kebinekaragaman hukum yang mengatur pewarisan ini juga 
terlihat dari masih diberlakukan hukum lain yang mengatur 
pewarisan di samping KUHPerdata yaitu Hukum Adat dan Hukum 
Islam. Kedua hukum ini ditaati dan dinyatakan berlaku bagi 
mereka yang digolongkan sebagai penduduk Indonesia asli

10 J. Satrio, Hukum Waris, Cet. 2, (Bandung: Alumni, 1992), hal.5.
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(menurut Pasal 75 baru RR) dan golongan penduduk yang 

menganut agama Islam.11

Sehingga sistem yang berlaku di Indonesia saat ini 

khususnya sistem hukum kelarisan mengenal tiga sistem hukum 

yang mempengaruhi atau merupakan sumber dari tata hukum 

positif Indonesia, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum 

Islam dan sistem hukum Barat.12

Adanya Pluralisme hukum tersebut kadangkala 

menimbulkan ketidakjelasan khususnya dalam peranan notaris 

dan lembaga peradilan yang menangani perkara kewarisan. 

Permasalahan notaris sehubungan dengan masalah kewarisan 

umumnya selain ditimbulkan oleh perbedaaan sistem hukum 

waris juga disebabkan karena tidak jelasnya pengaturan 

instansi mana yang berwenang membuat keterangan hak 

mewaris.

Pluralisme hukum waris juga berpengaruh pada badan 

peradilan yang berwenang menangani perkara waris di 

Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 2 Undang- 

Undang No 4 Tahun 2004 tanggal 15 Januari 2004 tentang

11 Tamakiran S, Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum,
Cet. 1, (Bandung: CV Pionir Jaya, 2000), hal. 22.

12 Mura P, Hutagalung, Hukum Islam Dalam Era Pembangunan,
(Jakarta: Ind. Hill-Co, 1985), hal. 12.
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Kekuasaan Kehakiman (L.N.R.I nomor 4 tahun 2004),13 badan 
peradilan meliputi badan peradilan dalam lingkungan 
peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan 
peradilan tata usaha negara.

Dalam sistem peradilan tersebut, perkara waris di 
Indonesia ditangani oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan 
Agama yang mana keduanya berwenang menangani perkara waris 
tersebut. Pengadilan Negeri sendiri berwenang menangani
perkara kewarisan berdasarkan sistem Hukum Adat dan Perdata 
Barat, sedangkan Pengadilan Agama berwenang menangani
kewarisan berdasarkan sistem Hukum Islam.

Dalam penulisan tesis ini, Penulis memfokuskan
membahas mengenai sistem hukum barat (sistem hukum perdata 
barat) . Hukum waris Perdata Barat, tidak berlaku untuk
semua golongan penduduk, hukum waris perdata barat, hanya 
berlaku:
1. Bagi golongan orang-orang Eropa yang dipersamakan dengan 

golongan orang-orang tersebut.
2. Bagi golongan Timur Asing Tionghoa.

13 Tim Redaksi Fokus Media, Undang-Undang No 4 & 5 Tahun 2004 
Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung, (Bandung: Fokusmedia,
2004), hal. 5.
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3. Golongan Timur Asing lainnya dan orang-orang pribumi 
yang menundukkan diri.

Perbedaan golongan tersebut ditetapkan dalam Pasal 163 
Indische Staatsregeling yang membagi-bagi penduduk menjadi 
tiga golongan yaitu golongan Eropa, Bumiputera dan Timur 
Asing.14 Berkaitan dengan materi yang akan dibahas maka 
masalah yang akan lebih dititikberatkan adalah masalah 
mengenai kewarisan yang juga tidak luput dari perbedaan 
pemberlakuan hukum bagi golongan masyarakat tersebut.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum 
perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian dalam hukum 
kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan 
ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti 
akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. 
Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya 
peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah 
masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan 
kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia 
tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban

14 R. Soepomo, Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia IX/ 
(Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), hal. 23.
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sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur dalam hukum 
waris.15

Hukum waris yang berlaku di Indonesia dewasa ini masih 
tergantung pada hukumnya si pewaris. Yang dimaksud hukumnya 
si pewaris adalah "hukum waris mana yang berlaku bagi orang 
yang meninggal dunia." Oleh karena itu, apabila yang 
meninggal dunia atau pewaris termasuk golongan penduduk 
Indonesia, maka yang berlaku adalah Hukum Waris Adat. 
Sedangkan apabila pewaris termasuk golongan penduduk Eropa 
atau Timur Asing Cina, bagi mereka berlaku hukum waris 
barat.16

Dalam hukum waris berlaku asas bahwa jika seseorang 
meninggal dunia, maka pada seketika itu juga segala hak dan 
kewajiban beralih kepada ahli warisnya. Dalam hal ini hak 
dan kewajiban yang diwariskan: a) hak dan kewajiban dalam 
lapangan hukum kekayaan harta benda; b) hak dan kewajiban 
yang tidak dapat dinilai dengan uang (hak suami untuk 
menyangkal keabsahan anak dan hak anak agar dinyatakan 
sebagai anak sah) . Sedangkan, hak dan kewajiban yang tidak 
dapat diwariskan: a) hak dan kewajiban dalam hubungan

15 Suparman (b), op.cit., hal. 1.
16 Ibid., hal. 8.
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kerja, yang sifatnya sangat pribadi, b) keanggotaan dalam 
perkumpulan, c) hak untuk menikmati hasil orang tua atau 
wali terhadap anak yang dibawah kekuasaan orang tua atau di 
bawah perwalian, d) hak pakai hasil. Berdasarkan hal-hal 
tersebut diatas hukum waris menurut konsepsi hukum perdata 
barat yang bersumber pada KUHPerdata, merupakan bagian dari 
hukum harta kekayaan.17

Sistematika hukum perdata barat menurut undang-undang 
yaitu hukum perdata sebagaimana yang dimuat dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), terdiri 
dari:

Buku I : tentang orang (van personen) .
Buku II : tentang benda (van zaken) .
Buku III : tentang perikatan (van verbintenissen) .
Buku IV : tentang bukti dan kadaluwarsa (van bewijs en 

Verjaring) .18
Dalam KUHPerdata Hukum waris diatur dalam Buku II 

tentang kebendaan. Dalam Buku II tersebut hukum waris 
diatur dalam Bab XII sampai dengan Bab XVIII, dengan 
pengaturan sebagai berikut:

17 Ibidt., hal. 25.
10 F.X. Suhardana, Hukum Perdata I Buku Panduan Mahasiswa/ 

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama/ 1996), hal. 25.
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Bab XII, tentang pewarisan karena kematian;
Bab XIII, tentang surat wasiat;
Bab XIV, tentang pelaksanaan wasiat dan pengurusan harta 

peninggalan;
Bab XV, tentang hak memikir dan hak istimewa untuk 

mengadakan pendaftaran harta peninggalan;
Bab XVI, tentang menerima dan menolak suatu warisan;
Bab XVII, tentang pemisahan harta peninggalan;
Bab XVIII, tentang harta peninggalan yang tidak terurus.19

c. Unsur-Unsur Hukum Waris Perdata Barat 
Unsur-unsur Hukum waris Perdata Barat, yaitu pewaris,

ahli waris, dan harta warisan. Ketiga undur hukum waris
tersebut, yaitu:
1. Pewaris, adalah orang telah meninggal dunia yang 

meninggalkan harta kekayaan.20 Secara a kontrario 

seseorang belum dapat dikatakan sebagai pewaris kalau 
orang tersebut belum meninggal. Status "kematian" 
tersebut merupakan syarat mutlak suatu kewarisan 
sebagaimana secara tegas disebutkan dalam Pasal 830

19 Ibid., hal. 20.
20 Surini Ahlati S j arif dan Nurul Elmiyah., Hukum. Kewarisan Perdata

Barat (Pewarisan Menurut Undang-Undang), Cet. 1, (Jakarta: Kencana,
2005), hal. 10.

22
Kewajiban ahli..., Edy Nurcahya, FH UI, 2008



KUHPerdata yang menyatakan pewarisan hanya berlangsung 
karena kematian.

2. Ahliwaris, secara garis besar ada dua kelompok yang 
layak dan berhak menjadi ahli waris, kelompok pertama 
adalah orang atau orang-orang yang menurut hukum dan 
undang-undang telah ditentukan sebagai ahli waris, 
berdasarkan Pasal 832 KUHPerdata.21 Berdasarkan pada 
kenyataan tersebut diatas, yang berhak sebagai ahli 
waris menurut undang-undang adalah seseorang atau 
beberapa orang yang mempunyai hubungan darah dengan di 
si yang meninggal, sedangkan yang tidak berhak mewaris 
adalah yang tidak mempunyai hubungan darah dengan si 
yang meninggal. Kelompok kedua adalah orang atau orang- 
orang yang menjadi ahli waris, karena si yang meninggal 
di masa hidupnya pernah melakukan perbuatan-perbuatan 
hukum tertentu, misalnya perbuatan hukum pengakuan anak 
luar kawin, dan perbuatan hukum dengan membuat surat

21 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh R. 
Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 28, (Jakarta: Pradnya Paramita,
1996), Pasal 832:

"Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah 
para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau 
istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera dibawah ini.

Dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah, maupun si yang hidup 
terlama diantara duami istri, tidak ada, maka segala harta peninggalan 
yang meninggal, menjadi milik Negara, yang mana berwajib akan melunasi 
segala utangnya, sekadar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu".
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wasiat atau testament. Anak luar kawin dari pewaris 
tidak akan menjadi ahli waris jika pewaris tidak 
mengakuinya secara sah, anak-anak luar kawin baru akan 
tampil sebagai ahli waris jika diakui secara sah oleh 
pewaris dengan akta pengakuan anak maupun dalam wasiat 
baik diakui saat pewaris menduda, maupun diakui dalam 
perkawinan, hal ini berdasarkan Pasal 280 KUHPerdata.22 
Seorang ahli waris memiliki 2 (dua) macam hak yaitu 
pertama, yang disebut saisine yaitu hak untuk
memperoleh kekayaan tanpa menuntut penyerahan, dan 
kedua yang disebut heriditatis petitio yaitu hak ahli 
waris untuk menuntut warisan dalam jangka waktu 30 
(tiga puluh) tahun. Namun demikian, pelaksanaan kedua 
macam hak tersebut tidak absolut berlaku karena 
adakalanya seseorang dinyatakan tidak patut mewaris 
(onwardig) atau orang tersebut menolak warisan
(verwerpen) sebagaimana ditentukan dalam KUHPerdata.

3. Harta warisan, adalah kekayaan berupa keseluruhan
aktiva dan pasiva yang ditinggalkan pewaris dan 
berpindah kepada ahli waris. Keseluruhan kekayaan yang

22 Ibld., Pasal 280:
"Dengan, pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, 
timbulah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya. "
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berupa aktiva dan pasiva yang menjadi milik bersama 
ahli waris disebut boedel. Pada umumnya harta warisan 
adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris untuk 
dibagi-bagikan kepada yang berhak mewarisinya, tetapi 
harus diingat harta warisan tidak secara otomatis bisa 
dibagi-bagikan, kita harus melihat dulu status 
perkawinan dari si pewaris, jika pewaris kawin tanpa 
perjanjian kawin, maka dalam perkawinan antara pewaris 
dengan suami/istrinya tersebut terjadi percampuran 
harta (Pasal 119 KUHPerdata), dengan percampuran harta 
berdasarkan Pasal 128 KUHPerdata, harta campur 
perkawinan tersebut dibagi menjadi dua bagian yang 
tidak terpisahkan, setengah bagian yang tidak 
terpisahkan untuk pasangan nikah yang masih hidup, dan 
setengah bagian yang tidak terpisahkan sebagai harta 
peninggalan pewaris, untuk kemudian dibagikan kepada 
para ahli waris. Jika sebelum perkawinan pewaris dengan 
pasangan nikahnya, dibuat perjanjian kawin (Pasal 139 
KUHPerdata), maka harta tetap di bawah penguasaan 
masing-masing pihak, tidak perlu dibagi dua. Jadi harta 
warisan jika terjadi percampuran harta dalam perkawinan 
adalah setengah bagian dari harta campur dikurangi
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hutang (jika pewaris meninggalkan hutang), sedangkan 
jika perkawinan dengan perjanjian kawin (harta tetap di 
bawah penguasaan masing-masing suami dan istri) maka 
jika salah satu dari mereka meninggal dunia, harta yang 
ditinggalkan yang tercatat atas nama yang meninggal.

2. Tata Cara Pewarisan Berdasarkan Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata.
Di dalam hukum waris perdata dikenal ada dua cara 

untuk memperoleh warisan, yaitu:
a. Pewarisan menurut ketentuan undang-undang atau wettelijk 

erfrecht atau ab intestato;
b. Pewarisan menurut testament atau wasiat atau 

testamenta i r erfrecht.
Ahli waris menurut undang-undang (ab intestato), yaitu 

karena kedudukannya sendiri menurut undang-undang demi 
hukum dijamin tampil sebagai ahli waris, sedangkan ahli 
waris menurut surat wasiat [ad testamento), yaitu ahli 
waris yang tampil karena "kehendak tarakhir" dari si 
pewaris yang kemudian dicatatkan dalam surat wasiat 
(testament).
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Ad. a. Pewarisan Menurut Undang-Undang (aJb ±n tes tato)
Pewarisan berdasarkan undang-undang adalah suatu 

bentuk pewarisan di mana hubungan darah merupakan faktor 
penentu dalam hubungan pewarisan antara pewaris dan ahli 
waris.

Dalam mewaris berdasarkan undang-undang ada 2 (dua) 
cara terjadinya pewarisan, yaitu:
a. Mewaris berdasarkan kedudukan sendiri (ult eigen 

hoofde) .
Mewaris berdasarkan kedudukan sendiri disebut juga

dengan mewaris langsung. Ahli warisnya adalah mereka yang
terpanggil untuk mewaris berdasarkan haknya/kedudukannya
sendiri. Dalam pewarisan berdasarkan kedudukan sendiri pada
asasnya ahli waris mewaris kepala demi kepala.

Pasal 852 ayat 2 KUHPerdata mengatakan:
"mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan di 
meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat 
kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri 
sendiri; mereka mewaris pancang demi pancang, jika 
sekalian mereka atau sekedar sebagian mereka bertindak 
sebagai pengganti."
Orang yang mewaris karena kedudukannya sendiri dalam 

susunan keluarga si pewaris mempunyai posisi yang 
memberikan kepadanya hak untuk mewaris. Haknya tersebut
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adalah haknya sendiri, bukan menggantikan hak orang lain. 
Mewaris kepala demi kepala artinya tiap-tiap ahli waris 
menerima bagian yang sama besarnya.23
b. Mewaris berdasarkan penggantian (Bij Plaatsvervulling)

Mewaris berdasarkan penggantian, yakni pewarisan 
dimana ahli waris mewaris menggantikan ahli waris yang 
berhak menerima warisan yang telah meninggal dunia lebih 
dahulu dari pewaris. Dalam mewaris berdasarkan penggantian 
tempat ahli waris artinya mereka yang mewaris berdasarkan 
penggantian tempat, mewaris pancang demi pancang (Pasal 852 
ayat 2 KUHPerdata).

Mewaris karena penggantian tempat diatur dalam Pasal 
841 sampai dengan Pasal 848 KUHPerdata.

Pasal 841 KUHPerdata:

"Penggantian memberi hak kepada seorang yang 
mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat 
dan dalam segala hak orang yang diganti."

Pasal 841 KUHPerdata ini dengan jelas menentukan bahwa 
memberi hak kepada seseorang untuk menggantikan hak-hak 
dari orang yang meninggal dunia. Orang yang menggantikan

23 Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah, op. cit., hal. 18-19.
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tempat tersebut memperoleh hak dari orang yang digantikan.2"3 

Syarat mewaris karena penggantian, yaitu:

a) Ditinjau dari orang yang digantikan;

Orang yang digantikan harus meninggal terlebih dahulu 

dari pewaris. Pasal 847 KUHPerdata menentukan:

"Tiada seorang pun diperbolehkan bertindak untuk orang 

yang masih hidup selaku penggantinya."

b) Ditinjau dari orang yang menggantikan:

1) Yang menggantikan harus keturunan sah dari yang

digantikan, termasuk keturunan sah dari anak luar 

kawin. Hal ini menjelaskan bahwa keturunan dari 

peviaris adalah keturunan yang sah, karena yang 

dipentingkan adalah hubungan hukum antara ahli waris 

dan pewaris.

2) Yang menggantikan harus memenuhi syarat untuk mewaris

pada umumnya, yakni:

(a) hidup pada saat warisan terbuka;

(b) bukan orang yang dinyatakan tidak patut mewaris;

(c) tidak menolak warisan.

Ad. (a) Hidup pada saat warisan terbuka;

24 Ibid., hal. 24.
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Orang yang berhak untuk mewaris harus hidup pada saat 
warisan terbuka sebagaimana disebutkan dalam Pasal 836 
KUHPerdata, dengan pengecualiannya sebagaimana 
terdapat dalam Pasal 2 ayat 2 KUHPerdata.
Ad. (b) Bukan orang yang dinyatakan tidak patut;
Orang yang tidak patut atau onwaardig25 berarti orang 
tersebut masih hidup, maka kedudukannya tidak dapat 
digantikan. Maka tidak tertutup kemungkinan bagi anak- 
anak orang yang tidak patut ini untuk mendapatkan 
berdasarkan kedudukannya sendiri, dan tidak 
menggantikan.
Ad. (c) Tidak menolak harta warisan;
Orang yang menolak warisan atau verwerpen adalah orang 
yang masih hidup dan tidak diwakili dengan cara 
penggantian sebagaimana diatur dalam Pasal 1060 
KUHPerdata26 Pada prinsipnya orang tidak dapat 
menggantikan kedudukan seorang ahli waris yang masih

25 Onwaardig adalah seseorang yang dinyatakan tidak patut untuk 
mewaris berdasarkan Pasal 838 KUHPedata.

26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, op. cit., Pasal 1060:
"Siapa yang telah menolak suatu warisan, tidak sekali-kali dapat 
diwakili dengan cara penggantian; jika ia satu-satunya waris di dalam 
derajatnya, ataupun jika kesemuanya waris menolak, maka sekalian anak- 
anak tampil ke muka atas dasar kedudukan mereka sendiri dan mewaris 
untuk bagian yang sama."
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hidup. Jadi kedudukannya tidak dapat digantikan oleh 
para ahli warisnya (plaatsvervulling)
Undang-Undang mengenal 3 (tiga) macam penggantian, 

yaitu:
a. Penggantian dalam garis keturunan kebawah (penggantian 

dalam golongan pertama) . Pasal yang mengatur penggantian 
dalam golongan pertama ini adalah Pasal 842 KUHPerdata: 
"Penggantian dalam garis lurus ke bawah yang sah 
berlangsung terus dengan tiada akhirnya."

b. Penggantian dalam garis menyimpang (penggantian dalam 
golongan kedua), pasal yang mengatur penggantian 
golongan kedua ini adalah Pasal 844 KUHPerdata.

c. Penggantian dalam garis menyimpang yang lebih jauh 
(penggantian dalam golongan keempat), pasal yang 
mengatur 845 KUHPerdata dalam arti yang lebih diperluas.

Yang penting dan harus diingat dalam proses 
penggantian ini adalah ahli waris yang masih hidup tidak 
dapat digantikan kedudukannya, yang dapat digantikan harus 
ahli waris telah meninggal lebih dahulu dari pewaris, dan 
ahli waris tersebut meninggalkan keturunan sah seperti yang 
diatur dalam Pasal 847 KUHPerdata yaitu: "tiada seorang pun
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diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku 
penggantinya."
Ad. b. Pewarisan berdasarkan wasiat (testament)

Pada dasarnya, wasiat berkaitan dengan harta kekayaan 
seseorang pada waktu masih hidup. Selain itu, mungkin orang 
yang mempunyai harta tersebut khawatir harta bendanya akan 
menjadi percekcokan di antara anggota keluarga, dan untuk 
mempermudah proses hibah wasiat di era modern ini peran 
notaris sangat dibutuhkan.27

Hibah wasiat (testament) dapat diakibatkan oleh 
seseorang pemilik kekayaan yang mempunyai keinginan agar 
harta kekayaannya nanti, setelah meninggal, akan
diperlakukan menurut cara tertentu. Jika hukum mengizinkan 
si peninggal warisan untuk menentukan cara pembagian harta 
warisan yang menyimpang dari hukum waris, hal tersebut
wajar mengingat pada dasarnya seorang pemilik kekayaan 
mempunyai hak penuh untuk memperlakukan kekayaannya 
tersebut menurut kehendaknya sendiri.

Dalam pewarisan menurut testament maka ditinjau dari 
isi testament dikenal dua cara, yaitu:

27 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, (Bandung:
Sumur Bandung, 1995), hal. 69.
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a. Erfstelling atau Pengangkatan Waris, Pasal 954 
KUHPerdata menentukan bahwa wasiat pengangkatan waris 
adalah suatu wasiat dimana si yang mewariskan kepada 
seseorang atau lebih memberikan harta kekayaan yang 
akan ditinggalkannya apabila ia meninggal dunia baik 
seluruhnya maupun sebagian seperti misalnya 
setengahnya, sepertiganya. Jika dihubungkan dengan 
Pasal 876 KUHPerdata, erfstelling tidak perlu meliputi 
seluruh harta warisan, dengan ketentuan sebanding 
dengan harta warisan, dan penerimanya berkedudukan 
sebagai ahli waris.28 Orang yang ditunjuk menjadi 
ahliwaris dinamakan testamentair erfgenaam,29 yang 
kemudian dicatat dalam surat wasiat.

b. Hibah Wasiat {legaat) adalah penetapan wasiat yang 
khusus dimana yang mewariskan kepada seseorang atau 
lebih memberikan beberapa dari barang-barangnya dari 
suatu jenis tertentu, misalnya barang-barang bergerak 
atau barang-barang tak bergerak, atau hak pakai atas

28 Benyamin Asri dan Thabrani Asri, Dasar-Dasar Hukum Waris BArat 
Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek/ (Bandung: Tarsito, 1988), hal. 
136.

29 Surini Ahlan S j arif, Intisari Hukum Waris menurut Burgerlijk 
Wetboek, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), hal. 14.
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seluruh atau sebagian dari harta peninggalan.30 
Pemberian dalam wasiat tersebut baru dapat dilaksanakan 
setelah pemberi hibah wasiat (pewaris) meninggal dunia.

3. Penggolongan Ahli Waris Berdasarkan Undang-Undang
Penggolongan ahli waris berdasarkan undang-undang 

diatur dalam Buku II, bagian 2, Pasal 852-Pasal 861 
KUHPerdata.

Asas Hukum Waris Perdata yang mengatakan bahwa 
keluarga sedarah yang lebih dekat menyingkirkan/menutup 
keluarga yang lebih jauh, keluarga sedarah pewaris menurut 
BW disusun dalam kelompok, yang disebut dengan nama 
golongan ahli waris, terdiri dari golongan I sampai dengan 
golongan IV, diukur menurut jauh dekatnya hubungan darah 
dengan si pewaris, dimana golongan yang lebih dekat menutup 
golongan yang lebih jauh.31

a. Golongan Ahli Waris Pertama
Pasal 852 KUHPerdata menyebutkan yang termasuk ahli 

waris golongan pertama adalah anak-anak atau sekalian 
keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan

30 Ibid. / hal. 138.
31 J. Satrio, Hukum Waris, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 99.
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sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau 

semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus 

keatas, dengan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran 

terlebih dahulu.

Pembagian dilakukan sama rata jika mereka mewarisi 

berdasarkan kedudukan sendiri. Mereka mewarisi pancang demi 

pancang jika mereka atau sebagian dari mereka mewarisi 

secara bergantian.32

Dalam Pasal 852 a ayat 1 KUHPerdata menetapkan bahwa 

bagian suami/isteri yang hidup terlama, maka bagian

warisannya adalah sama besar dengan bagian seorang anak. 

Jika terdapat perkawinan kedua dan seterusnya dan ada anak- 

anak/keturunan dari perkawinan pertama, maka bagian

suami/isteri sama besar dengan bagian terkecil dari bagian 

terkecil dari seorang anak/keturunan dari perkawinan 

pertama.33

Jadi ahli waris golongan I adalah:34

1) Suami/Istri yang hidup terlama

2) Anak/anak-anak; dan

32 Tan Thong Kie, Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris,
(Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal. 92.

33 Efendi Perangin, Hukum Waris, (Jakarta: PT Rajagrafindo
Persada, 2006), hal. 31.

34 Emeliana Krisnawati, Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek 
(BW), (Bandung: CV. Utomo, 2006), hal. 17.
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3) Keturunan anak-anak tersebut,
b. Golongan Ahli Waris Kedua
Diatur dalam Pasal 854-Pasal 857 KUHPerdata. Golongan 

kedua meliputi:35
1) Ayah dan ibu,
2) Saudara,
3) Keturunan.

Tiap orang tua yang ditinggal mendapat bagian yang 
sama besarnya dengan tiap saudara pewaris, tetapi tidak 
boleh kurang dar H bagian dari warisan, dengan ketentuan 
lagi bahwa hanya untuk menentukan bagian orangtua, saudara 
lain bapak atau lain ibu dihitung sebagai saudara penuh

♦ ogpewaris.
Jika kedua orangtua pewaris telah meninggal dunia 

lebih dahulu dan kemudian pewaris itu meninggal dunia tanpa 
keturunan dan istri/suami, saudara pewaris mewarisi seluruh 
harta warisan.37

Jika pewaris meninggal dunia tanpa saudara (anak 
tunggal), masing-masing orangtua mewarisi separuh warisan

35 Effendi Perangin, op. cit., hal. 35.
36 Tan Thong Kie, op. cit., hal. 94.
37 Ibid.
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dan jika hanya ada satu orangtua, orangtua itu mewarisi 
seluruh warisan.38

c. Golongan Ahli Waris Ketiga
Sesudah golongan I dan golongan II tiada lagi, maka 

muncullah ahli waris golongan III, yang terdiri dari: 
sekalian keluarga sedarah dalam garis lurus keatas, baik 
dari garis ayah maupun ibu.(Pasal 853 KUHPerdata)39

Yang dimaksud dengan keluarga dalam garis ayah dan ibu 
garis lurus ke atas adalah kakek dan nenek, yaitu ayah dan 
ibu dari ayah ibu pewaris, ayah dan ibu dari kakek maupun 
nenek, baik dari ayah maupun ibu dan seterusnya.40

Jadi yang termasuk ahli waris golongan ketiga ini 
adalah:
1) Kakek dan nenek, baik dari pihak bapak maupun ibu;
2) Orang tua kakek dan nenek itu, dan seterusnya keatas.

d. Golongan Ahli Waris Keempat
Mereka adalah hubungan darah ke samping sampai derajat 

keenam. Walaupun ahli waris derajat keenam adalah keluarga 
terakhir yang menurut undang-undang dapat mewaris, hubungan

38 Ibid.
39 J. Satrio, op. cit., hal. 142.
40 Ibid.

37
Kewajiban ahli..., Edy Nurcahya, FH UI, 2008



derajat ketujuh dapat mewaris jika ia mengganti ahli waris 
derajat keenam.41

Pasal 858 ayat 1 KuhPerdata mengatakan:
Dalam hal tak ada saudara (golongan II) dan sanak 

saudara dalam salah satu garis lurus ke atas (golongan 
III), maka H bagian warisan (kloving) menjadi bagian 
sekalian keluarga sedarah dalam garis lurus keatas yang 
masih hidup (kelompok ahli waris dalam garis yang satu), 
sedang ^ bagian lainnya, kecuali dalam hal tersebut dalam 
pasal berikut, menjadi bagian para sanak saudara dalam 
garis yang lain.42

Yang perlu diingat adalah:43
1) Pasal 858 KuhPerdata berkaitan dengan serangkaian 

pasal-pasal sebelumnya, yaitu Pasal 856 dan Pasal 857 
KUHPerdata, dan dalam pasal tersebut diatur mengenai 
peristiwa pewarisan, dalam hal pewaris tidak 
meninggalkan keturunan, suami atau istri dan orang tua 
sebagai ahli waris

2) Bahwa Pasal 858 KUHPerdata, meskipun tidak menyebutkan 
secara tegas harus dianggap mengandung ketentuan bahwa

41 Tan Thong Kie, op. cit./ hal. 98.
42 J SatriO/ op. cit., hal. 146.
43 Ibid.
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selain pewaris tidak meninggalkan golongan ahli waris 
golongan II dan dalam salah satu garis ke atas yaitu 
garis ayah atau ibu tidak ada lagi keluarga sedarah 
yang berhak mewaris, pewaris juga tidak meninggalkan 
ahli waris golongan I dan II.
Jadi yang termasuk ahli waris golongan keempat adalah:

1) Paman dan bibi baik dari pihak bapak maupun ibu;
2) Keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung 

dari si meninggal;
3) Saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, 

sampai derajat keenam dihitung dari si meninggal.

B. Persatuan Harta Menurut Undang-Undang
1. Sejarah, Sifat, Bagian-Bagian dan Pertanggung Jawaban 

atas Harta Persatuan
a. Sumber/asalmula Dan Sifat Persatuan/percampuran
Menurut bunyi atau ketentuan Pasal 119 KUHPerdata, 

sejak saat dilangsungkannya perkawinan antara suami isteri 
terjadilah persatuan harta benda (kekayaan) lengkap/bulat. 
Kekecualian baru terjadi apabila suami isteri itu sebelum 
melangsungkan perkawinan telah membuat akta perjanjian 
kawin {huwelijksvoorwaarden) di depan seorang Notaris,
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dalam mana mereka (calon suami isteri) itu mengadakan 
penyimpangan daripada ketentuan umum tersebut.44

Pasal 1621 KUHPerdata mengartikan bahwa
persatuan/percampuran disebabkan perkawinan itu pun 
bukanlah merupakan perseroan yang dimaksud dalam Pasal 1618 
KUHPerdata. Hal ini disebakan percampuran harta (kekayaan) 
suami isteri itu terjadi demi hukum dan dinyatakan demikian 
oleh undang-undang sehubungan dengan perkawinan. Lagipula 
dengan adanya persatuan harta itu bukan atau tidaklah 
bertujuan mencari untung yang kemudian membagikannya antara 
mereka.

Sifat dari harta kekayaan ini adalah tidak dapatnya 
dibedakan bagian-oagiannya, akan tetapi suami dan isteri 
berhak atas keseluruhan dari harta, terlepas dari kenyataan 
bahwa suami berhak untuk mengurus dan menguasai harta 
bersama itu.

b. Aktiva Dan Penghasilan/pendapatan (laba) Dari 
Persatuan

Mengenai aktiva harta persatuan (campur) itu menurut 
ketentuan Pasal 120 KUHPerdata meliputi barang-barang/harta

44 Komar Andasasmita, Hukum Harta Perkawinan Dan Waris Menurut 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Teori dan Praktek), (Bandung: Ikatan 
Notaris Indonesia Komisariat Daerah Jawa Barat, 1987), hal. 10.
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benda suami isteri, baik yang sudah dimiliki sekarang 
meupun yang akan diperoleh mereka kelak, termasuk yang 
didapat secara cuma-cuma/ dengan pengecualian apabila yang 
menghibahkan atau yang menghibah-wasiatkan menetapkan bahwa 
barang yang mereka berikan itu tidak akan dimasukkan ke 
dalam harta campur.45

Tentang hasil dan pendapatan (vruchten en inkomsten) 

yang diperoleh suami isteri sepanjang perkawinan, menurut 
penegasan Pasal 122 KUHPerdataf hal ini harus 
diperhitungkan sehingga ditambahkan pada persatuan (harta 
campur). Demikian pula halnya dengan keuntungan (winst) 

yang diperoleh dari barang persatuan itu.
Hal hal yang merupakan urusan sangat pribadi atau hak 

yang melekat pada diri seseorang, seperti sebagai pegawai 
negeri/pejabat (ambtenaar), hak atas alimentasi, perjanjian 
(kontrak) membuat lukisan dari pelukis tertentu yang tidak 
dapat dipindahkan/dialihkan haknya kepada orang lain dan 
lenyap pada waktu meninggalnya orang yang bersangkutan, 
tidak jatuh pada persatuan. Hal-hal tersebut tidak 
merupakan hak kekayaan subyektif.46

45 Ibid., hal. 12-13.
46 Ibid., hal 14.
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c. Hutang Persatuan
Menurut ketentuan atau bunyi Pasal 121 KUHPerdata

beban-beban persatuan itu adalah meliputi atau termasuk 
semua hutang suami isteri masing-masing, baik yang terjadi 
sebelum maupun sepanjang perkawinan mereka.

Bagaimana cara timbulnya hutang itu tak merupakan 
masalah, apakah disebabkan karena suami atau isteri itu 
melanggar hukum sehingga harus mengganti kerugian atau 
karena denda misalnya, atau utang suami isteri berasal dari 
warisan atau hibahan dengan beban dan sebagainya. Itu semua 
merupakan beban persatuan. Menurut undang-undang suamilah 
yang menjadi pengurus persatuan. Itulah sebabnya maka ia
(suami) dapat dituntut/ditagih untuk membayar utang 
persatuan.47

Menurut ketentuan Pasal 123 KUHPerdata semua utang
kematian (doodschulden) yang timbul/ terjadi setelah 
meninggalnya suami dan/atau isteri merupakan beban ahli
waris yang meninggal itu sendiri, jadi bukan utang/beban 
persatuan. Yang dimaksud dengan utang ini adalah biaya 
penguburan. Mengenai utang ini kita berurusan dengan harta

47 Ibid., hal. 20.
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peninggalan (nalatenschap) dan bukan dengan persatuan 
(gemeenschap). Tentang biaya penguburan ini tercantum dalam 
Pasal 1149 ayat 2 KUHPerdata, yaitu menyangkut piutang 
yang diistimewakan.

2. Pengurusan/Pemeliharaan Harta Campur
KUHPerdata mengatur mengenai hal ini dalam Buku I Bab 

VI Bagian kedua, yang terdiri dua pasal utama/pokok, yaitu 
Pasal 124 dan Pasal 125 KUHPerdata.

a. Kewenangan Suami 
Pasal 124 KUHPerdata dikatakan bahwa suami selain dari 

pemeliharaan/pengurus harta persatuan itu, ia juga boleh 
dalam arti kata dapat, berwenang (dan berhak) 
mengalihkan/melepaskan hak, seperti menjual dan memberatkan 
dalam arti menjaminkan harta campur milik bersama suami- 
isteri itu. Memang wewenang/kekuasaan suami ini masih 
dibatasi dengan apa yang tercantum dalam ayat ke 3 Pasal 
140 KUHPerdata, yang mengatur bahwa walaupun antara mereka 
berdua terjadi persatuan harta menurut undang-undang, dalam 
perjanjian syarat kawin bakal/calon suami-isteri 
boleh/dapat saling berjanji untuk tanpa persetujuan/bantuan
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isteri, suami tidak diperkenankan (dilarang)
mengalihkan/melepaskan (memindahtangankan) atau membebani:48
1) Barang tak bergerak,
2) Surat pendaftaran dalam buku besar perutangan umum,
3) Surat berharga lainnya, dan
4) Piutang-piutang atas nama isteri.

Kesemuanya itu yang tertulis/tercatat atas nama isteri 
dan yang dibawa, atau yang selama masa perkawinan jatuh ke 
pihak isteri dalam persatuan mereka.

Wewenang atau hak untuk menguasai dan/atau
menggunakan (£>eschikkingsrecht) suami atas harta persatuan 
itu dalam beberapa hal oleh undang-undang dibatasi. 
Pembatasan dalam Pasal 124 KUHPerdata adalah sebagai 
berikut:49
1) Ia (suami) tidak boleh dalam arti tak berwenang, karena 

atau dengan jalan hibahan, menguasai/menggunakan barang 
tak gerak dari persatuan, demikian pula seluruh atau 
sebagian tertentu dari barang bergerak, kecuali 
menyelenggarakan suatu kedudukan bagi anak-anak yang 
lahir dari perkawinan suami-isteri yang bersangkutan.

48 Ibid./ hal. 26.
49 Ibid., hal. 28.

44
Kewajiban ahli..., Edy Nurcahya, FH UI, 2008



2) Suami juga tidak boleh menghibahkan sebuah barang 
bergerak tertentu, dengan perjanjian bahwa hak pakai 
hasilnya tetap ada padanya.
b. Ketidakcakapan I s teri Menurut Hukum
"Onbekwaamheid" isteri diatur dalam Pasal 108, Pasal 

112, Pasal 113, Pasal 124 KUHPerdata. Berdasarkan Pasal i 08 
KUHPerdata isteri dengan kuasa atau bantuan suami boleh 
melakukan tindakan pengurusan atau penguasaan/penggunaan 
atas harta persatuan. Untuk pelbagai tindakan yang 
tercantum dalam Pasal 108 dan Pasal 113 KUHPerdata 
izin/persetujuan suami secara tegas tidak diperlukan, 
sehingga tanpa izin persatuan akan terikat.50

Yang dimaksud dengan klausula yang terdapat dalam 
Pasal 109 KUHPerdata ialah: pengeluaran yang biasanya
dilakukan oleh nyonya rumah, menurut keadaan menyangkut 
suami-isteri menurut cara hidup mereka yang nyata dianggap 
patut atau wajar. Lain halnya apabila isteri hidup 
terpisah, klausula ini tak perlu diabaikan.

c. Ketidakhadiran Suami
Menurut Pasal 125 KUHPerdata bilamana suami tidak 

hadir atau dalam keadaan tak hadir, atau tak mungkin

50 Ibid.,hal. 29-30.

45Kewajiban ahli..., Edy Nurcahya, FH UI, 2008



menyatakan kehendaknya, sedangkan, padahal keadaan terpaksa 
ada (timbul), maka isteri boleh mengikatkan atau 
memindahtangankan (mengalihkan/melepaskan hak atas) barang 
persatuan, setelah untuk itu memperoleh kuasa dari 
Pengadilan Negeri.

Pasal 125 ini menyangkut halangan yang nyata dan bukan 
mengenai ketakcakapan menurut undang-undang (wettelijke 
onbekwaamheid) . Oleh karena itu pasal ini tidak berlaku 
terhadap apabila suami dinyatakan berada dalam pengampuan 
(ondercuratelestelling) . Jadi dalam hal ini pengampu 
(curator) yang melakukan pengurusan untuk/atas nama suami.51

3. Pecah Atau Bubarnya Persatuan
Tentang pecah/bubarnya persatuan dan mengenai hak 

pelepasan dari itu aturannya terdapat dalam Pasal 126-138 
KUHPerdata.

Dalam Pasal 126 KUHPerdata persatuan itu pecah atau 
bubar demi hukum, disebabkan:
a. Kematian;
b. Berlangsungnya suatu perkawinan baru seizin hakim 

setelah isteri atau suami tidak hadir;

51 Ibid., hal. 32.
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c. Perceraian;
d. Perpisahan meja dan ranjang;
e. Perpisahan harta (kekayaan).

4. Pembagian Harta Persatuan
Pasal 128 dan Pasal 129 KUHPerdata menyebutkan 

setelah bubarnya persatuan terdapat harta yang tak terbagi 
(onverdeelde boedel) yang pada umumnya/dasarnya sama dengan 
harta milik bersama antara para ahli waris. Sifat 
gezamendehandse atau milik bersama yang terikat dengan 
bubarnya persatuan yang hidup seakan-akan mati dan
dilikwidir. Harta itu dibagi antara sekutu atau partner 
pemiliknya {deelgenoten), yaitu antara bekas suami isteri 
atau ahliwaris mereka masing-masing setengah bagian, tanpa 
mempermasalahkan atau memperhitungkan dari mana harta iru 
berasal atau perolehannya.52

KUHPerdata memang mengenal pembagian harta atas dasar 
pembawaan (aanbreng) sebagaimana tercantum Pasal 129 
BCUHPerdata, akan tetapi hanya untuk beberapa jenis barang 
saja, yaitu barang yang amat biasa atau sangat 
dekat/bersatu (verkleefd) dengan/pada pihak yang

52 Ibid., hal. 40-41.
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bersangkutan(suami-isteri), seperti: pakaian, perhiasa,
alat atau perkakas pencaharian nafkah, perpustakaan, barang 
kesenian, dan keilmuan yang dihimpunnya, juga surat atau 
tanda peringatan/kenangan keturunan. Barang-barang ini 
sajalah yang boleh diminta kembali oleh pemilik asalnya 
semula. Itupun dengan memperhitungkan harganya menurut 
taksiran mereka sendiri atau menurut taksiran para 
ahli/juru taksir yang mereka tunjuk atau angkat. Cara 
memisah dan membagikan harta persatuan ini menurut hukum 
berlakulah ketentuan yang terdapat dalam Bab XVII Buku II, 
baik menyangkut formalitas maupun isi atau materiilnya.53

C. Ketentuan Umum Mengenai Pewaris, Ahli Waris, Dan 
Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Harta Warisan

1. Asas Hukum Waris Mengenai Diri Pewaris
a. Pewarisan Terjadi Karena Kematian Seseorang

1) Meninggalnya seorang Pewaris
Pewarisan pada asasnya terjadi karena meninggalnya 
seseorang atau terjadi karena kematian. Pasal 830 
KUHPerdata secara garis besar menentukan bahwa 
pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Dengan

53 IbidL
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demikian, maka pada asasnya pewarisan baru terjadi 
kalau ada seseorang yang meninggal dunia, ada ahli 
waris dan harta kekayaan yang ditinggalkan. Tentunya 
dengan memperhatikan syarat-syarat atau pengaturannya 
di dalam undang-undang.
Sehubungan dengan asas tersebut diatas, Pasal 1334 
KUHperdata, menetapkan bahwa barang-barang yang baru 
akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu 
persetujuan. Tetapi tidaklah diperkenankan untuk 
melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun 
meminta diperjanjikan sesuatu hak mengenai hal itu, 
sekalipun dengan sepakatnya orang yang nantinya akan 
meninggalkan warisan.54

2) Meninggalnya seseorang yang sulit ditentukan karena 
meninggal secara bersamaan
Pasal 831 KUHperdata menentukan bahwa apabila beberapa 
orang antara mana yang satu adalah menjadi ahli waris 
yang lain, karena satu malapetaka yang sama, dengan 
tidak diketahui siapakah yang meninggal dunia lebih 
dahulu maka dianggaplah bahwa mereka meninggal dunia

54 Ibid. # hal. 20.
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pada detik yang sama, dan perpindahan hak warisan dari 
satu kepada yang lain tidaklah berlangsung karenanya.55

b. Karena Diduga Meninggal Dunia 
Terhadap asas tersebut terdapat pengecualiannya yaitu 

seperti yang diatur dalam Pasal 467 dan Pasal 470 
KUHPerdata.

Pasal-pasal tersebut mengatur dalam hal orang telah 
meninggalkan tempat untuk suatu jangka waktu tertentu, 5 
tahun, (Pasal 4 67) atau 10 tahun, (Pasal 470) dan 
daripadanya tidak terdengar lagi kabar, sehingga orang 
tidak lagi mengetahui apakah ia masih hidup atau telah 
meninggal dunia, maka yang berkepentingan dapat mengajukan 
permohonan kepada Pengadilan Negeri agar orang yang

• 56meninggalkan tempat dinyatakan diduga meninggal dunia.
Hal tersebut diatas atau keadaan tak hadirnya 

seseorang dapat dikatakan merupakan pengecualian dari Pasal 
830 KUHPerdata, oleh karena ada kemungkinan bahwa orang 
yang diduga telah meninggal dunia tersebut masih hidup. 
Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa saat meninggalnya

55 Wahyono Darmabrata, Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Waris, 
(Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), 
hal. 44-45.

56 J Satrio, op. cit., hal. 22.
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seseorang memegang peranan yang penting bahkan sangat 
menentukan dalam masalah pewarisan menurut KUHPerdata.57

2. Asas Hukum Waris Mengenai Ahli Waris
a. Ahli Waris Adalah Keluarga Pewaris
Mereka yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris 

dan suami isteri yang hidup terlama.
Pasal 832 KUHPerdata menentukan bahwa menurut undang- 

undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para 
keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami 
atau isteri yang hidup terlama, semua menurut peraturan 
tertera dibawah ini.58

Dalam hal bilamana baik keluarga sedarah, maupun si 

yang hidup terlama diantara suami-isteri, tidak ada, maka 
segala harta peninggalan si yang meninggal, menjadi miliJ 
negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, 
sekedar harga harta peninggalan mencukupi untuk hal itu.59

57 Wahyono Darmabrata, op. cit., hal. 47-48.
58 Ibid., hal. 48.59 Ibid.
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b. AhliWaris Harus Ada Atau Sudah Ada Pada Saat Pewaris 
Meninggal Dunia

Pada asasnya untuk dapat bertindak sebagai ahli waris, 
maka seseorang harus ada atau harus sudah dilahirkan pada 
saat terbukanya warisan, pada saat meninggalnya pewaris. 
Dengan demikian seorang ahli waris selain ia telah ada atau 
sudah dilahirkan ia juga masih hidup pada saat meninggalnya 
pewaris.

Pasal 836 KUHPerdata menentukan bahwa dengan mengingat 
akan ketentuan dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata supaya dapat bertindak sebagai (ahli) waris seorang 
harus telah ada pada saat warisan jatuh meluang.

Pasal 8 99 KUHPerdata menentukan bahwa dengan 
mengindahkan ketentuan dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata, untuk dapat menikmati sesuatu dari suatu 
surat wasiat, seorang harus sudah ada tatkala si yang 
mewariskan meninggal dunia.

c. Anak Dalam Kandungan Sebagai AhliWaris
Pasal 2 KUHPerdata menentukan bahwa anak yang ada 

dalam kandungan seorang ibu/perempuan dianggap telah 
dilahirkan bilamana juga kepentingan si anak menghendaki.
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Dengan demikian anak yang berada di dalam kandungan 

seorang perempuan atau seorang ibu walaupun ia belum 

dilahirkan, jadi belum ada pada saat meninggalnya pewaris 

dapat mewaris dari pewaris karena dalam hal ini hukum 

menentukan bahwa seakan akan anak tersebut sudah 

dilahirkan.60

Anak yang masih di dalam kandungan tersebut tentunya 

harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditentukan oleh 

undang-undang antara lain ialah bahwa:61

1) Anak tersebut telah dibenihkan atau telah dikonsepsikan;

2) Anak tersebut harus mempunyai kepentingan sehingga 

dianggap telah ada (hidup, dilahirkan);

3) Anak tersebut harus lahir hidup, karena mati sewaktu 

dilahirkan dianggaplah ia tidak pernah tealah ada (Pasal

2 ayat 2 KUHPerdata).
d. Ahli Waris Bukan Orang Yang Tidak Patut Untuk Mewaris 
Menurut Pasal 838 KUHPerdata mereka yang tidak patut 

mewaris adalah:62

1) Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telal 

membunuh atau mencoba membunuh si yang meninggal;

60 Ibid., hal. 50.
61 Ibid., hal. 51.
62 Ibid., hal. 52.
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2) Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan 
karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan 
terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah 
melakukan suatu kejahatan yang terancam dengan hukuman 
penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih 
berat;

3) Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah 
mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut 
surat wasiatnya;

4) Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan 
surat wasiat si yang meninggal.
Pasal 912 KUHPerdata menentukan bahwa mereka yang 

telah dihukum karena membunuh si yang mewariskan, lagipun 
mereka yang telah menggelapkan, membinasakan dan memalsu 
surat wasiatnya, dan akhirnya merekapun yang dengan paksaan 
atau kekerasan telah mencegah si yang mewariskan tadi, akan 
mencabut atau mengubah surat wasiatnya, tiap-tiap mereka 
itu, seperti pun tiap-tiap istri atau suami dan anak-anak 
mereka, tak diperbolehkan menarik suatu keuntungan dari 
surat wasiat si yang mewariskan.

Pasal 839 KUHPerdata menyebutkan tiap-tiap ahli waris 
yang karena tidak patut untuk mewaris telah dikecualikan
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dari pewarisan, diwajibkan untuk mengembalikan segala hasil 

dan pendapatan yang telah dinikmatinya semenjak harta 

peninggalan jatuh meluang. Akibat dari tidak patut mewaris 

maka warisan jatuh pada ahli waris lainnya.

Pasal 840 KUHPerdata menentukan bahwa apabila anak-

anak dari seorang yang telah dinyatakan tak patut menjadi 

waris, atas diri sendiri mempunyai panggilan untuk menjadi 

ahli waris, maka tidaklah mereka karena kesalahan orang tua 

tadi, dikecualikan dari pewarisan; namun orang tua itulah 

sama sekali tak berhak menuntut supaya diperbolehkan

menikmati hasil barang-barang dari warisan, yang mana 

menurut undang-undang hak nikmat hasilnya diberikan kepada 

orang tua atas barang-barang anaknya.

e. Hal Yang Perlu Diperhatikan Bagi Seorang Ahli Waris 
Pada asasnya seorang ahli waris harus memenuhi syarat

untuk dapat mewaris atau untuk mendapatkan bagian dalam

warisan. Adapun syarat-syarat tersebut antara lain ialah:63

1) Ahli waris harus ada, atau masih ada pada saat pewaris 

meninggal dunia atau pada saat warisan terbuka;

2) Ahli waris harus mempunyai hubungan darah dengan 

pewaris atau ahli waris adalah keluarga pewaris, dalam

63 Ibid., hal. 56.
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arti termasuk suami atau isteri yang hidup terlama. 
Isteri atau suami yang hidup terlama, tidak mempunyai 
hubungan darah, tetapi undang-undang menentukan bahwa 
mereka mewaris satu terhadap yang lain;

3) Ahli waris bukan orang yang tidak patut untuk mewaris;
4) Ahli waris tidak menolak warisan;
5) Ahli waris tidak dikecualikan oleh pewaris secara sah 

dari haknya untuk mewaris;
6) Ahli waris secara otomatis atau demi hukum memperoleh 

apa yang menjadi hak dan kewajiban pewaris;
7) Ahli waris mempunyai hak tuntut atas harta warisan, 

yang harus dipergunakan selama jangka waktu 30 tahun.

3. Asas Mengenal Harta Warisan
Pada asasnya undang-undang tidak memandang sifat 

maupun asal usul barang-barang warisan. Hal ini dapat 
dilihat dari Pasal 84 9 KUHPerdata yang menentukan bahwa
undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal usul
barang dalam suatu peninggalan, untuk mengatur pewarisan 
terhadapnya. Dengan demikian di dalam pewarisan tidak 
diperhatikan apakah barang tertentu datang dari keluarga 
ayah atau barang tertentu yang lain berasal dari keluarga
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pihak ibu orang yang meninggal dunia atau pewaris. Kecuali 

dalam hal warisan anak luar kawin diakui sah, yang tak lagi 

mempunyai ahliwaris kebawah(keturunan), maka barang-barang 

yang diwariskan akan kembali kepada keturunan yang sah dari 

orang tuannya.(Pasal 871 KUHPerdata).

4 . Hak-Hak Khusus AhliWaris
a. Hak Saisine
Pasal 833 KUHPerdata menyatakan:

"Sekalian, ahli waris dengan sendirinya karena hukum 
memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak 
dan segala piutang si yang meninggal".

Artinya:

1) Para ahli waris secara otomatis, demi hukum memperoleh 

kekayaan si pewaris, tanpa ia harus melakukan sesuatu 

perbuatan apapun, juga tidak perlu menuntut penyerahan 

barang-barang warisan tersebut. Bahkan seandainya si 

ahli waris sendiri belum mengetahui/menyadari bahwa ia 

mendapat warisan dari matinya seorang anggota keluarga 

yang menjadi pewarisnya.
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2) Bahwa perpindahan tersebut berlaku segera, sesudah 
pewaris meninggal.

Undang-undang menyatakan, hal ini dengan mengatakan 
bahwa ahli waris karena hukum memperoleh bezit dari barang- 
barang, hak dan tuntutan hukum terhadap si mati. Adalah 
jelas, bahwa kata bezit di sini dipergunakan dalam arti 
yang tidak sebenarnya. Sebutan barang, hak dan tuntutan 
hukum adalah kurang pada tempatnya. Maksudnya, bahwa ahli 
waris karena hukum menggantikan si mati dalam segala hak 
dan segala kewajibannya. Ahli waris bukanlah kreditur. Ia 
tidak perlu menuntut penyerahan, perpindahan hak dan 
kewajiban itu kepadanya, tetapi itu terjadi secara 
otomatis. Untuk hak atas bezit, jalan pikiran yang demikian 
itu dinyatakan juga oleh undang-undang dalam suatu pasal 
yang khusus, yaitu Pasal 597 KUHPErdata.64

Pasal 955 KUHPerdata menyebutkan bahwa yang memiliki 
saisine tidak hanya ahli waris menurut UU, tetapi juga ahli 
waris menurut surat wasiat.

64 Pitlo, Hukum Waris, Jilid 1, (Jakarta: PT Intermasa, 1994), 
hal. 19.
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b. Hak Hereditatis Petitio
Pasal 834 dan 835 KUHPerdata memberi hak kepada ahli 

waris menggugat semua orang untuk memperoleh warisan. Hak 
ini disebut hereditatis petitio yang dimiliki oleh tiap 
ahli waris terhadap orang yang mempunyai hak bezit atas 
warisan. Hak ini dimiliki oleh semua ahli waris, masing- 
masing untuk bagiannya, tanpa perlu mengajak para ahli 
waris lain untuk menggugat.65

Hak hereditatis petitio adalah hak lain dari saisine; 
saisine diperoleh dari para ahli waris dari pewaris, 
sedangkan hereditatis petitio diperoleh dari UU.

Ciri-ciri hak hereditatis petitio:66
1) Pada hereditatis petitio, undang-undang tidak 

mensyaratkan para ahli waris membuktikan hak kebendaan 
yang dipunyai. Tetapi cukup dengan membuktikan bahwa ia 
adalah ahli waris dan apa yang dituntut adalah barang 
yang dulu berada di dalam warisan. Jadi dasar hak 
tuntutnya adalah kedudukan seseorang sebagai ahli waris.

2) Dengan demikian hak tersebut mempunyai jangkauan yang 
lebih luas, sebab apa yang dahulu ada, pada waktu si

65 Tan Thong Kie, op. cit., hal. 85.
66 J. Satrio, op. cit., hal. 93-95.
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pewaris meninggal, meliputi apa yang dulu dipegang 
pewaris sebagai detentor, seperti umpama saja barang- 
barang yang dipegang pewaris atas dasar pinjam meminjam.

3) Hak hereditatis petitio sudah tentu sangat menguntungkan 
ahli waris, karena pembuktiannya sangat dipermudah. 
Malahan pada permulaan tuntutannya, para ahli waris 
cukup menuntut semua atau apa saja yang termasuk di 
dalam warisan, walaupun nanti pada akhirnya memang si 
ahli waris harus menunjukkan apa saja yang dituntut, 
yang dahulu ada di dalam warisan dan sekarang tidak ada 
lagi.

4) Suatu keistimewaan lain adalah bahwa kalau tuntutan 
berdasarkan bezit hanya tertuju pada benda-benda tetap, 
maka hereditatis petitio dapat meliputi baik benda 
bergerak maupun benda-benda tak bergerak. Bahkan dengan 
hererditatis petitio orang dapat menuntut seluruh 
warisan.

5) Selanjutnya hereditatis petitio berbeda dalam jangka 
waktu kadaluwarsanya yang lebih panjang yaitu 30 tahun.

6) Faktor yang menguntungkan adalah bahwa saat mulainya 
kadaluwarsa pada hereditatis petitio, tidak mulai sejak 
para ahli waris mengetahui adanya barang yang hilang
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dari warisan atas sejak saat ia sadar akan haknya,

tetapi sejak saat warisan terbuka.

7) Faktor yang kurang menguntungkan adalah saat mulainya

kadaluwarsa pada hereditatis petitio, tidak mulai sejak 

para ahli waris mengetahui adanya barang yang hilang 

dari warisan atau sejak saat ia sadar akan haknya,

tetapi sejak saat warisan terbuka.

8) Di samping itu undang-undang menyebutkan sacara

limitatif kepada siapa saja hak tersebut ditujukan, 

yaitu terhadap:

al K^rsYLa-mereka yang mempunyai alas hak yang sama,

artinya sama-sama mempunyai kedudukan sebagai ahli

waris terhadap pewaris yang sama, baik berdasarkan 

titel umum maupun titel khusus.

b) Mereka-mereka yang tak mempunyai alas hak apapun.

c) Mereka yang secara licik telah berhenti sebagai

bezitter.

5. Hak Untuk Berpikir Dan Hak Istimewa Untuk Mengadakan 
Pendaftaran Harta Peninggalan

a. Tujuan dan Sifat
Ahli waris boleh memilih salah satu dari tiga

kemungkinan: a) menerima dengan murni, b) menerima secara
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benefisier dan c) menolak. Pewaris tidak dapat membatasi 
pilihannya sesuai yang tercantum dalam Pasal 1089 
KUHPerdata, baik secara langsung ataupun tidak langsung. 
Misalnya, dengan mencabut hak warisnya dengan syarat 
menangguhkan berupa penerimaan secara benefisier. Bagi ahli 
waris, pilihan itu dapat berupa pilihan yang berat. Kalau 
ia menerima secara murni, ia bertanggung jawab dengan 
segala kekayaannya untuk bagiannya yang sebanding dalam 
hutang harta peninggalan. Siapa yang menolak, akan tidak 
menerima apa-apa. Ada suatu jalan tengah, yaitu menerima 
secara benefisier, yang berarti manakala harta peninggalan 
memperlihatkan sisa kurang, maka ia hanya akan membayar 
hutang harta peninggalan sebanyak harga aktiva dari harta 
peninggalan. Kalau ada sisa lebih, sisa lebih ini untuk 
ahli waris.67

Bagi kreditur harta peninggalan penting artinya untuk 
mengetahui, apakah orang yang dipanggil untuk menerima 
harta peninggalan akan menerima atau menolak. Dari sinilah 
tergantung siapa yang mesti dihubunginya dan kekayaan siapa 
yang mesti diberatinya untuk memungut piutangnya. Pada 
harta peninggalan yang agak besar, biasanya tidaklah mudah

67 Pitlo, op. cit.i hal. 1.
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bagi ahliwaris untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh 
dari harta peninggalan. Hal ini akan memakan waktu. Dalam 
pada itu, kreditur tidak boleh menjadi korban, apabila ahli 
waris tetap saja masih ragu-ragu menentukan pilihannya. 
Oleh karena itu kreditur dapat memaksa menyatakan 
pilihannya. Undang-undang memang tidak mengaturnya dengan 
tegas, akan tetapi kenyataan, bahwa hutang dari harta 
peninggalan, karena hukum, oleh wafatnya pewaris, berpindah 
kepada ahliwaris, dan juga dalam ketentuan Pasal 1072 
KUHPerdata, semuanya ini membawakan akibat bahwa kreditur 
dapat menuntut orang yang dipanggil menjadi ahli waris. 
Ahliwaris dapat melepaskan diri dari tuntutan itu untuk 
sebagian atau untuk seluruhnya, yaitu dengan menerima 
secara benefisier atau dengan menolak. Dengan adanya 
lembaga berpikir, pembuat undang-undang memberikan 
kesempatan kepada ahliwaris untuk mendapatkan penundaan. 
Selama jangka waktu ahliwaris lagi berpikir, tidak dapat ia 
dituntut untuk menentukan hitam putihnya. Selama waktu 
berpikir itu, ditangguhkanlah segala perkara terhadap 
ahliwaris yang sedang berpikir sebagai ahliwaris, ataupun
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terhadap ahliwaris seluruhnya. Pelaksanaan putusan hakim 
yang memberati si wafat, ditangguhkan.68

b. Hak Berpikir
Pasal 1023 s/d Pasal 1043 KUHPerdata menjelaskannya 

sebagai berikut:69
1) Mereka yang memperoleh hak atas suatu harta peninggalan 

(warisan) diberi hak untuk memanfaatkan hak memikir 
(recht van beraad), dalam menyelidiki sikap apa yang 
akan diambilnya atas warisan yang bersangkutan, yaitu 
apakah ia:
a) Akan menerimanya secara murni {zuiver),
b) Akan menerimanya dengan syarat benefisier, atau
c) Akan menolaknya.
Untuk keperluan penerimaan secara benefisier itu 
ahliwaris yang bersangkutan harus melakukan suatu 
pernyataan di kantor Panitera Pengadilan Negeri, di 
daerah/wilayah mana warisan tersebut terbuka/jatuh 
meluang {opengevallen) . Panitera yang bersangkutan akan

68 Ibid., hal 1-2.
69 Komar Anda sasmita, op. cit.y hal. 422.
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membukukan dalam sebuag register yang disediakan untuk 

keperluan itu.

2) Ayat ke-2 Pasal 1023 KUHPerdata mengatur, bahwa bila 

warisan itu terbuka di tempat yang jauh dari kedudukan 

Pengadilan Negeri, karena terpisah oleh lautan,

pernyataan itu dapat dilakukan di hadapan Kepala 

Pemerintahan setempat (daerah) . Pejabat ini mengadakan 

catatan tentang hak memikir itu dan kemudian 

memberitahukannya kepada Pengadilan Negeri yang 

mewilayahi daerah itu, dan yang akan membukukannya 

dalam register yang bersangkutan.

Pada saat mana orang meminta berpikir, tidaklah 

penting artinya. Hal ini tergantung pada sikap kreditur. 

Ahliwaris dapat mempergunakan lembaga berpikir itu satu 

minggu sesudah meninggalnya pewaris, dan ada kemungkinan 

bahwa meminta berpikir ini baru dilakukan sesudah bertahun- 

tahun .70
Ahliwaris yang tidak didesak oleh kreditur harta 

peninggalan untuk menentukan pilihannya, dapat mengulur 

waktu sampai tiga puluh tahun tanpa dapat dihukum. Barulah 

setelah tiga puluh tahun ahliwaris berikutnya mempunyai

70 Pitlo, loc. cit., hal. 2.
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wewenang untuk menerima sesuai Pasal 1101 KUHPerdata. 
Mengemukakan hak berpikir hanyalah dilakukan oleh 
ahliwaris, yang dipaksa oleh kreditur harta peninggalan 
untuk menyatakan pilihannya.71

Undang-undang tidak mengatur tenggang untuk menyatakan 
akan memikir itu. Dianggap tidak perlu karena selama tidak 
ada kreditur yang mengajukan penuntutan, tidak ada orang 
yang berkepentingan, atau ahliwaris itu menerima atau 
menolak harta peninggalan. Sepanjang ahliwaris itu tidak 
melakukan tindakan yang bersifat menerima, maka ia tetap 
berwenang untuk memanfaatkan hak memikir itu.72

Jika keterangan itu telah dilakukan, maka ahliwaris 
yang bersangkutan, terhitung mulai tanggal/hari pernyataan 
itu diberi waktu selama empat bulan untuk mendaftarkan 
(beschrijven) budel itu dan untuk memikir. Ahliwaris yang 
memikir itu tidak diwajibkan untuk membuat inventaris, 
dengan cara lain pun ia dapat mengetahui keadaan budel yang 
bersangkutan. Jika ia membuat suatu inventaris maka seperti 
biasa, biayanya menjadi beban warisan itu sendiri.73

71 ibid.
72 Komar Andasasmita, op. cit./ hal. 423.
73 Ibid./ hal. 423-424.
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Dalam Pasal 1024 ayat 2 KUHPerdata bahwa Pengadilan 

Negeri berwenang, apabila ahliwaris yang hendak memikir itu 

dituntut di muka hakim, memperpanjang tenggang waktu empat 

bulan itu, atas dasar alasan yang mendesak.

c. Kedudukan Ahliwaris Yang Sedang Berpikir 
Mengenai kedudukan mereka terhadap hutang-hutang 

warisan, Meyers berpendapat, bahwa disini, ada penyimpangan 

dari asas umum tentang pewarisan. Ahliwaris bukan debitur 

warisan, bahkan bukan debitur warisan dengan tanggung jawab 

yang terbatas.74

Dalam Pasal 1025 ayat 1 KUHPerdata, diatur bahwa 

selama jangka waktu berpikir, ahliwaris yang sedang memikir 

itu tidak dapat dipaksa untuk melakukan suatu tindakan 

selaku ahliwaris. Selama tenggang itu tidak ada suatu 

penghukuman oleh hakim yang dapat diperoleh terhadap 

ahliwaris itu dan pelaksanaan putusan pengadilan yang 

diucapkan untuk kekalahan pewaris, ditangguhkan. Demikian 

pula hak tagihan berdasarkan hukum tersebut dalam Pasal 

1101 KUHPerdata ditunda.

Berpikir, menghentikan penyelesaian harta peninggalan. 

Orang yang selama berpikir itu bertingkah laku sebagai

14 J. Satrio, op. cit., hal. 316.
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ahliwaris, dapat dianggap sebagai menyatakan bahwa ia 
dengan diam-diam telah menerima secara murni dan telah 
melepaskan pula hak yang diperolehnya dari berpikir itu. 
Apabila ahliwaris yang satu hendak berpikir dan ahliwaris 
yang lain menerima secara benefisier, mestilah hal itu 
diartikan, bahwa penyelesaian dari penerimaan secara 
benefisier untuk sementara waktu tidak dapat diteruskan.75

Ahliwaris sekarang mempunyai kesempatan untuk membuat 
inventaris. Apabila kesempatan ini tidak dipergunakannya, 
ini tidaklah berarti ia kehilangan sesuatu hak juapun 
sesuai dengan Pasal 1076 KUHPerdata. Jadilah berarti 
mempunyai kesempatan untuk membuat inventaris, bukan 
mempunyai kewajiban.

Menurut Pasal 1025 ayat 2 KUHPerdata ahliwaris yang 
sedang berpikir diwajibkan menjaga keselamatan semua benda 
yang termasuk harta peninggalan sebaik-baiknya bagaikan 
seorang kepala rumah tangga yang baik. Dalam pada itu, atas 
permintaan pihak-pihak yang berkepentingan, hakim dapat 
memerintahkan diambilnya tindakan-tindakan yang dianggapnya 
perlu, baik guna menyelamatkan harta benda budel itu,

75 Pitlo, op. cit./ hal. 4.
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maupun untuk menyelamatkan kepentingan pihak ketiga, 
seperti/terutama para kreditur dan para legataris.76

Selama berpikir, ahliwaris mustilah mengurus budel itu 
sebagai pengurus yang baik. Dengan izin hakim, ahliwaris 
boleh menjual benda yang tidak perlu atau tidak dapat 
disimpan, dan dapat melakukan segala perbuatan yang lain- 
lain untuk kepentingan budel. Hakim mengatur cara 
menjualnya. Kalau tidak ada izin dari hakim, maka tiap 
perbuatan yang bukan perbuatan pengurusan, diartikan 
sebagai perbuatan penerimaan secara diam-diam. Dalam pada 
itu, atas permintaan yang berkepentingan, hakim boleh 
mengambil segala tindakan, yang menurut pertimbangannya 
diperlukan untuk mempertahankan harta peninggalan itu, atau 
untuk melindungi kepentingan orang ketiga. Yang dimaksud 
orang ketiga adalah semua orang yang bukan ahliwaris.77

Setelah habisnya tenggang waktu untuk memikir yang 
ditetapkan oleh undang-undang itu, maka ahliwaris yang 
bersangkutan tidak berwenang lagi untuk mengemukakan, yaitu 
tangkisan yang menunda, jika terhadapnya diajukan suatu 
tuntutan hukum. Jadi ia harus memilih, apakah ia akan

76 Komar Andasasmita, op. cit., hal. 425.
77 Pitlo, loc. Cit
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menerima budel itu secara murni atau secara benefisier, 
atau hendak menolaknya.78

d. Hak Istimewa Untuk Mengadakan Pendaftaran Harta 
Peninggalan

1) Pengertian, Maksud Dan Sumber Aturannya
Hak ini sering disebut pula hak mengadakan 

inventarisasi, yang dalam bahasa Belanda dinamakan 
"voorrecht van boedelbeschrijving" atau "beneficiare 

boedelaanvaarding", yang berarti penerimaan harta 
peninggalan dengan syarat atau secara terbatas.79

Biasanya ahliwaris yang mengambil sikap ini jika ia 
takut harta peninggalan itu akan ternyata pasivanya lebih 
banyak dari aktivanya. Bila ahliwaris itu berbuat demikian, 
maka tidak akan terjadi percampuran harta antara barang 
milik pewaris dengan harta kepunyaan ahliwaris itu. Dengan 
demikian sepanjang utang budel itu melebihi 
aktiva/keuntungan yang dapat diperoleh dari harta dimaksud, 
ahliwaris yang bersangkutan tidak bertanggung jawab atas 
utang harta peninggalan itu.80

78 Komar Andasasmita, op. cit. hal. 425-426.
79 Ibld.t hal. 426.
80 Ibid.
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Dalam KUHperdata hal ini bersama-sama dengan hak 
memikir diatur dalam Pasal 1023 s/d Pasal 1043 KUHPerdata.

Pemakaian hak istimewa ini mengakibatkan:81
a) Harta warisan dan harta ahliwaris tidak bercampur, 

bahkan ia berhak menagih piutangnya sendiri terhadap 
warisan.

b) Para ahliwaris bertanggung jawab untuk membayar utang 
warisan dan memberi hibah wasiat, tetapi hanya sampai 
dan tidak lebih dari harga barang warisan, bahkan ia 
dapat juga membebaskan diri dari membayar utang warisan 
dengan menyerahkan semua barang warisan kepada para 
kreditur warisan dan legataris untuk dikuasai mereka.

Hak istimewa untuk memperinci harta warisan ini 
dikenal juga sebagai Hak menerima warisan secara terbatas 
atau benefisier.
2) Inventarisasi

Pasal 1029 KUHPerdata menegaskan, bahwa setelah 
tenggang waktu yang dimaksud dalam Pasal 1024 KUHPerdata, 
ahliwaris yang bersangkutan dapat dipaksa menolak, atau 
menerima warisan itu, baik secara murni atau dengan hak 
mengadakan inventarisasi (pendaftaran harta peninggalan) .

81 Tan Thong Kie, op. cit., hal. 147.
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Jika ia memilih hal ini, maka dia diharuskan membuat 
pernyataan di hadapan Panitera Pengadilan Negeri di mana 
warisan itu jatuh meluang.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1043 KUHPerdata jo Pasal 
23 AB, pewaris sekalipun tidak boleh melarang digunakannya 
baik hak memikir maupun hak istimewa untuk mengadakan 
inventarisasi tersebut. Penetapan yang demikian adalah 
batal dan tidak sah.

Ahliwaris yang telah menerima suatu harta peninggalan 
secara beneficiair, diharuskan membuat inventarisasi atau 
pendaftaran harta warisan, sehingga setiap waktu keadaan 
harta itu dapat diketahui.

Inventarisasi dapat dilakukan sebelum atau sesudah 
menyatakan keterangan. Jika dilakukan sebelum pernyataan, 
maka biasanya baru setelah ahliwaris itu memanfaatkan hak 
memi k i r /mempe r t imbang kan.
3) Bentuk Penerimaan Secara Benefisier

Ahliwaris yang hendak menerima secara benefisier, 
mestilah untuk itu menyerahkan suatu keterangan di 
kepeniteraan Pengadilan Negeri dari rumah kematian. Dengan 
melakukan ini, menjadilah ia ahliwaris benefisier. Sampai 
pada saat itu, ia menjadi debitur, dengan seluruh
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kekayaannya untuk seluruh hutang harta peninggalan. Dengan 
menerima secara benefisier, maka hal ini dihapuskan berlaku 
surut. Penerimaan secara benefisier akan berdaya kerja, 
sepanjang mengenai hal ini, sebagai syarat membubarkan.
4) Kewajiban Ahliwaris Benefisier

Menerima secara benefisier, maka diadakan pencatatan 
budel. pencatatan meliputi aktiva dan pasiva warisan, 
karena dengan pencatatan seperti ini dapat diketahui berapa 
sisa warisan setelah dikurangi dengan hutang-hutang warisan 
dan kematian.

Pencatatan harta warisan tidak terikat pada bentuk 
tertentu, sehingga bisa dilakukan secara notariil maupun di 
bawah tangan. Pencatatan harus dilakukan dengan tertib dan 
baik. Karena pencatatan pada dasarnya ditugaskan kepada 
ahliwaris yang bersangkutan, maka untuk menjaga kemungkinan 
ketidakjujuran ahliwaris yang bersangkutan, Pasal 1031 
KUHPerdata menentukan suatu ancaman, dalam hal ahliwaris 
yang mengadakan pencatatan budel secara sengaja dan dengan 
itikad buruk telah tidak mencantumkan adanya barang-barang 
warisan tertentu. Ancaman hukumannya adalah bahwa ahliwaris
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yang bersangkutan dianggap telah menerima warisan secara
• pomurni.
Ahliwaris benefisier berkewajiban untuk mengurus budel 

dengan sebaik-baiknya dan menyelesaikannya secepat mungkin. 
Segala ongkos yang dikeluarkan sehubungan dengan penerimaan 
secara benefisier itu, dibebankan kepada harta peninggalan.

Kalau ahli waris dalam waktu berpikir hanya boleh 
menjual dengan izin hakim dan penjualan itupun merupakan 
perbuatan pengurusan, maka ahliwaris benefisier mempunyai 
wewenang, malahan berkewajiban untuk menjual segala aktiva 
harta peninggalan sepanjang . kepentingan kreditur 
menghendakinya. Dengan demikian terjadilah likwidasi yang 
menyeluruh. Kreditur menerima tagihannya dengan uang tunai 
menurut perbandingan. Ahliwaris tidak perlu menjual lebih 
banyak daripada yang diperlukan untuk melunasi kreditur dan 
legataris. Ahliwaris dalam hal ini mesti mengindahkan 
kepentingan semua kreditur. Jikalau cukup persediaan uang 
tunai untuk melunasi semua kreditur, maka ahliwaris akan 
melakukan prestasi bercacat, apabila ia menjual segala- 
galanya secara membabi buta, juga menjual barang yang sudah 
dijual pewaris. Pembeli ini dapat memperoleh apa yang

82 J. Satrio, op. cit., hal. 322.
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menjadi haknya, dan ia tidak perlu menyetujui, apabila 

ahliwaris membayar tagihannya dengan uang tunai.83

Ahliwaris benefisier berkewajiban atas tuntutan 

kreditur atau pihak yang berkepentingan lainnya, untuk 

memberikan jaminan. Sudah tentu ia tidak dapat membebaskan 

dirinya dengan mengatakan, bahwa benda-bendanya dikuasai 

oleh orang lain. Jumlah jaminan ini ditentukan oleh nilai 

benda bergerak ditambah dengan nilai benda tidak bergerak, 

sepanjang benda ini tidak diserahkan kepada kreditur 

hipotik. Penyerahan itu dapat berupa pelepasan budel, atau 

dalam bentuk kuasa pribadi untuk menjual yang tidak dapat 

ditarik kembali. Tidak boleh diadakan pembedaan antara 

benda bergerak dengan benda tidak bergerak. Juga tidak 

penting artinya apakah mengenai kreditur hipotik atau 

mengenai kreditur yang tagihannya tidak dijamin oleh 

hipotik. Kekacauan terjadi, karena dalam pasal yang 

terdahulu ada disebut tentang penyerahan kepada kreditur 

hipotik.84

Berdasarkan Pasal 702 KUHPerdata, bahwa ahliwaris yang 

tidak memberikan jaminan yang diminta, dapat dikeluarkan

83 Pitlo, op. cit., hal. 18.
84 Ibid., hal. 20.
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dari pengurusan budel dengan diangkatnya oleh pengadilan 
seorang kurator.

Ahliwaris harus memanggil kreditur yang tidak dikenal 
dengan perantaraan berita negara dan berita resmi propinsi 
di mana rumah kematian berada, dengan tujuan untuk 
menyerahkan pertanggungan jawab kepada mereka dan kepada 
kreditur yang dikenal dan kepada legataris.85
5) Sifat Harta Peninggalan Yang Telah Diterima Secara 

Benefisier
Penerimaan secara benefisier mengakibatkan, adanya 

kekayaan yang disisihkan. Kekayaan dari ahliwaris dan 
kekayaan dari pewaris tidak terpadu menjadi satu. Harta 
peninggalan itu tetap merupakan harta kekayaan yang 
terpisah dengan penghasilan dan hutang sendiri, suatu 
kekayaan dalam kekayaan, oleh karena penghasilan dan hutang 
adalah kepunyaan ahliwaris.86

Ajaran umum berpendapat, bahwa sejak meninggal dunia, 
berdasarkan daya berlaku surut suatu pilihan, ahli waris 
menjadi pemilik dari aktiva dan menjadi debitur dengan 
pertanggungan jawab yang terbatas. Pendapat ini tidak

85 ibid.
86 Ibid., hal. 9.
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menutup kemungkinan adanya buah pikiran, bahwa kekayaan 
yang diterima secara benefisier mempunyai sifat badan 
hukum. Sebabnya, karena adanya sifat badan hukum itu, yang 
hanya berupa badan hukum yang bersifat relatif,
memungkinkan diakui akan adanya hak subjektif yang dipunyai 
oleh ahliwaris.87

Penerimaan secara benefisier adalah sitaan umum atas 
suatu kekayaan, yang sangat menyerupai palisemen. Dalam 
sitaan, akan berhadapan dengan satu kesatuan kekayaan yang 
mesti diuangkan untuk semua kreditur bersama-sama, sehingga 
semua kreditur akan menerima menurut perbandingan 
piutangnya, kecuali kreditur yang mempunyai hak utama. 
Apabila pada penerimaan benefisier, undang-undang tidak 
memberikan jalan keluar, maka dipakailah peraturan yang 
dituliskan untuk palisemen, yaitu sepanjang undang-undang 
tidak menetapkan sebaliknya dan sifat hubungan hukumnya 
tidak melarang pula. Antara lain dalam hubungan dengan 
persoalan tentang perjumpaan hutang, tentang hal pemisahan 
hutang, tentang pembubaran persetujuan dan tentang 
memperhitungkan hutang. Pada palisemen penyelesaiannya 
berada dalam tangan orang ketiga, yang bertindak sebagai

87Ibid., hal. 10.
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wakil dari kreditur dan debitur, sedangkan penerimaan 
secara benefisier diselesaikan oleh ahliwaris, yaitu orang 
yang berhak atas kekayaan, yang bertindak untuk diri 
sendiri dan untuk kepentingan kreditur. Ada lagi titik 
perbedaan yang lain. Sesudah budel benefisier diselesaikan, 
tidak ada lagi perikatan tertinggal bagi ahliwaris 
benefisier. Oleh sebab itu, di sini tidak akan diketemukan 
hal yang sejajar dengan perdamaian dalam palisemen.88
6) Akibat Penerimaan Harta Peninggalan Dengan Syarat

Menurut Pasal 1032 KUHPerdata penerimaan harta 
peninggalan dengan syarat berakibat:89

a) Bahwa ahliwaris yang bersangkutan tidak berkewajiban 
membayar utang dan beban warisan yang melebihi jumlah 
harga benda-benda yang termaduk harta peninggalan itu, 
ahliwaris dapat membebaskan diri dari pembayaran- 
pembayaran tersebut, dengan cara menyerahkan semua 
barang harta peninggalan itu kepada kekuasaan para 
kreditur dan para penerimaan hibah-wasiat;

b) Bahwa barang/benda pribadi ahliwaris tidak menjadi 
satu dengan harta peninggalan, dan ahliwaris tetap

88 Ibid. t hal. 11.
89 Komar Andasasmita, op. cit./ hal. 431.
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berhak menagih piutangnya pribadi dari harta 

peninggalan yang bersangkutan.

6. Penerimaan Warisan
Pewarisan terjadi karena kematian. Untuk terjadinya 

yang demikian itu tidak diperlukan suatu tindakan atau 

keterangan kehendak. Sehingga segera pada saat orang 

meningggal, maka hak dan kewajiban pewaris secara otomatis 

beralih kepada mereka, yang oleh undang-undang atau wasiat 

ditunjuk sebagai ahliwaris. DalaiW hal ini untuk itu suatu 

p̂ -̂ TiTnaan tidak diperlukan.90
Penerimaan itu menurut kenyataannya adalah tidak 

dilakukan atau terjadinya penolakan. Baik dalam penerimaan 

secara murni maupun secara benefisier tidak dimungkinkan 

terjadinya penolakan. Pasal 1047 KUHPerdata menyebutkan 

bahwa penerimaan suatu warisan berlaku surut hingga pada 

hari terbukanya warisan itu

90 xbid./ hal. 440.
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a. Cara Penerimaan Warisan
Pasal 104 8 KUHPerdata mengatur bahwa penerimaan suatu 

warisan dapat dilakukan dengan dua jalan, yaitu secara 
tegas atau secara diam-diam, dengan penjelasan:91
1) Bahwa seseorang menerima warisan secara tegas, bila ia 

di dalam suatu tulisan baik otentik atau di bawah tangan 
menyatakannya demikian, dan

2) Bahwa seseorang menerima warisan secara diam-diam, 
apabila ia melakukan suatu tindakan/perbuatan, yang 
dengan jelas menunjukkan maksudnnya memang untuk 
menerima warisan yang bersangkutan, lagipula tindakannya 
itu hanya dapat dilakukan dalam kedudukannya sebagai 
ahliwaris.

Tindakan seseorang yang tidak dapat dianggap sebagai 
suatu penerimaan warisan secara diam-diam,antara lain:92
1) Segala tindakan mengenai penguburan pewaris;
2) Segala tindakan untuk menyimpan dan menjaga harta 

warisan;
3) Tindakan pengurusan sementara barang warisan.

91 Ibid.
92 Tan Thong Kie, op. cit., hal 151.
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Tindakan yang dapat dianggap sebagai perbuatan

menerima secara diam-diam:93

1) Meminta pemisahan dan pembagian;

2) Ikut merundingakan pemisahan, walaupun perundingan itu 

tidak berhasil;

3) Menjual benda-benda;

4) Memberikan hak kebendaan;

5) Memberikan pembebasan hutang;

6) Membayar hutang dalam keadaan yang lain.

Ahli waris bebas untuk W6lTlilih cara penerimaan warisan

dengan perkecualian sebagai berikut:94

1) Wali hanya boleh menerima suatu warisan yang jatuh 

kepada anak asuhannya dengan memperinci harta 

peninggalan.

2) Kurator untuk kurandus yang berada di bawah asuhannya.

3) Pengurus badan hukum yang disebut dalam Pasal 900 

KUHPerdata (lembaga permasyarakatan, badan keagamaan, 

gereja atau rumah fakir miskin) yang hanya dapat 

menerima suatu warisan sampai sejumlah yang disetujui 

oleh pemerintah.

93 Pitlo, op. cit., hal. 36.
94 Tan Thong Kie, op. cit., hal. 150.
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4) Balai Harta Peninggalan yang hanya boleh menerima 

warisan yang jatuh kepada si pailit dengan hak istimewa 

untuk memperinci harta peninggalan.

Dalam menentukan pilihannya itu seorang bebas untuk 

memilihnya, kecuali bila terdapat ahliwaris yang masih di 

bawah umur dan atau terdapat seseorang yang berada di bawah 

pengampuan. Bagi kedua mereka yang disebut paling akhir, 

demikian pula bagi seorang wanita bersuami, Pasal 1046 

KUHPerdata menegaskan, bahwa bila suatu warisan jatuh 

kepada wanita bersuami, anak belum dewasa dan orang yang 

berada di bawah pengampuan, penerimaannya harus dengan 

mengindahkan ketentuan undang-undang yang berlaku bagi 

mereka.95

b . Akibat Dari Penerimaan
Pasal 1047 KUHPerdata menegaskan penerimaan warisan 

berlaku surut hingga saat terbukanya warisan.

Ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1049 

s/d Pasal 1056 KUHPerdata dapat disimpulkan sebagai 

berikut:96

95 Komar Anda sasmita, op. cit., hal. 440.
96 ibid., hal. 441.
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1) Jika seseorang ahliwaris melakukan perbuatan yang 
bersifat pengurusan atau pengawasan sementara waktu, 
seperti menyimpan barang-barang yang termasuk harta 
peninggalan, demikian pula jika ia mengurus penguburan 
jenazah yang meninggal, maka orang itu jangan diangap 
sebagai telah menerima secara diam-diam.

2) Para ahliwaris bebas menentukan sikap atas harta 
peninggalan, mereka boleh menerima atau menolaknya. 
Apabila para ahliwaris dari suatu warisan itu beda 
pendapat, yaitu ada yang mau menerimanya, ada pula yang 
menolaknya, maka mengenai hal ini undang-undang 
memperbolehkannya. Lain halnya bila mereka itu berbedaan 
pendapat tentang cara penerimaan warisan tersebut, maka 
warisan itu harus dianggap diterima secara benefisier, 
yaitu dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran 
harta peninggalan.

3) Bagaimana halnya jika seseorang ahliwaris yang meninggal 
dunia sebelum ia menerima atau menolak suatu warisan? 
Menurut ketentuan Pasal 1051 KUHPerdata, dalam hal 
demikian, ahliwaris dari orang yang meninggal dunia itu 
berhak untuk menerima atau menolak harta peninggalan
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yang bersangkutan. Dalam hal ini bertindak selaku 
penggantinya.

4) Seseorang yang telah menerima suatu warisan untuk/sesuai 
dengan bagiannya, tidak boleh menolak bagian yang jatuh 
padanya karena hak penambahan, sesuai Pasal 1052 
KUHPerdata. Pasal 1054 KUHPerdata menyebutkan bahwa bagi 
seseorang ahliwaris yang dipulihkan seluruhnya terhadap 
penerimaan yang dilakukan olehnya, tidak akan 
masuk/menjadi hak para ahliwaris lainnya, kecuali bila 
mereka menerima warisan yang bersangkutan.

5) Menurut Pasal 1053 KUHPerdata bagi seseorang yang sudah 
dewasa dan yang telah menerima suatu warisan, hanya 
dapat dipulihkan seluruhnya terhadap warisan yang 
diterima itu, bila penerimaan yang bersangkutan telah 
terjadi karena paksaan atau penipuan yang dilakukan 
terhadap diri ahliwaris itu. Ahliwaris tidak dapat 
meminta pembatalan suatu penerimaan warisan, dengan 
alasan bahwa ia telah dirugikan karenanya, kecuali bila 
bagian harta peninggalannnya itu ternyata berkurang 
lebih dar setengahnya, sebagai akibat daripada adanya 
wasiat yang baru diketahuinya setelah warisan itu 
diterimanya.
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6) Hak untuk menerima warisan hapus karena daluwarsa, 
dengan lewatnya waktu 30 tahun, terhitung sejak hari 
terbukanya warisan itu, sesuai Pasal 1055 KUHPerdata. 
Syaratnya ialah, bahwa baik sebelum maupun sesudah 
lampaunya tenggang waktu tersebut, harta peninggalan itu 
diterima oleh salah seorang ahliwaris, baik ab intestato 
maupun ahliwaris karena wasiat. Pihak ketiga yang telah 
memperoleh harta peningggalan itu karena suatu alas hak 
yang sah, tidak akan terkurangi haknya.

7) Bagaimana halnya, bila terdapat seseorang ahliwaris yang 
terlanjur telah menolak suatu warisan, akan tetapi 
kemudian ingin menerima harta itu? Menurut ketentuan 
Pasal 1056 KUHPerdata, ahliwaris yang bersikap demikian 
masih bolah untuk menerimanya, selama warisan itu belum 
diterima oleh para ahliwaris, abik ab intestato maupun 
ahliwaris karena wasiat. Dalam pada itu undang-undang 
tetap menjamin hak-hak pihak ketiga yang telah 
memperoleh harta yang bersangkutan karena suatu alas hak 
yang sah.
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7. Penolakan Warisan
a. Sumber Peraturan dan Syarat-Syarat
Hal penolakan warisan/harta peninggalan dalam 

KUHPerdata diatur dalam Buku II Bab 16 Bagian kedua, Pasal 
1057 s/d Pasal 1065.

Terbukanya warisan berakibat bahwa orang itu demi 
hukum meneruskan hak dan kewajiban pewaris. Namun dengan 
jalan menolak warisan, maka hak dan kewajiban dimeksud 
terhindarlah baginya. Menurut Pasal 1058 KUHPerdata ia 
dianggap tidak pernah telah menjadi ahliwaris. Dengan cara 
demikian ia sama sekali tidak bertalian dengan harta 
peninggalan/warisan itu.

Orang dapat menolak karena hendak membebaskan diri 
dari hutang-hutang harta peninggalan, orang dapat menolak 
karena benci kepada pewaris dan anak-cucunya, tetapi orang 
dapat pula menolak untuk menguntungkan waris serta atau 
waris dari kelompok berikutnya.97

Syarat utama agar seseorang dapat menolak suatu 
warisan ialah bahwa warisan itu memang jatuh kepadanya. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 1063 KUHPerdata seseorang 
dilarang melepaskan haknya atas bakal warisan seseorang

97 Pitlo, op. cit., hal. 40.
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yang masih hidup, sekalipun dengan suatu perjanjian kawin. 
Undang-undang bahkan melarang seseorang mengalihkan hak, 
seperti menjual hak-hak yang kelak akan diperolehnya dari 
warisan tersebut. Mengenai ketentuan ini Pasal 1334 ayat 2 
mengulanginya, yaitu bahwa seseorang tidak diperkenankan 
melepaskan hak atas warisan yang belum terbuka, atau untuk 
meminta diperjanjikan sesuatu hal mengenai warisan itu, 
walaupun atas persetujuan/kesepakatan orang yang kelak akan 
meninggalkan warisan yang merupakan pokok masalah itu.98

Ada kemungkinan, bahwa penolakan merupakan hibah 
secara materil dan dengan demikian akan diindahkan bagi 
bagian legitim dan pemasukan dalam harta peninggalan dari 
orang yang menolak. Perlu mendapat perhatian pula, bahwa 
seseorang yang memperoleh suatu warisan hanya bisa 
menolaknya, bila ia belum menerimanya. Jika sekali ia 
menerimanya, maka penolakan kemudian tidak berlaku.

Apabila ahliwaris itu lebih dari seorang, maka menurut 
Pasal 1050 KUHPerdata, yang satu boleh menerimanya, 
sedangkan yang lain diperkenankan menolaknya, jadi tak usah 
semuanya menerima atau menolaknya.

98 Komar Andasasmita, op. cit., hal. 445.
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b. Cara Penolakan
Pasal 1057 KUHPerdata menegaskan suatu penolakan

warisan harus dilakukan secara tegas, yaitu dengan suatu 
keterangan yang harus diucapkan di hadapan Panitera
Pengadilan Negeri yang daerahnya meliputi rumah kematian."

Legataris juga dapat menolak. Dalam bagian yang 
bersangkutan undang-undang hanya membicarakan keterangan 
oleh ahliwaris. Penolakan oleh legataris terjadi secara 
tidak resmi. Penolakan adalah melepaskan suatu hak. 
Sebagaimana halnya dengan setiap pelepasan hak lainnya, 
mulai berlaku dengan menyatakan kehendaknya untuk itu 
kepada orang yang bersangkutan, dalam ahliwaris.100

Pasal 1062 KUHPerdata mengatakan bahwa hak untuk
menolak warisan tak pernah kadaluwarsa. Yang ada adalah
Pasal 1055 KUHPerdata, yang mengatur tentang kadaluwarsanya 
hak untuk menerima suatu warisan. Tetapi karena penerimaan 
warisan oleh kawan waris menyebabkan, bahwa haknya untuk 
menerima warisan kadaluwarsa selama tiga puluh tahun, maka 
akibatnya sesudah tahun ketiga puluh kedudukannya sudah 
sama dengan orang yang menolak warisan. Karena menerima

99 Tan Thong Kie, op. cit., hal. 153.
100 Pitlo, op. cit., hal. 41.
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tidak bisa lagi. Ian tidak perlu menolak lagi, karena 
kedudukannya sudah sama dengan orang yang menolak. 
Kedudukanseperti itu bukan karena kehendaknya, tetapi 
dipaksakan kepadanya. Ini sebenarnya meupakan penolakan 
secara diam-diam juga.101

c. Akibat Penolakan 
Akibat dari penolakan adalah:102

1) Pasal 1058 KUHPerdata, ahliwaris yang menolak 
warisannya, dianggap tidak pernah telah menjadi 
ahliwaris;

2) Pasal 1059 KUHPerdata, bagian warisan seorang yang 
menolak warisan jatuh pada mereka yang sedianya berhak 
atas bagian itu, seandainya si yang menolak itu tidak 
hidup pada waktu meninggalnya orang yang mewariskan.

3) Pasal 1060 KUHPerdata, siapa yang telah menolak suatu 
warisan tidak dapat sekali-kali diwakili dengan cara 
penggantian, jika ia satu-satunya ahliwaris dalam 
derajat ataupun jika kesemuanya waris menolak, maka 
sekalian anak-anak tampil kemuka atas dasar kedudukan 
mereka sendiri.

101 J. Satrio,op. cit., hal. 340.
102 Emeliana Krisnawati, Hukum Waris Menurut Burgerlijk Weboek 

(B.W), (Bandung: CV Utomo, 2006), hal.51-52.
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4) Pasal 1064 KUHPerdata, seorang waris yang telah 
meninghilangkan atau menyembunyikan benda-benda yang 
termasuk harta peninggalan:
a) Kehilangan haknya untuk menolak warisan, ia tetap 

waris murni walaupun ia menolak warisan;
b) Sedangkan ia tidak dapat menuntut suatu bagian pun 

dalam harta benda yang telah disembunyikan itu.
5) Pasal 1065 KUHPerdata, tidak seorangpun dapat dipulihkan 

seluruhnya terhadap suatu penolakan warisan, selainnya 
apabila penolakan itu telah terjadi sebagai akibat 
penipuan atau pemaksaan.
d. Perlindungan Terhadap Kreditur 
Pasal 1061 KUHPerdata mengatakan kreditur dari orang 

yang menolak warisan, berhak untuk menghapuskan akibat- 
akibat penolakan yang merugikan mereka.

Dalam hal seorang ahliwaris menolak warisan yang 
positif yang jatuh padanya, maka tindakannya tersebut bisa 
merugikan kreditur, artinya menempatkan kreditur dalam 
kedudukan yang lebih jelek daripada kalau warisan diterima.

Kreditur berhak menghapuskan akibat-akibat penolakan 
yang merugikan mereka, dengan akibat bahwa para kreditur 
dapat mengambil pelunasan dari bagian warisan yang ditolak,
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sama seperti warisan tersebut diterima oleh ahliwaris 

debitur. Disini ada semacam actio pauliana, hanya bedanya 

kalau dalam actio pauliana hubungan hukum dikembalikan 

kepada keadaan semula, sedang di sini ada timbul keadaan 

baru.103

Caranya kreditur minta kepada Hakim, agar diberikan 

wewenang kepadanya, untuk atas nama dan sebagai pengganti 

dari debitur ahliwaris yang menolak, menerima warisan itu.

8 . Pembayaran Hutang

Diatur dalam Bab 17 Buku II Pasal 1100 s/d Pasal 1125 

KUHPerdata.

Bukan saja aktiva, tetapi juga pasiva dari pewaris 

berpindah kepada ahliwaris. Pemindahan ini terjadi karena 

hukum pada waktu meninggal dunia. Selain itu di dalam harta 

peninggalan termasuk juga beberapa macam hutang lain- 

lainnya. Seperti kewajiban untuk mengeluarkan hibah wasiat, 

dam memenuhi beban lain-lainnya yang diwajibkan dengan 

waisat, pembayaran ongkos penguburan, pembayaran upah 

pelaksana wasiat dan lain-lain sebagainya.104

103 J. Satrio, op. cit., hal 345.
104 Pitlo, op. cit., hal. 141.
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Tentang hal-hal yang menyangkut hutang ini undang-
undang mengatur sebagai berikut:105
1) Para ahliwaris yang telah menerima suatu warisan/harta 

peninggalan berkewajiban untuk membayar semua hutang, 
hibah wasiat, dan beban lainnya dari budel, dengan 
ketentuan bahwa yang harus dipikulnya itu sesuai dengan 
apa yang diterima oleh masing-masing dari warisan itu.

2) Kewajiban tersebut dipikul secara perseorangan, seimbang 
dengan bagian masing-masing. Dalam pada itu hak-hak para 
kreditur atas seluruh harta peninggalan harus dihormati, 
artinya hak-hak mereka jangan sampai terkurangi.

3) Apabila dalam budel terdapat hak tak gerak yang dibebani 
hipotik, maka setiap ahliwaris berhak menuntut agar 
beban hipotik itu dilunasi dari harta peninggalan itu 
sendiri. Mereka pun bolah menuntut agar barang itu 
dibebaskan daripada ikatan.

4) Apabila ahliwaris yang memperoleh harta peninggalan 
dalam keadaan seadanya, maka harta tak gerak yang 
dibebani itu harus ditaksir menurut daser yang sama 
dengan barang tak gerak lainnya. Ahliwaris itu diwajbkan 
melunasi hutang yang bersangkutan setelah beban-beban

105 Komar Andasasmita, op. cit./ hal. 505.
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tersebut diperhitungkan, yaitu jumlah polol semua beban 
dikurangkan dari harga benda itu sepenuhnya/ tentunya 
selaras dengan apa yang menjadi bagiannya. Ahliwaris 
yang memperoleh harta itu bertanggung jawab kepada kawan 
warisnya, lagi pula ia berkewajiban untuk menjamin 
mereka itu terhadap utang yang bersangkutan.

5) Apabila beban yang dimaksud hanya melekat pada barang 
tek gerak saja, dantidak terdapat suatu ikatan 
perseorangan, maka para kawan waris tak dapat menuntut 
agar beban itu dilunasi. Dalam keadaan yang demikian 
maka harta gerak itu dimasukkan ke dalam pembagian 
setelah jumlah pokok semua beban itu dikurangi.

6) Seeorang alnJ i waris yang karena adanya beban hipotik itu 
telah melunasi hutang bersama, namun ternyata tidak 
melebihi bagiannya sendiri dalam warisan, dapat menuntut 
kembali dari para kawan warisnya sejumlah apa yang oleh 
mereka masing-masing seharusnya dibayar.

7) Apabila di antara para ahliwaris itu terdapat orang yang 
ternyata tidak berkemampuan untuk melakukan pembayaran 
hutang/ beban, maka bagian orang tak mampu itu harus 
dipikul bersama-sama oleh semua kawan waris yang mampu.
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8) Seseorang lagataris tidak diwajibkan untuk membayar 
hutang dan beban warisan. Dalam pada itu pada kreditur 
hipotik berhak mengambil pelunasan penagihan mereka fari 
barang yang dihibah wasiatkan itu.

9) Seandainya lagataris itu melunasi piutang yang membebani 
harta yang dihibah wasiatkan kepadanya itu, maka ia demi 
hukum menggantikan semua hak kreditur para ahliwaris 
yang bersangkutan.

10) Para kreditur dari pewaris, demikian pula para 
legataris, dapat menuntut dari para kreditur pewaris 
itu, agar harta peninggalan yang bersangkutan dipisahkan 
dari harta kekayaan ahliwaris tersebut.

11) Bilamana para kreditur pewaris atau para legitimaris 
tersebut di atas mengajukan tuntutan mereka sebagaimana 
dimaksu dalam Pasal 1107 kUHPerdata dalam jangka waktu 
enam bulan sesudah warisan terbuka; maka mereka itu 
berhak menyuruh, agar tuntutan mereka itu dicatat dalam 
register umum yang disediakan untuk itu, dan membukukan 
masing-masing barang tak gerak yang termasuk budel itu. 
Akibat dari pendaftaran dan pembukuan itu ialah para 
ahliwaris tidak lagi berkuasa memindahkan atau membebani 
harta tersebut. Dengan cara demikian diharapkan para
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kreditur terhindar dari kerugian karena ulah para 
ahliwaris yang bersangkutan atas harta peninggalan.

12) Dalam pada itu, namun hak tersebut dalam Pasal 1108
KUHPerdata tidak lagi dapat dilaksanakan, jika terjadi 
suatu pembaharuan hutang di dalam piutang terhadap
pewaris yang oleh ahliwaris telah diterima sebagai
debitur.

13) Hak penuntutan tersebut daluwarsa, sehingga menjadi 
gugur, dengan lewatnya waktu tiga tahun.

14) Mereka yang berpiutang terhadap ahliwaris tidak berhak 
menuntut agar harta peninggalan terhadap para kreditur 
warisan dipisahkan.

D. Kasus Posisi dalam Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No.
181 .K/pdt/1993
Kasus yang hendak dibahas dalam tesis ini adalah

mengenai "kewajiban ahli waris terhadap hutang pewaris" 
yang berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 
181. K/pdt/1993. para pihak yang berperkara terdiri dari 
pihak Penggugat dan Pihak Tergugat.

P. T. BANK SURYA NUSANTARA CABANG PEMATANG SIANTAR,
yang berkedudukan di Medan, beralamat di Pematang siantar,
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Jalan Sutomo No. 26, diwakili olwh Pemimpin Cabang, dari 
dengan demikian atas nama dan untuk P. T. BANK SURYA 
NUSANTARA tersebut, yang dalam hal ini diwakili oleh 
kuasanya yang sah buat itu ABDUL AZIZ, AH, Advokat, 
beralamat di Jalan H. Abdul Rahman Syihab No.5-D Medan, 
berdasarkan surat kuasa tertanggal 28 Oktober 1991; 
selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

l a w a n
AHLI WARIS almarhum MULIA ZEIN (dahulu bernama TJIOE A 

TJONG alias TJIOE JOEN FOEK) , yaitu:
1.MAGDA (dahulu bernama SOEI KAM DJIN), isteri almarhum;
2. ROBERT (dahulu bernama TJIOE LIAN TJU), anak almarhum;
3. RIDEL (dahulu bernama TJIOE NIEN TSJIEN), anak almarhum;
4. RICHARD (dahulu bernama TJIOE NIEN SIUNG),anak almarhum;
5. JHONNY (dahulu bernama TJIOE NIEN WAI), anak almarhum;
6. PITER (dahulu bernama TJIOE NIEN TJAI), anak almarhum;
7. MEEY (dahulu bernama TJIOE MOE TJIN), anak almarhum;
8. NORA (dahulu bernama TJIOE MOE FUNG), anak almarhum;

Masing-masing beralamat di Jalan Ade Irma Suryanti 
Nasution No. 85 Pematang Siantar; Mereka disebut sebagai 
TERGUGAT.
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Bahwa almarhum Mulia Zein semasa hidupnya telah 
berhutang kepada Penggugat yang berasal dari fasilitas 
kredit yang tercantum dalam Grosse Akta Persetujuan Membuka 
Kredit, No. 202,Tanggal 25 Mei 1984, Jo Perjanjian Kredit 
No. PS/PMK/RC/No. 1356/V/84, sebesar Rp. 30.000.000 (tiga 
puluh juta rupiah), yang diperpanjang masing-masing pada 
tanggal 25 Mei 1985, tanggal 25 Mei 1986, dan tanggal 25 
Mei 1987.

Bahwa fasilitas kredit tersebut harus dilunasi 
selambat-lambatnya pada tanggal 25 Mei 1988;

Bahwa kredit tersebut diberikan dalam hubungan 
Rekening Koran, dengan bunga sebesar 2,7% per-bulan;

Bahwa pada tanggal 30 September 1991, hutang dimaksud 
sesuai dengan Rekening Koran a/c. 11.00.00964-B telah 
berjumlah sebesar Rp.178.454.730, - (Seratus tujuh puluh
delapan juta, empat ratus lima puluh empat ribu, tujuh 
ratus tiga puluh rupiah);

Bahwa berhubung karena yang berhutang, yaitu Mulia
Zein pada tanggal 6 Februari 1988 telah meninggal dunia,
maka seluruh Ahli warisnya, yaitu Tergugat-Tergugat harus
bertanggung jawab untuk hutang-hutang yang diperbuat oelh 
almarhum Mulia Zein tersebut;
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Bahwa Penggugat telah berkali-kali memperingati 
Ahliwaris almarhum Mulia Zein, akan tetapi hingga saat 
gugatan diajukan hutang dimaksud belum diselesaikan;

Bahwa sebagai jaminan hutang tersebut oleh almarhum 
Mulia Zein telah diberikan kepada Penggugat berupa:

"Sebidang tanah seluas 7.544,70 M2, terletak dalam 
Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Pematang Siantar, 
berikut dengan segala sesuatu yang berada dan terdapat 
diatas tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Jalan 
Tanah Jawa, Desa Kempung Melayu, sebagaimana di maksud 
dalam Sertipikat Hak Pakai No. 0022, terdaftar atas 
nama Mulia Zein";
bahwa untuk jaminan tuntutan tersebut, Penggugat mohon 

agar diletakkan sita jaminan atas harta kekayaan milik 
Tergugat-Tergugat, baik atas yang bergerak maupun yang 
tidak bergerak, antara lain Hak-hak dan Bangunan yang 
terletak di Jalan Ade Irma Suryani Nasution No.85 Pematang 
Siantar, beserta barang-barang jaminan seperti yang 
diuraikan diatas;

selanjutnya Penggugat mohon putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
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2. menyatakan syah dan berharga atas sita jaminan yang 
telah dilaksanakan;

3. menghukum Tergugat selaku ahliwaris alm. Mulia Zein, 
secara tanggung menanggung membayar hutangnya kepada 
Penggugat sebesar Rp. 178.454.730,- (seratus tujuh puluh 
delapan juta, empat ratus limapuluh empat ribu, tujuh 
ratus tiga puluh rupiah), berikut dengan bunga sebesar 
2,7% per-bulan, terhitung sejak tanggal 1 Oktober 1991, 
sampai hutangnya tersebut lunas dibayar;

4. menghukum Tergugat secara tanggung menanggung membayar 
ongkos tagih sebesar 10%;

5. menghukum Tergugat secara tanggung menanggung membayar 
biaya perkara;

6. menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta 
merta (Uit voorbaar bij voorraad), meskipun ada 
Perlawanan, banding ataupun kasasi.

Bahwa atas adanya gugatan tersebut, pihak Tergugat 
telah mengajukan eksepsi dan jawabannya sebagai berikut:

Eksepsi yang diajukan Tergugat menyatakan bahwa surat 
gugatan Penggugat kurang sempurna, karena ada ahliwaris 
lainnya yang tidak diikutsertakan sebagai Tergugat, karena
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itu, dimohon agar gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat 
diterima oleh Hakim.

Bahwa alm. Mulia Zein semasa hidupnya ada mendapat 
fasilitas kredit dengan jaminan sebagaimana dimaksud 
Penggugat didalam surat gugatannya, namun para Tergugat 
sama sekali tidak pernah mengetahui alm. Mulia Zein telah 
berhutang kepada Penggugat;

Bahwa di samping itu para Tergugat tidak pernah ada 
menerima warisan berupa apapun dari alm. Mulia Zein, baik 
semasa hidupnya, maupun setelah meninggal dunia;

Bahwa dengan demikian para Tergugat sama sekali tidak 
mempunyai beban/kewaj iban dan tanggung jawab untuk 
melunasinya;

Bahwa penyerahan sertipikat Hak Pakai No.0022 milik 
Tergugat (Magda) kepada Penggugat adalah tidak syah dan 
bertentangan dengan hukum, karena penyerahan Sertifikat 
tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari Tergugat (Magda) 
selaku isteri syah dari alm. Mulia Zein;

Bahwa sebaliknya Penggugat didalam penguasaan 
Sertifikat Hak Pakai No.0022 milik Tergugat (Magda) adalah 
tanpa dasar hukum, dan oleh karena itu sudah selayaknya 
harus diserahkan kembali kepada Tergugat (Magda);
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Bahwa secara Yuridis, pengalihan dan pengoperan berupa 
apapun alas harta kekayaan bersama, Supaya dapdl dinyatakan 
syah dan berkekuatan yakni dengan adanya i jin dan 
persetujuan dari isLeri alaupun suami;

Bahwa SelanjuLnya PenggugaL menyatakan pddd tanggal 30 
September 1991, hutang dimaksud Lelah berjumlah 
Rp.178.454.730,- (seratus tujuh puluh delapan juta, enipat 
ratus lima puluh empat ribu, tujuh ratus tiga puluh rupiah) 

Bahwa dari jumlah hutang yang disebutkan oleh 
penggugat sebesar Rp. 178.454.730,- tertanggal 30 September 
1991, jika dibandingkan dengan hutang pokok sebesar Rp.
30.000.000,- tertanggal 25 Mei 1988, ternyata Penggugat 
dalam hal ini telah melaksanakan praktek Bank dengan 
membebankan bunga berbunga, dan hal sedemikian rupa tidak 
diperkenankan undang-undang, oleh karena itu harus 
di kesamping kan;

Bahwa dari jangka waktu/tanggal jatuh tempo fasilitas 
kredit sebagaimana dimaksu Penggugat, sampai dengan gugatan 
ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri 
Pematang Siantar, cukup jelas membuktikan itikad buruk dari 
Penggugat, dimana Penggugat secara sengaja tanpa melakukan
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tagihan secara syah agar fasilitas kredit dimaksud semakin 
bertambah besar hingga melampaui batas kewajaran;

Bahwa dan juga Penggugat tidak pernah menyerahkan 
kepada Tergugat Rekening Koran alm. Mulia Zein sebagaimana 
kewajiban Penggugat;

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat sama sekali 
tidak mempunyai dasar hukum, dan juga diajukan dengan 
dilandasi itikad buruk dari Penggugat, oleh karena itu 
sudah sepantasnya gugatan Penggugat harus • ditolak 
seluruhnya;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat 
mohon keputusan sebagai berikut:
1. mengabulkan Gugatan Rekonpensi;
2. menyatakan tanah Hak Pakai merupakan harta kekayaan 

bersama;
3. menyatakan demi hukum penguasaan atas Sertifikat Hak 

Pakai No.0022 tidak syah dan harus diserahkan kembali 
kepada Penggugat Rekonpensi;

4. membatalkan Akta Perjanjian Membuka Kredit No. 202, 
beserta perpanjangannya;

5. membebaskan para Penggugat dari tanggung jawab fasilitas 
kredit dari almarhum Mulia Zein;
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6. menghukum Penggugat Konpensi, untuk membayar uang paksa, 
sebesar Rp. 300.000,-, untuk setiap hari, jikalau 
Penggugat Konpensi, lalai melaksanakan keputusan ini;

7. menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta 
merta, meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;

8. menghukum Penggugat Konpensi untuk membayar segala biaya 
yang timbul dalam perkara ini.

Pengadilan Negeri Pematang Siantar dalam putusannya 
tanggal 14 Mei 1992 No. 80/Pdt. /G./1991/PN-PMS, terhadap
putusan tersebut, Hakim memberikan pertimbangan hukum 
intinya sebagai berikut:
1. Eksepsi Tergugat, dinyatakan tidak dapat diterima dengan 

alasan Tergugat tidak dapat membuktikan siapa-siapa 
ahliwaris yang lain yang tertingal untuk digugat.

2. Tentang pokok perkara, dalam gugatan Konpensi, hakim 
berpendapat:
Telah terjadi Mulia Zein hutang uang pada Penggugat 

Bank, tanggal 25 Mei 1984, Rp. 30 juta dengan bunga 2,7% 
perbulan. Hutang ini dicantumkan dalam PMK tanggal 25 Mei 
1984 yang kemudian diperpanjang beberapa kali: 1985-1986-
1987-1988. Pada 25 Mei 1988 merupakan hari jatuh tempo 
dimana debitur Mulia Zein harus membayar lunas hutangnya.
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Pada Februari 1988, debitur Mulia Zein meninggal 
dunia.

Para ahliwaris Mulia Zein tidak dapat membuktikan 
bahwa hutang tersebut telah dibayar lunas oleh almarhum 
Mulia Zein karena itu telah terjadi ingkar janji.

Ahliwaris dari almarhum Mulia Zein, yaitu janda (Ny. Magda) 
dan tujuh anaknya tidak menyatakan menolak warisan atas 
harta warisnya almarhum. Mulia Zein tersebut sehingga 
menurut hukum, pada Tergugat sebagai ahliwarisnya 
bertanggung jawab untuk membayar hutang almarhum Mulia 
Zein.

Besarnya hutang adalah Rp. 30 juta dengan bunga 2,55% 
pebulan terhitung sejak 25 Mei 1987 sesuai dengan 
Perjanjian Kredit 25 Mei 1987.

Tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum membayar 
hutangnya almarhum Mulia Zein Rp. 178.454.730,- sesuai bukti 
BP VI tidak dapat diterima, karena bukti BP VI merupakan 
Akta Bawah Tangan yang isinya disangkal oleh Tergugat.

Karena Penggugat memakai tenaga pengacara dalam menagih 
hutangnya, maka patut bila Tergugat dibebani membayar 
ongkos tagihan sebesar 10% dari hutang pokok Rp. 30 juta.
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3. Mengenai gugatan Rekonpensi, Hakim pada tingkat Pertama 
berpendapat bahwa petitum gugatan Rekonpensi no. 2 s/d 
4 adalah merupakan gugatan pribadi dan bukan dalam 
hubungannya sebagai ahliwaris almarhum Mulia Zein, maka 
tidak ada hubungannya dengan gugatan Konpensi.

4. Karena gugatan Rekonpensi tidak ada kaitannya dengan 
gugatan Konpensi, maka gugatan Rekonpensi dinyatakan 
tidak dapat diterima.

Akhirnya Pengadilan Negeri memberi putusan yang
intinya sebagai berikut:
1. Dalam Eksepsi: Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima.
2. Dalam Pokok Perkara:
3. Dalam Konpensi:
4. Mengabulkan gugatan untuk dibayar
5. Menghukum 'Tergugat selaku ahliwaris dari almarhum Mulia 

Zein secara tanggung-menanggung membayar hutang almarhum 
kepada Penggugat sebesar Rp. 30 juta berikut bunganya 
2,55% perbulan, sejak 25 Mei 1987 sampai dengan 25 Mei 
1990.

6. Menghukum Tergugat secara tanggung-menanggung membayar 
ongkos tagih sebesar 10% dari hutang pokok Rp. 30 juta.

7. menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;
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8. Dalam Rekonpensi:
Menyatakan bahwa gugatan Rekonpensi tidak dapat 
diterima.

Bank Surya Nusantara menolak putusan Hakim Pengadilan 
Negeri tersebut diatas dan selanjutnya mohon pemeriksaan 
banding ke Pengadilan Tinggi Sumut.

Dalam gugat Konpensi, terbukti Mulia Zein memperoleh 
fasilitas kredit dari Penggugat, Rp.30 juta pada tahun 1984 
yang kemudian diperpanjang beberapa kali.

Pada 6 Februari 1988, Mulia Zein meninggal dunia 
karena hutang belum dibayar lunas maka kewajiban untuk 
melunasi hutang tersebut berpindah kepada ahliwarisnya 
yaitu Tergugat dan pada tanggal 30 September 1991, 
hutangnya almarhum telah berjumlah Rp.178.454.730.-

Dalam gugat rekonpensi, Pengadilan Tinggi tidak 
sependapat dengan putusan Hakim pertama, karena meskipun 
gugatan tersebut seolah-olah bersifat pribadi namun jelas 
gugatan tersebut ditujukan terhadap Penggugat.

Pengadilan Tinggi dalam putusannya tanggal 22 
September 1992 No. 259/Pdt/1992/PT.Mdn memberi Putusan yang 
intinya sebagai berikut:
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Mengadili:
Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar 

No. 80/Pdt/G/1991/PN.Pms. sepanjang tentang Konpensi dan 
Rekonpensi.
Mengadili Sendiri:
1. Dalam Eksepsi: menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat 

diterima.
2. Dalam Konpensi:

a. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.
b. Menghukum Tergugat sebagai ahliwaris Mulia Zein secara 

tanggung renteng untuk membayar hutangya kepada 
Penggugat Rp. 178.454.730,-

c. Menghukum tergugat secara tanggung renteng membayar 
ongkos tagih sebesar 10% dari Rp. 178.454.730,-

d. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk 
membayar bunganya sebesar 2,55% perbulan dari Rp. 
178.454.730,— Rp. 30. 000. 000,-=Rp. 148 . 454 . 730, - .

e. Terhitung sejak 1 Oktober 1991 sampai hutang tersebut 
dibayar lunas.

3. Dalam Rekonpensi: Menolak gugatan Rekonpensi untuk
seluruhnya
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Para ahliwaris almarhum Mulia Zein sebagai pihak 
Tergugat, menolak putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas 
dan mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi.

Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini dalam 
putusannya mempertimbangkan bahwa putusan Pengadilan Tinggi 
telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam perkara ini, 
sehingga putusan Pengadilan Tinggi tersebut harus 
dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili 
sendiri perkara ini.

Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini dalam 
putusannya tanggal 12 Maret 1997 No. 180. K/Pdt/1993
mempertimbangkan bahwa putusan judex factie Pengadilan 
Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam 
perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Tinggi tersebut 
harus dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung akan 
mengadili sendiri perkara ini.

Mahkamah Agung memberikan putusan:
Mengadili:

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 
259/Pdt/1992/PT.Mdn.
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Mengadili sendiri:
1. Dalam Eksepsi: menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat 

diterima.
2. Dalam Konpensi:

a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
b. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan yang telah 

dilakukan. Secara tanggung menanggung membayar hutang 
almarhum Mulia Zein kepada Penggugat sebesar Rp.
30.000.000,- berikut bunga sebesar 2,55% perbulan, 
terhitung syah 25 Mei 1987 sampai dengan 25 Mei 1990.

c. Menolak gugatan selebihnya.
Dalam Rekonpensi: menyatakan gugatan Rekonpensi tidak dapat 
diterima.

E. Analisia Putusan
Dalam penulisan tesis ini, penulis akan menganalisa 

satu kasus yang sesuai ’ dengan judul dari tesis ini yaitu 
"KEWAJIBAN AHLI WARIS DALAM PEMBAYARAN UTANG PEWARIS 
(ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI. Reg.
No.I80.k/Pdt/1993) Adapun kasus yang akan dianalisa oleh 
penulis, yaitu:
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1. Tanggung Jawab Para Ahliwaris Atas Aktiva Dan Pasiva 
Pewaris Berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata, 

a. Hak Berpikir
Pasal 833 ayat 1 KUHPerdata mengatur:
"Sekalian ahliwaris dengan sendirinya karena hukum 

memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan 
segala piutang si yang meninggal."

Dapat dilihat bahwa baik aktiva dan pasiva dari 
pewaris menjadi tanggung jawab dari para ahliwarisnya. 
Besarnya tanggung jawab para ahliwaris dapat dilihat dari 
sikap yang diambil para ahliwaris terhadap harta warisan 
pewaris tersebut.

Sikap yang dapat diambil para ahliwaris itu adalah:
1. menerima warisan dengan penuh;
2. menerima warisan tetapi dengan ketentuan bahwa ia tidak 

akan diwajibkan membayar hutang-hutang pewaris yang 
melebihi bagiannya dalam warisan itu, atau disebut 
dengan istilah "menerima warisan secara benefisier";

3. menolak warisan.
Orang yang menyatakan menerima warisan tidak lagi 

mempunyai hak untuk menolak warisan. Dengan menerima
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warisan, ahliwaris yang bersangkutan melepaskan haknya 
untuk menolak warisan, sehingga aktiva dan pasiva warisan, 
sebesar hak bagiannya dalam warisan, beralih kepada 
ahliwaris yang bersangkutan.

Ahliwaris yang mengambil sikap menerima warisan secara 
benefisier, jika ia takut harta peninggalan itu akan 
ternyata pasivanya lebih banyak dari aktivanya. Bila 
ahliwaris itu berbuat demikian, maka tidak akan terjadi 
percampuran harta antara barang milik pewaris dengan harta 
kepunyaan ahliwaris itu. Dengan demikian sepanjang hutang 
budel itu melebihi aktiva/keuntungan yang dapat diperoleh 
dari harta dimaksud, ahliwaris yang bersangkutan tidak 
bertanggung jawab atas hutang harta peninggalan itu.

Dengan jalan menolak warisan, maka hak dan kewajiban 
untuk ikut bertanggung jawab atas hutang Mulia Zein hapus. 
Menurut Pasal 1058 KUHPerdata ia dianggap tidak pernah 
menjadi ahliwaris. Dengan cara demikian ia sama sekali 
tidak mempunyai hak dan kewajiban terhadap harta 
peninggalan/warisan itu.

Dalam Kasus Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan 
Tinggi dan Mahkamah Agung yang dianalisa oleh Penulis, 
Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah

111
Kewajiban ahli..., Edy Nurcahya, FH UI, 2008



Agung memberikan pertimbangan seakan-akan para ahliwaris 
yang belum menyatakan sikap atas harta warisan. Ahliwaris 
dianggap telah menerima harta warisan dari pewaris karena 
tidak dilakukannya penolakan atas harta warisan tersebut. 
Sedangkan para ahliwaris berdalil bahwa mereka tidak pernah 
menerima harta warisan pewaris baik selama pewaris masih 
hidup maupun setelah pewaris meninggal dunia.

Tergugat dengan jelas belum menyatakan sikap terhadap 
harta peninggalan Mulia Zein.

Pasal 1045 KUHperdata:
"bahwa tiada seorangpun diwajibkan menerima suatu 

warisan yang jatuh padanya".
Pasal 104 8 KUHPerdata mengatur bahwa penerimaan suatu 

warisan dapat dilakukan dengan dua jalan, yaitu secara 
tegas atau secara diam-diam, dengan penjelasan:
1) Bahwa seseorang menerima warisan secara tegas, bila ia 

di dalam suatu tulisan baik otentik atau di bawah tangan 
menyatakannya demikian, dan

2) Bahwa seseorang menerima warisan secara diam-diam, 
apabila ia melakukan suatu tindakan/perbuatan, yang 
dengan jelas menunjukkan maksudnnya memang untuk 
menerima warisan yang bersangkutan, lagipula tindakannya
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itu hanya dapat dilakukan dalam kedudukannya sebagai 
ahliwaris.

Tindakan seseorang yang tidak dapat dianggap sebagai 
suatu penerimaan warisan secara diam-diam,antara lain:
1) Segala tindakan mengenai penguburan pewaris;
2) Segala tindakan untuk menyimpan dan menjaga harta 

warisan;
3) Tindakan pengurusan sementara barang warisan.

Tindakan yang dapat dianggap sebagai perbuatan 
menerima secara diam-diam:
1) Meminta pemisahan dan pembagian;
2) Ikut merundingakan pemisahan, walaupun perundingan itu 

tidak berhasil;
3) Menjual benda-benda;
4) Memberikan hak kebendaan;
5) Memberikan pembebasan hutang;
6) Membayar hutang dalam keadaan yang lain.

Para ahliwaris (Tergugat) dengan jelas mengatakan 
bahwa mereka tidak pernah menerima harta warisan pewaris 
baik selama pewaris masih hidup maupun setelah pewaris 
meninggal dunia, sehingga mereka dapat dikatakan tidak 
menerima harta warisan secara diam-diam. Tidak adanya bukti
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tulisan baik otentik atau dibawah tangan yang menyatakan 
penerimaan mereka sebagai ahliwaris juga menyatakan mereka 
tidak atau belum menerima harta warisan pewaris secara 
tegas.

Pasal 1057 KUHPerdata menegaskan suatu penolakan
warisan harus dilakukan secara tegas, yaitu dengan suatu 
keterangan yang harus diucapkan di hadapan Panitera
Pengadilan Negeri yang daerahnya meliputi rumah kematian.
Memang para ahliwaris tidak melakukan penolakan secara 
tegas di hadapan Pengadilan Negeri, tetapi bukan berarti 
dengan tidak melakukan hal ini mereka dinyatakan menerima 
harta warisan pewaris.

Hak untuk menerima warisan hapus karena daluwarsa, 
dengan lewatnya waktu 30 tahun, terhitung sejak hari 
terbukanya warisan itu, sesuai Pasal 1055 KUHPerdata. 
Syaratnya ialah, bahwa baik sebelum maupun sesudah 
lampaunya tenggang waktu tersebut, harta peninggalan itu 
diterima oleh salah seorang ahliwaris, baik ab intestato 
maupun ahliwaris karena wasiat. Pihak ketiga yang telah 
memperoleh harta peningggalan itu karena suatu alas hak
yang sah, tidak akan terkurangi haknya.
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Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis berpendapat 

bahwa dengan tidak adanya atau belum diambil sikap yang 

jelas oleh para ahliwaris terhadap harta warisan pewaris 

dalam kasus ini, dengan jangka waktu daluwarsa 30 tahun 

dari penerimaan warisan, maka para ahliwaris tidak dapat 

dikatakan menerima harta warisan tersebut, kecuali jika 

daluwarsa itu sudah lewat maka para ahliwaris dapat 

dikatakan menolak harta warisan.

Disini sebenarnya para ahliwaris memiliki hak untuk 

berpikir. Mengemukakan hak berpikir hanyalah dilakukan oleh 

ahliwaris, yang dipaksa oleh kreditur pewaris untuk 

menyatakan pilihannya. Kreditur (Penggugat) sebenarnya 

tidak dapat menuntut atas pembayaran hutang pewaris kepada 

para ahliwaris, tetapi ia hanya dapat menuntut sikap apa 

yang akan diambil para ahliwaris terhadap harta warisan. 

Barulah setelah itu kreditur (Penggugat) dapat mengambil 

tindakan atas sikap yang diambil para ahliwaris.

Kapan ahliwaris menggunakan hak berpikir ini adalah 

tergantung pada sikap kreditur. Ahliwaris dapat 

mempergunakan lembaga berpikir itu satu minggu sesudah 

meninggalnya pewaris, dan ada kemungkinan bahwa meminta 

berpikir ini baru dilakukan sesudah bertahun-tahun.
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Ahliwaris yang tidak didesak oleh kreditur pewaris 
untuk menentukan pilihannya, dapat mengulur waktu sampai 
tiga puluh tahun tanpa dapat dihukum. Barulah setelah tiga 
puluh tahun ahliwaris berikutnya mempunyai wewenang untuk 
menerima sesuai Pasal 1101 KUHPerdata.

Undang-undang tidak mengatur tenggang untuk menyatakan 
akan memikir itu. Dianggap tidak perlu karena selama tidak 
ada kreditur yang mengajukan penuntutan, tidak ada orang 
yang berkepentingan, atau ahliwaris itu menerima atau 
menolak harta peninggalan. Sepanjang ahliwaris itu tidak 
melakukan tindakan yang bersifat menerima, maka ia tetap 
berwenang untuk memanfaatkan hak memikir itu.

Jika keterangan itu telah dilakukan, maka ahliwaris 
yang bersangkutan, terhitung mulai tanggal/hari pernyataan 
itu diberi waktu selama empat bulan untuk mendaftarkan 
(beschrijven) harta warisan itu dan untuk memikir. Dalam 
Pasal 1024 ayat 2 KUHPerdata bahwa Pengadilan Negeri 
berwenang, apabila ahliwaris yang hendak memikir itu 
dituntut di muka hakim, memperpanjang tenggang waktu empat 
bulan itu, atas dasar alasan yang mendesak.

Dalam Pasal 1025 ayat 1 KUHPerdata, diatur bahwa 
selama jangka waktu berpikir, ahliwaris yang sedang memikir
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itu tidak dapat dipaksa untuk melakukan suatu tindakan 
selaku ahliwaris. Selama tenggang itu tidak ada suatu 
penghukuman oleh hakim yang dapat diperoleh terhadap 
ahliwaris itu dan pelaksanaan putusan pengadilan yang 
diucapkan untuk kekalahan pewaris, ditangguhkan. Demikian 
pula hak tagihan berdasarkan hukum tersebut dalam Pasal 
1101 KUHPerdata ditunda.

Dengan adanya lembaga berpikir, pembuat undang-undang 
memberikan kesempatan kepada ahliwaris untuk mendapatkan 
penundaan. Selama jangka waktu ahliwaris lagi berpikir, ia 
tidak dapat dituntut untuk menentukan sikapnya terhadap 
harta warisan. Selama waktu berpikir itu, ditangguhkanlah 
segala perkara terhadap ahliwaris yang sedang berpikir 
sebagai ahliwaris, ataupun terhadap ahliwaris seluruhnya. 
Pelaksanaan putusan hakim yang memberati si wafat, 
ditangguhkan.

Setelah habisnya tenggang waktu untuk memikir yang 
ditetapkan oleh undang-undang itu, maka ahliwaris yang 
bersangkutan tidak dapat lagi menunda keputusan mengenai 
sikapnya jika terhadapnya diajukan suatu tuntutan hukum. 
Jadi ia harus memilih, apakah ia akan menerima harta
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warisan itu secara murni atau secara benefisier, atau 

hendak menolaknya.

Namun dalam kasus ini hak berpikir ini tidak digunakan 

oleh para ahliwaris, mungkin karena mereka telah dianggap 

menerima harta warisan tersebut oleh Hakim, walaupun dalam 

kasus ini mereka dapat memilih hak untuk berpikir ini.

b . Persatuan Harta
Mengenai persatuan harta yang ada dalam perkawinan 

antara pewaris dan isterinya sebenarnya dapat juga 

dijadikan suatu dasar pertimbangan sampai seberapa jauh 

tanggung j awab ahliwaris khususnya isteri sebagai partner 

dalam harta campur dan sebagai ahliwaris . Namun hal ini 

tidak diperdulikan oleh Hakim.

Menurut bunyi atau ketentuan Pasal 119 KUHPerdata, 

sejak saat dilangsungkannya perkawinan antara suami isteri 

terjadilah persatuan harta benda (kekayaan) lengkap/bulat. 

Pengecualian baru terjadi apabila suami isteri itu sebelum 

melangsungkan perkawinan telah membuat akta perjanjian 

syarat kawin (huwelijksvoorwaarden) di depan seorang 

Notaris.
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Sifat dari harta kekayaan ini adalah tidak dapat 
dibedakan bagian-bagiannya, akan tetapi suami dan isteri 
berhak atas keseluruhan dari harta, terlepas dari kenyataan 
bahwa suami berhak untuk mengurus dan menguasai harta 
bersama itu.

Menurut ketentuan atau bunyi Pasal 121 KUHPerdata 
beban-beban persatuan adalah meliputi atau termasuk semua 
hutang suami isteri masing-masing, baik yang terjadi 
sebelum maupun sepanjang perkawinan mereka. Bahwa dalam 
kasus ini Mulia Zein sebagai kepala persatuan harta yang 
bertanggung jawab atas harta persatuan telah berhutang 
dengan melakukan penjaminan tanpa memperoleh persetujuan 
dari isterinya.

Bagaimana cara timbulnya hutang itu tak merupakan 
masalah, apakah disebabkan karena suami atau isteri itu 
melanggar hukum sehingga harus mengganti kerugian atau 
karena denda misalnya, atau hutang suami isteri berasal 
dari warisan atau hibahan dengan beban dan sebagainya. Itu 
semua merupakan beban persatuan. Menurut undang-undang 
suamilah yang menjadi pengurus persatuan. Itulah sebabnya 
maka ia (suami) dapat dituntut/ditagih untuk membayar 
hutang persatuan.
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Menurut ketentuan Pasal 123 KUHPerdata semua hutang 
kematian (doodschulden) yang timbul/ terjadi setelah 
meninggalnya suami dan/atau isteri merupakan beban ahli 
waris yang meninggal itu sendiri, jadi bukan hutang/beban 
persatuan. Yang dimaksud dengan hutang ini adalah biaya 
penguburan. Mengenai hutang ini kita berurusan dengan harta 
peninggalan (nalatenschap) dan bukan dengan persatuan 
(gremeenschap) . Tentang biaya penguburan ini tercantum dalam 
Pasal 114 9 ayat 2 KUHPerdata, yaitu menyangkut piutang 
yang diistimewakan.

Pasal 124 KUHPerdata dikatakan bahwa suami selain dari 
pemeliharaan/pengurus harta persatuan itu, ia juga boleh 
dalam arti kata dapat, berwenang (dan berhak) 
mengalihkan/melepaskan hak, seperti menjual dan memberatkan 
dalam arti menjaminkan harta campur milik bersama suami - 
isteri itu. Memang wewenang/kekuasaan suami ini masih 
dibatasi dengan apa yang tercantum dalam ayat ke 3 Pasal 
140 KUHPerdata, yang mengatur bahwa walaupun antara mereka 
berdua terjadi persatuan harta menurut undang-undang, dalam 
perjanjian syarat kawin bakal/calon suami-isteri 
boleh/dapat saling berjanji untuk tanpa persetujuan/bantuan
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isteri suami tidak diperkenankan (dilarang)
mengalihkan/melepaskan (memindahtangankan) atau membebani:
1) Barang tak bergerak,
2) Surat pendaftaran dalam buku besar perutangan umum,
3) Surat berharga lainnya, dan
4) Piutang-piutang atas nama isteri.

Kesemuanya itu yang tertulis/tercatat atas nama isteri 
dan yang dibawa, atau yang selama masa perkawinan jatuh ke 
pihak isteri dalam persatuan mereka.

Wewenang atau hak untuk menguasai dan/atau
menggunakan {beschikkingsrech t) suami atas harta persatuan 
itu dalam beberapa hal oleh undang-undang dibatasi. 
Pembatasan dalam Pasal 124 KUHPerdata adalah sebagai 
berikut:
1) Ia (suami) tidak boleh dalam arti tak berwenang, karena 

atau dengan jalan hibahan, menguasai/menggunakan barang 
tak gerak dari persatuan, demikian pula seluruh atau 
sebagian tertentu dari barang bergerak, kecuali 
menyelenggarakan suatu kedudukan bagi anak-anak yang 
lahir dari perkawinan suami-isteri yang bersangkutan.
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2) Suami juga tidak boleh menghibahkan sebuah barang 

bergerak tertentu, dengan perjanjian bahwa hak pakai 

hasilnya tetap ada padanya.

Dalam kasus yang dianalisa ini jelas-jelas tidak ada 

keikutsertaan isteri yang juga berhak atas harta persatuan 

dalam perjanjian kredit pada saat mengagunkan barang tak 

bergerak berupa tanah tersebut.

Hal diatas juga dapat menjadi dasar tidak syahnya 

perjanjian pengagunan barang harta persatuan yang dilakukan 

oleh Mulia Zein & Bank Surya Nusantara dengan tidak adanya 

persetujuan isteri dalam penjaminan benda tak bergerak 

berupa tanah yang merupakan harta persatuan.

Dalam Pasal 130 dan Pasal 131 KUHPerdata menyatakan 

bahwa sampai sejauh mana isteri atau ahliwaris yang 

bertanggung jawab atas aktiva dan pasiva pewaris:

1. Masing-masing pihak (dari suami dan/atau isteri) tetap 

bertanggung j awab atas hutang yang telah dibuatnya 

sendiri.

2. selain daripada itu suami pun tetap bertanggung jawab 

atas hutangnya isteri.

3. Isteri hanya bertanggung jawab atas setengah dari hutang 

yang telah dibuat oleh suami.
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4. Setelah dilangsungkannya pemisahan dan pembagian baik 
suami maupun isteri sama sekali tidak bertanggung jawab 
lagi atas hutang yang telah dibuat oleh pihak lainnya 
sebelum perkawinan mereka.

Hal ini jelas bahwa tanggung jawab isteri atas hutang 
suami hanyalah sebesar setengah bagian dari jumlah 
keseluruhan dari hutang suami. Dengan demikian isteri Mulia 
Zein sebenarnya hanya bertanggung jawab sebatas setengah 
dari hutang Mulia Zein.

2. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 180 .k/Pdt/1993 
Mengenai Kewajiban Ahli waris Dalam Pembayaran Hutang 
Pewaris
Dalam kasus ini Mahkamah Agung memutuskan mengabulkan 

permohonan Penggugat agar Tergugat selaku ahliwaris 
almarhum, Mulia Zein, secara tanggung menanggung membayar 
hutang almarhum Mulia Zein kepada Penggugat sebesar 
Rp. 30.000.000,- berikut bunga sebesar 2,55% perbulan, 
terhitung sejak 25 Mei 1987 sampai dengan 25 Mei 1990. 
berdasarkan perhitungan penulis jumlah hutang secara 
keseluruhan adalah Rp.30.000.000, - (hutang
pokok)+Rp.27.540.000,-(bunga)= Rp. 57.540.000,-.
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Sesuai dengan pertimbangan penulis pada point 
sebelumnya, bahwa dengan jelas bahwa belum ada kepastian 
sikap dari Tergugat atau para ahliwaris, apakah mereka 
menerima atau menolak harta warisan Mulia Zein. Jika 
dikatakan menerima, penerimaan itu harus dilakukan sesuai 
dengan pasal 1048 KUHPerdata, baik secara tegas maupun
diam-diam. Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan 
Mahkamah Agung menyebutkan dengan tidak adanya penolakan 
dari Tergugat atau para ahliwaris maka mereka dapat 
disimpulkan menerima harta warisan Mulia Zein baik aktiva 
maupun pasiva.

Penerimaan harta warisan secara tegas pun harus 
dinyatakan dalam bentuk akta otentik ataupun akta dibawah 
tangan, Tergugat atau para ahliwaris tidak melakukan hal 
tersebut. Jika Tergugat dianggap menerima harta warisan 
secara diam-diam, mereka harus memenuhi syarat-syarat 
menerima harta warisan secara diam-diam. Namun, jika 
dilihat dalil Tergugat atau para ahliwaris yang menyebutkan 
bahwa mereka tidak pernah menerima harta warisan baik
semasa Mulia zein masih hidup ataupun sudah meninggal
dunia, dapat timbul pertanyaan apakah Tergugat atau para
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ahliwaris tidak menerima harta warisan secara diam-diam 
atau tidak.

Penerimaan harta warisan tersebut menurut penulis 
harus memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 104 8 KUHPerdata 
bukannya dikarenakan tidak adanya penolakan dari Tergugat 
atau para ahliwaris. Memang segala harta warisan baik 
aktiva maupun pasiva dari pewaris tanpa terkecuali jatuh 
kepada para ahliwarisnya secara otomatis, tetapi penulis 
menggaris bawahi disini adalah harta warisan itu jatuh atau 
tidak kepada para ahliwaris tergantung sikap yang diambil 
oleh mereka.

Menurut penulis, keputusan Mahkamah Agung mengenai 
pembayaran secara tanggung renteng yang dibebankan kepada 
Tergugat atau para ahliwaris terlihat kurang adil, terlalu 
tergesa-gesa dan tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata, karena tidak memenuhi Pasal 1048 KUHPerdata 
mengenai penerimaan harta warisan. Dalam kasus tersebut 
jelas belum adanya sikap yang jelas dari Tergugat atau para 
ahliwaris khususnya untuk menerima warisan. Walaupun secara 
yuridis hutang Mulia Zein jatuh kepada para ahliwarisnya, 
harus diperhatikan hak dari para ahliwarisnya untuk 
menyatakan sikap terhadap harta warisan Mulia Zein. Belum
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tentu semua ahliwaris menerima atau menolak harta warisan 
tersebut, jadi penulis berpendapat bahwa seharusnya 
Tergugat atau para ahliwaris diberi kesempatan terlebih 
dahulu untuk menyatakan sikapnya terhadap harta warisan 
baru setelah itu bila para ahliwaris ingkar atas sikap yang 
diambilnya baru bisa diajukan suatu gugatan terhadapnya.

Di s ini seharusnya hakim memberikan kesempatan untuk 
Tergugat untuk menggunakan hak berpikirnya atau Tergugat 
sendiri yang mengajukan untuk menggunakan Hak berpikirnya, 
apakah mereka menerima secara murni, menerima secara 
benefisier atau menolak. Tergugat diberi waktu untuk 
memikir selama empat bulan, dan menurut Pasal 1024 ayat 2 
KUHPerdata dapat diperpanjang atas dasar alasan yang 
mendesak.

Dalam Pasal 1025 ayat 1 KUHPerdata disebutkan selama 
tenggang waktu penggunaan hak berpikir ahliwaris tidak 
dapat dipaksa untuk menentukan sikapnya bahkan pelaksanaan 
putusan pengadilan yang diucapkan untuk kekalahan pewaris, 
ditangguhkan. Hak berpikir ini jelas dapat menangguhkan 
putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah 
Agung yang sudah ada.
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Mengenai besarnya hutang yang harus dibayar juga dapat 
dikatakan bahwa putusan dari Pengadilan Negeri, Pengadilan 
Tinggi, dan Mahkamah Agung kurang tepat, khususnya mengenai 
tanggung jawab isteri sebagai partner dalam harta persatuan 
dan sebagai ahliwaris dari Mulia Zein. Putusan Mahkamah 
Agung memutuskan bahwa hutang Mulia Zein yang harus dibayar 
adalah sebesar Rp. 57.540.000,- yang terdiri dari hutang 
pokok dan bunga selama tiga tahun.

Isteri sebagai ahliwaris dalam Pasal 130 dan Pasal 131 
KUHPerdata disebutkan hanya memiliki tanggung jawab sebatas 
setengah bagian dari hutang suaminya yang telah meninggal 
dunia. Jadi seharusnya yang harus dibayar oleh istri adalah 
paling besar adalah Rp. 28.770.000,-. Kedua Pasal ini 
berlaku karena dalam perkawinan antara Mulia Zein dan 
isterinya dilakukan dengan persatuan harta, karena tidak 
ada perjanjian perkawinan diantara mereka.
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BAB III
PENUTUP

A. Kesinrpulan
Berdasarkan permasalahan dan uraian sebagaimana telah 

disampaikan dalam bab-bab terdahulu, maka dengan ini 
penulis menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:
1. Penulis memberikan suatu kesimpulan bahwa besarnya

kewajiban dan tanggung jawab ahliwaris adalah tergantung 
dari sikap yang diambil ahliwaris, yaitu menerima 
warisan, menerima secara benefisier atau menolak
warisan. Ahliwaris yang menerima warisan berarti
melepaskan haknya untuk menolak warisan, sehingga aktiva 
dan pasiva warisan beralih kepada mereka. Ahliwaris yang 
mengambil sikap benefisier hanya bertanggung jawab 
sebatas aktiva yang diterimanya dari warisan tanpa 
mencampuri harta pribadinya. Bagi mereka yang menolak 
warisan, dianggap tidak mempunyai hak dan kewajiban 
terhadap harta peninggalan atau warisan. Baik penerimaan
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atau penolakan harta warisan harus dilakukan secara 
tegas, penerimaan harus dilakukan dengan akta otentik 
atau dibawah tangan sedangkan penolakan juga harus 
dinyatakan secara tegas di hadapan kepaniteraan 
Pengadilan Negeri setempat. Tidak dilakukannya penolakan 
bukan berarti ahliwaris mengambil sikap menerima harta 
warisan. Ahliwaris memiliki waktu 30 tahun sebelum 
daluwarsa waktu atau pada saat pihak ketiga mengajukan 
untuk menentukan sikap terhadap harta warisan. Ahliwaris 
dapat menggunakan hak berpikirnya untuk menentukan 
sikapnya. Disini mereka memiliki tenggang waktu selama 
empat bulan untuk menggunakan hak berpikir itu dan 
menurut Pasal 1024 ayat 2 KCJHPerdata dapat diperpanjang 
atas alasan yang mendesak. Dalam tenggang waktu tersebut 
ahliwaris tidak dapat dipaksa menentukan sikap dan 
segala pelaksanaan putusan pengadilan mengenai hal ini 
dapat ditangguhkan (Pasal 1025 ayat 1). Mengenai harta 
persatuan, syahnya pengalihan atau pembebanan atas benda 
tak bergerak berupa tanah yang dilakukan Mulia Zein 
harus disertai persetujuan dari isterinya. Dengan tidak 
ada persetujuan isterinya maka pengalihan dan pembebanan 
atas benda tak bergerak adalah tidak sah, karena
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pasangan suami isteri memiliki hak dan kewajiban yang 

sama dalam harta persatuan, walaupun suami memiliki 

kuasa untuk mengurus harta persatuan. Bila timbul hutang 

selama berlangsungnya harta persatuan, maka isteri hanya 

bertanggung jawab sebesar setengah bagian dari besarnya 

hutang suami (Pasal 130 dan Pasal 131 KUHPerdata) . 

Isteri juga dapat menolak untuk membayar hutang karena 

tidak ada kata sepakat atau persetujuan pada saat 

pengaggunan barang harta persatuan milik mereka.

2. Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan 

Mahkamah Agung kurang adil, tergesa-gesa dan tidak 

sesuai dengan peraturan Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata karena tidak memenuhi Pasal 1048 KUHPerdata 

mengenai penerimaan harta warisan. Ahliwaris memang 

secara otomatis menerima harta warisan pewaris baik 

aktiva maupun pasiva. Untuk pembayaran hutang diwajibkan 

kepada para ahliwaris SGCara tanggung renteng. Namun 

dalam kasus ini dengan tidak adanya kejelasan mengenai 

sikap yang diambil para ahliwaris, tidak dapat 

ditentukan siapa-siapa saja yang wajib membayar hutang 

secara tanggung renteng. Dengan ahliwaris menggunakan 

hak berpikirnya, ada kemungkinan mereka menolak atau
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menerima sehingga tidak semua ahliwaris wajib 
bertanggung jawab atas hutang pewaris tersebut. Kreditur 
juga tidak dapat mengajukan gugatan terhadap ahliwaris 
untuk membayar hutang pewaris, tetapi mereka hanya dapat 
memaksa para ahliwaris untuk menentukan sikap atas harta 
warisan tersebut, baru setelah itu kreditur dapat 
mengambil tindakan dari sikap yang diambil para 
ahliwaris tersebut. Apabila para ahliwaris ingkar atas 
sikapnya baru kreditur dapat menggugat para ahliwaris. 
Ahliwaris dapat menentukan sikapnya dengan menggunakan 
hak berpikir. Dalam jangka waktu penggunaan hak berpikir 
dari ahliwaris, mereka tidak boleh dipaksa untuk 
menentukan sikap, bahkan pelaksanaan putusan Pengadilan 
Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung dapat 
ditangguhkan.

B. Saran
Berdasarkan permasalahan yang diuraikan dan dijelaskan 

dalam Bab II tesis ini, maka dalam kesempatan ini Penulis 
memberikan saran-saran, yaitu:
1. Dengan semakin banyaknya kasus mengenai perselisihan 

harta warisan ini, untuk lebih memberikan rasa keadilan,
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P U T U S A N
Reg* No.i 180 K/Pdt/1993

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANO MAHA ESA 
M A H K A M A H  A O U N O  

nemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi 
telah mengambil putusan sebagai berikut dalam
perkara t

Ahli Waris almarhum MUUA ZEIN (dahulu ber
nama TJIOE A TJ0N0 alias TJIOE JOEN FOEK), 
yaitu i
1, MAGDA (dahulu bernama SOE1 KAM D JIN),

isteri almarhum,
2» ROBERT (dahulu bsnm^a TJIOE LIAN TJV),

anak almarhum,
3. RI DEL (dahulu bernama TJIOE NIEN  TSJIEN) ,

anak almarhum,
A. RICHARD (dahulu bernama TJIOE NIEN SI UNO)

anak almarhum,
5* JOHNNY (dahulu bernama TJIOE “NIEN' WAI ) , 

anak almarhum,
^TER (dahulu bernama TJIOE NIEN TJAI ), 
anak almarhum,

7• MERY (dahulu bernama TJIOE MOE TJIN), 
anak almarhum,

8* NORA (dahulu bernama TJIOE MOE FUNG) , 
anak almarhum, 

kesemuanya beralamat di Jalan Ade Irma Sur- 
yani Nasution No«85 Pematang Siantar, dalam 
hal ini di wakili oleh kuasanya Ayub, SHo 
(SK.Menkeh.HI «No.A.^J-KP-OA« 15/87) Advokat/ 
Penasehat Hukum, berkantfcr dijalan -
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H«M« Yas&n» SH# (Bukit Barisan Dalam) Mo» - 
8*$ Medan« kuasa luiUtiitli Mangapul Si ja
bati SH*» berdasarkan surat kuasa tanggal
21 Nopeaber 1992»
Para pemohon kasasi dahulu Para Tergugat 
Konpensi/Para Penggugat Rekonpensl/Para Ter
banding Juga sebagai Para Pembanding | 

m e l a w a n  
P«T* BANK SURYA NUSANTARA CABANG PEMATANG - 
SE ANTAR« yang berkedudukan di Jalan Sutomo . 
No«26 Pematang Siantar» yang dalam hal ini 
diwakili oleh kuasanya Abdu& Asi z» SH#» Ad
vokat» beralamat di Jalan H« Abdul Rahman 
Syihab No*5-D Medan» berdasarkan surat kua 
sa tanggal 28 Oktober 1991»
Termohon kasasi dahulu Penggugat Konpensi/ 
Tergugat Rekonp anal/Pembanding Juga sebagai 
TerbancH.ng ;

Mahkamah Agung tersebut f
Membaoa susat-surat yang bersangkutan |
Menimbang» bahwa dari surat-surat tersebut ter - 

nyata bahwa sekarang Termohon kasad sebagal penggugat 
asli telah menggugat sekarang Para pemohon kasasi seba
gal Jsara tergugat asli dinuka persidangan Pengadilan 
Negeri Pematang Siantar pada pokoknya atas dalil-dalil i 

bahwa almarhua Mulia Zein semasa hidupnya telah 
berhutang kepada penggugat asli yang berasal dari fasi
litas kredit yang teroantum dalam Orosse Akte "Persetu
juan Membuka Kredit" No.202, tanggal 25 Mei 1984» jo 
Perjanjian Kredit No«PS/PMK/RC/No•1J36/V/84 sebesar 
Rp*30»000«000»- (tiga puluh juta n^iah) yang diperpas*»

-  2 *
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Jang maaing-maaing pada tanggal 25 Mei 1985» tanggal 
25 Mei 1986 dan tanggal 25 Mei 1987 J

bahwa fasilitas kredit tersebut harus dilunasi 
selambat-lambatnya pada tanggal 25 Mei 1988 ;

bahwa kredit tersebut diberikan dalam hubungan 
rekening koran dengan bunga sebesar 2*7 % per bulan |

bahwa pada tanggal 30 September 1991 hutang di -
/maksud sesuai dengan rekfcning koran a/c 11*00#00964—8 

telah berjumlah sebesar Rp#178*454#730,- (seratus tujuh 
puluh delapan Juta empat ratus lima puluh empat ribu - 
tujuh ratus tiga puluh rupiah) j

bahwa berhubung karena yang berhu'tzng yai tu Mu-» 
lia Zein telah meninggal duniai maka seluruh ahliwaria» 
nya yaitu tergugat—tergugat asli harus bertanggung Ja
wab untuk hutang-hutang yang diperoleh oleh almarhum
Mulia Zein tersebut )

bahwa penggugat telah berkali-kali memperingati 
ahli waris almarhum Mulia Zein, akan tetapi hingga saat 
ini hutang dimaksud belum diselesaikan |

bahwa sebagai Jaminan hutang tersebut oleh alm. 
Mulia Zein telah diberikan kepada penggugat berupa t 
sebidang tanah seluas 2.544,70 M2, terletak dalam Pro
pinsi Suaatera Utara, Kotamadya Pematang Siantar, beri
kut dengan segala sesuatu yang berada dan terdapat di— 
atas tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Jalan Ta
nah Jawa, Desa Kampung Melayu, sebagaimana yang dimak *> 
sud dalam sertifikat Hak Pakai No*0022, terdaftar atas 
nama Mulia Zein f

bahwa berdasarkan hal-hal tersebutvdlatas, penjg 
gugat asli mohon kepada Sattgadilan Negeri Pematang 
tuk menjatuhkan putusan sebagai berikut s
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1* Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya $
2« Menyatakan syah dan berharga atas sita Jaminan yang

' ffi1 salaku ahli waria ala« -
Mulia Zeih saeara tanggung menanggung membayar hu - 
tangnya kepada penggugat sebesar Rp*178«454*730»~’ 
(seratus tujuh puluh delapan Juta empat ratus lima* 

el®8M; MW^tciJuh ratua tiga puluh rupiah) 
bex£iStT\ili&g8& bunganya sebesar 2*7 % perbulan texv 
htt&aijf1̂ ^«®1̂ £0s®84l 1 Oktober 1991 sampai hutangnya 
tdxJ&Wbi&L’ iu&Mf1 &i ba$ar }

4« Menghukum tergugat-tergugat secara tanggung menang «• 
gung membayar ongkos tagih sebesar 10 % f 

5* Menghuktia»0 tii'ĵ i&t̂ tergug)itfc Wtta&a tanggung menang«
guBg^6S55^Slya^Ii>airis1:"SiUTU,p'i '

$*~Menyatak&n putttian ini dapat di 3a£afik8n dengan serta 
merta (ftftvfearti&ar bi j voddUd) ieildEjpuii ada peria«

T- * banding ataupun kasasi r:̂ eTa
bahwa terhadap gugatan penggugat asli tersebut 

di atas 9 tergugat~tergugat asli mengajukan eksepsi dan 
gugatan balik (rekonpenai) yang pada pokDjcnya ialah s 
Dalam Bksepsl t »-

bahwa para tergugat aeomra tega* 'menolak dalil • 
dalil gdgatan penggugat9 sepan jait$ yang diakui
di bawah ini | *’M

bahwa gugatan penggû fl̂ t ̂ ^a'^dto^iyd^dasarnya 
adalah ditujukan kepada ahli waris alsu Mulia Zein f 

bahwa oleh karena gug^€^ ̂ ^£iSgat ditujukan 
&ejftda atifiltitifl* 'Wkd^ ahliwa «
r M  ^Ju£v dalam gugatan q
‘ f ' "4 ' : n?- v- ■ ?-•s>*'.

i
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bahwa dengan demikian gugatan penggugat kurang 
sempurna, Jadi sepanjang yang ditujukan kepada para 
tergugat &d&l*h tidak beralasan» oleh karena itu harus
di’&ydtakilii;1teCdak-̂ &$bt ¿fterlma |
Dalam Rekonpensl :

bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada 
bagian eksepsi serta dalam pokok perkara diatas» se£ara 
mutati â &u'fckndik Stidridh dianggap telah dimaksudkan dan 
diulang kembali dl “dalam gugat balik (rekonpensl) di ba
wah ini

tiahwA arttartr alm* Mulia Zein dengan tergugat 
(Magda) adalah merupakan suami isteri yang syah» oleh 
karena itu terhadap sebidang tanah seluas 2»344»70 M2» 
setempat dikenal-Jalan Tanah ~Jawa» Di'sa Melayu Pematang 
Siantar» sehagdd;Tfian̂ f tei*&<ftn£fc dfdsrlcirfr' Sertifikat Hak 
Pakai No»0Q22* adalah merupakah hajftA kekayaan bersama j 

bahwa penyerahan Sertifikat Hak Pakai No*#022 
"yahg menjadi harta kekayaan berSanfa antara alm* Mulia 
Zein dengan para penggugat dalam rekonpensl/tergugat dii 
lam konpensi (tergugat Magda) adalah tidak syah dan ti
dak berkekuatan karena penyerahan dimaksud kepada ter — 
gugat dalam rekonpensl/penggiigsrfc dalfea konpensi» tanpa 
adanya i Jin dan persetujuan dari para penggugat dalam 
rekdhpehisi/tergugat dalam konpensi (targÛ afr* Magda ) » 
hal mana terbukti dengan tidak adanya suatu bukti autheg 
tik yang menyatakan tentang per^stUjuah para penggugat 
dalam rekonpensi/para tergugat dalam konpensi (tergugat 
Magda) j

bahwa olelr karenfcr pcfayerahan Sertifikat Hak Pa - 
kai No*002£’tersebut dlatfc* ditaScianakan seoara tidak 

J syah, raakV sfebaHkhya pula tergugat dala» rekonpensl/
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penggugat dalam konpensl , didalaa menguasai dan menahan 
Sertii!|rka$ No.0022 yang merupakan harta keka-
ya^^^rsa^^^i^^^anp§r-^oouatu hak apapun, dan untuk 
itu sudah sewajarnya harus diserahkan kembali kepada 
para penggugat dalam rekonpensi/tergugat dalam konpensl 
dalam keadaan baik ;

, .vpbefciv̂  dlsfipplngpltu pula, alm, Mulia Zein semasa 
hidupnya:41 d^^m memperoleh fasilitas kredit sebagaima
na dimaksudkan tergugui; dalam rekonpensi/penggugat dalam ̂ • ’» X 2 V A li 4 **.
konpensl f adalah tanpa sepengetahuan dari para penggugat 
dalam rekonpensi/para tergugat dalam konpensl» oleh ka
rena Itu sudah sewajarnya para penggugat dalam rekonpen 
si/para tergugat dalsm konpew^d di bebaskan dan dinyata
kan ti dak--m̂ gunygi jfepgfung Jawab

. apapun untuk ..»e lun^lnya j ... 0
bahwa tergugat dalam rekonponsl/pejjggvgat dalam 

. ^o^pen^l, di dalam mengajukan gugatan. konpensl de
ngan dilandasi itikad burukt yakni dengan sengaja tanpa 
adanya pemberitahuan secara syah dengan makaud agar fa— 
si 11 tas kredit yang diberikan semakin bertambah besar* 
hingga melampaui batas kewajaran |

bahwa di samping itu pula tergugat dalam rekonper^ 
si/penggugat dalam konpensl» didalam m^mber^kan fasilitas 
kredit telah bertentangan dongan Undang-Undang* yakni 
telah menerapkan praktek Banjc d«n$an m§ip^be$kan bunga 
berbunga j

bahwa berdasarkan fakt̂ .hufcum tersebut dlataSp 
r^k^ puda)>Y ̂ wejarnya. pula £kte Persetujuan Membuka Kr* 
<Ut Nc..2p2,, tau^ai Mei. 1984,, ¿o Perjanjian Kredit 
tl9.PS/PriK/RC/13?̂ /V/Sft|, tefiaaggai 2^ _Mai 1984, aorta 
poroan.ianffan maainfir-masin* ten<re:al 25 Mei 1985.Kewajiban ahli..., Edy Nurcahya, FH UI, 2008



Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas» mohon 
kiranya Pengadilan Negeri Pematang Siantar menjatuhkan 
putusan sebagal berikut |
11 Mengabulkan gugatan balik (rekonpensl) dari para 

penggugat dalam rekonpensl/para tergugat dalam kon~ 
pensl untuk seluruhnya f 

2* Menyatakan sebidang tanah dengan luas 2«544#70 M2*» 
setempat dikenal Jalan Tanah Jawa* Desa Kampung Me • 
layu» sebagaimana dimaksud di dalam Sertifikat Hak 
Pakal No«00229 adalah merupakan harta kekayaan ber - 
sama f

3* Menyatakan demi hukum penguasaan ataa Sertifikat Hak 
Pakal No«0022 oleh tergugat dalam rekonpensl/penggu» 
gat dalam konpensi adalah tidak syah dan tanpa sesti& 
tu hak apapun |

4« Menghukum tergugat dalam rekonpensl/penggugat dalam 
konpensi untuk menyerahkan Sertifikat Hak Pakal No»
0022 dalam keadaan baik kepada para penggugat dalam 
rekonpensl /para tergugat dalam konpensi |

5* Membatalkan Akte Persetujuan Membuka Kredit Ho«202» 
tertanggal 25 Mei 1984* ¿o Perjanjian Kredit No+PS/ 
PMK/RC/1356A/84» tertanggal 25 Mei 1984» beserta 
perpanjangan masing-masing tanggal 25 Mei 1965# tang
gal 25 Mei 1966, tanggal 25 Mei 1987 r ---

6« Membebaskan para penggugat dalam rekonpensl/para te£ 
gugat dalam konpensi dari segala beban dan tanggung 
jawab sehubungan dengan fasilitas kredit sebagaimana 
dimaksudkan tergugat dalam rekonpensl/penggugat da - 
lam konpensi |

7# Menghukum tergugat dalam rekonp ensi /penggugat dalam 
konpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom), sebe*
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sar Rp«300*000f» (tiga ratus ribu rupiah), untuk 
setiap hari« Jikalau tergugat dalam rekonpensi/peng 
gugat dalam konpensl lalai melaksanakan keputusan ini j 

8« Menyatakan putusan Ini dapat dijalankan dengan serta 
merta, meskipun ada perlawanan (verzet)9 banding 
maupun kasasi (uitvoerbaar bi J vofcrraad) j 

9# Menghukum tergugat dalam rekonpensi/penggugat dalam 
konpensl untuk membayar segala biaya yang timbul da
lam perkara ini |

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Nege
ri Pematang Siantar telah mengambil putusan, yaitu pu - 
tusannya tanggal 21 April 1992 No*80/Pdt*0/199l/PN.PMS* 
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
11 Dalam Eksopai i

M Menyatakan eksepsi dari tergugat-tergugat tidak da- 
11 pat diterima j 
D Balam Konpensl t
" «• Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian J 

M — Menyatakan syah dan berharga sita Jaminan yang te — 
n lah dilaksanakan |
" — Menghukum tergugat—tergugat selaku ahli wari s almar 
11 hum Mulia Zein, secara tanggung menanggung membayar 
11 hutang almarhum Mulia Zein kepada Penggugat sebesar 
" Rp.30,000,000,- (tiga puluh Juta rupiah), berikut 
n dengan bunganya sebesar 2,55 % perbulan, terhitung 
” sejak tanggal 25 Mei 1967, sampai dengan tanggal 
« 25 Mei 1990 |
” - Menghukum t e r gugat-tergugat secara tanggung menang- 
0 gung membayar ongkos tagih sebesar 10 % yang di per- 
H hitungkan dari hutang pokok sebesar Rp®30,000*000,- 
n (tiga puluh Juta rupiah) g
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w • Menghukum tergugat-tergugat secara tanggung m« - 
w nanggung membayar biaya perkara sebesar Rp«342#000f»
11 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;
w - Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya |
0 Dalam Rekonpensl t
" - Menyatakan gugatan rekonpensi penggugat-penggugat 
11 d *r «/tergugat-tergugat d «k« tidak dapat diterima |
11 - Menghukum penggugat-penggugax d «r» / tergugat-ter*» 
w gugat d«k« untuk membayar ongkos perkara yang tim- 
n bui dalam gugatan rekonpensl, yang diperkirakan -
» n i h i 1 j
putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan 
Penggugat dan Tergugat telah dibatalkan oleh Pengadil
an Tinggi Medan dengan putusannya tanggal 28 September 
1992 No« 259/H)T/l992/PT.Mdn* yang amarnya berbunyi se 
bagai berikut s
n - Menerima permohonan-permohonan banding dari Peng -
* gugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding dan 
" Para Tergugat Konpenai/Para Penggugat Rekonpensi/
* Para Pembanding |
n - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pamatang Slag 
" tar tanggal 21 April 1992 No*80/Pdt/0/199l/PN.Pmsf 
n sepanjang putusannya tentang Konpensi dan Rekonpensl I 
11 MSNOADCU SBNDCRZ i 
” - Dalam Eksepsi t
■ - Menyatakan eksepsi para tergugat tidak dapat dite - 
n rima |
" Dalam Konpensi t
9 • Mengabuftkan gugatan penggugat untuk seluruhnya |
" - Menghukum tergugat-tergugat sebagai ahli waris Mu« 
w lia Zein seoara tanggung rentang untuk membayar -
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" hutangnya kepada penggugat sebesar Rp.178.454.730,- 
n (seratus tujuh puluh delapan Juta empat ratus lima
" puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) ;
11 - Menghukum tergugat-tergugat secara tanggung renteng 
11 membayar ongkos tagih sebesar 10 % dari Rp. 178.454*
" 730,- (seratus tujuh puluh delapan Juta empat ratus
" lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) f 
” - Menghukum tergugat-tergugat secara tanggung renteng 
11 untuk membayar bunganya sebesar 2,55 % perbulan dari 
11 Rp. 178.454.730,- (seratus tujuh puluh delapan Juta - 
11 empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga - 
” puluh rupiah) - Rp.30.000.000,- (tiga puluh Juta ru- 
11 piah) ■ Rp. 148.454.730,- (seratus empat puluh dela - 
11 pan Juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ra— 
n tus tiga puluh rupiah) terhitung sejak tanggal 1 Ok- 
H tober 1991 sampai hutangnya tersebut lunas dibayar ; 
w - Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan (conserva - 
11 toir beslag) yang telah diletakkan berdasarkan Pene- 
” tapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar tang- 
M gal 5 Nopember 1991 No.481/Pen.Pdt/G/1991/PN.Pias ;
11 — Menyatakan putucan ini dapat diJiilankan dengan serta
" raerta (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada perlĵ
rf vanan maupun kasasi ;
w Dalam Rekonpensl t
" - Menolak gugatan para penggugat rekonpenai/para ter - 
” gugat konpensl untuk seluruhnya {
" Dalam Konpensl dan Rekonpensl t

" - Menghukum para tergugat konpensl/para penggugat re - 
•' konpensl secara tanggung renteng untuk membayar bta- 
" ya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam
" tingkat banding hingga kini diperkirakan sebesar
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" Rp*25»000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
11 - Memerintahkan pengiriman salinan resmi dari putus*
* an ini bezlkut berkas perkaranya kepada Ketua Pe -
n ngadilan Negeri Pematangsi antar ;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan 
kepada Penggugat/feabanding/Penbandi ng pada tanggal 7 
Nopember 1992 dan kepada 'Yarji Tergugat/Pembandl ng/Ter - 
banding pada tanggal 9 Nopember 1992 kemudian terhadajg 
nya oleh Para Tergugat/Pembanding/Terbanding dengan pe
rantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khu
sus tanggal 21 Nopember 1992 diajukan permohonan kasasi 
secara lisan pada tanggal 21 Nopember 199.2.. sebagai mana 
ternyata dari, akte permohonan kasasi No*28/Pdt/G/KS/ - 
1992/PN*Pms* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Nege
ri Pematang Siantar permohonan mana kemudian disusul 
dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang di
terima di}iepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada 
tanggal 3 Desember 1992 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding/Pem- 
bandlng yang pada tanggal 4 Desember 1992 telah di beri - 
tahu tentang memori kasasi dari Para tergugat/Pemban - 
ding/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang di
terima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Sian
tar pada tanggal 10 Desember 1992 |

Menimbang, b*nwa permohonai kasasi a quo beserta 
alasan-alasannya telah di beri tahukan kepada pihak lawan 
dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan 
cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh kare 
na itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diaju
kan oleh para pemohon kasasi dalam memori kasasinya ter
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sebut pada pokoknya ialah :
Tentang Eksepsi i

1. Bahwa Pengadilan Negeri Pematang Siantar tidak her - 
wenang meggadili perkara ini karena berdasarkan Su - 
rat Perjanjian Kredit No *PS/PMK/RC/1356/V/84 tanggal 
25 Mei 1984 menyatakan mengenai perjanjian ini serta 
hubungannya dan segala akibatnya, kedua belah pihak 
memilih domisili umum dan tetap di Kantor Pengadilan 
Negeri Medan, maka berdasarkan hal tersebut gugatan 
q quo harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Bahwa gugatan a quo, kurang sempurna karena tidak — 
mengikuti sertakan seluruh ahli waris dari alm# Mulia 
Zein untuk mempertanggung Jawabkan hutan# pr±i>sdlbya, 
oleh karena itu gugatan tersebut harua dinyatakan 
dak dapat diterima ;

Tentang Pokok Perkara :
3. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara 

ini adalah hutang aim* Mulia Zein semasa hidupnya 
dan aim. Mulia Zein tanpa ada persetujuan dari pemo
hon kasasi selaku isterl dan ahli waris lainnya te - 
lah menyerahkan jaminan berupa sebidang tanah yang 
merupakan harta persatuan suami isterl |

4. Bahwa termohon kasasi telah menyodorkan untuk di tan
da tangani perjanjian kredit yang mana isi surat per 
janji an kredit dimaksud melulu mencantumkan tentang 
kewajiban kewajiban dari nasabahnya baik tentang pera 
bebanan, segala biaya dan penentuan jumlah hutang - 
maupun penghentian secara sepihak fasilitas kredit 
oleh Bank hal mana jelas mencerminkan rasa ketidak 
adilan ;

5* Bahwa dalam Pengadilan Tinggi Sumatera Utara telah bej
Kewajiban ahli..., Edy Nurcahya, FH UI, 2008



-  13 -

laku tidak adil dalam penetapan jumlah hutang alm* 
Mulia Zein karena apabila diteliti dengan cermat 
rekening koran tersebut tidak diperinci secara je - 
las tentang pertambahan Jumlah hutang dari plafon R 
Rp.30.000.000,- (tiga puluh Juta rupiah) hingga me£ 
capai saldo akgir Rp* 178.454*730,- hal mana dapat 
dilihat didalam perpanjangan kredit I » ke XI maupun 
ke III hutang tersebut tafcap Rp *30*000#000dan se
andalnya benar alm* Mulia Zein punya hutang, maka hu 
tang tersebut akan segera ditagih setelah Jatuh tem
po atau setelah Mulia Zein meninggal dunia tahun 1988 
tidak menunggu bunga pinjaman membengkak dan mengaju
kan gugatan pada tahun 1991, hal mana menunjukkan 
itikad buruk termohon kasasi ;
Bahwa dalam hal ini pemohon kasasi juga belum pernah 
menerima rekening koran atas nama alm* Mulia Zein 
hal ini baru diketahui oleh pemohon kasasi setelah 
diajukan sebagal alat bukti oleh termohon kasasi di 
persidangan, maka berdasarkan hal tersebut jelas ter~ 
bukti putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara telah 
bertentangan dengan hukum pembuktian sehingga putusan 
tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan di batal * 
kan ;

|

Dalam Rekonoensi t
- Bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tidak mempertljj 
bangkan segala hal-hal yang timbul sehubungan dengan 2 
perkara ini ;

- Bahwa secara yuridis pengalihan dan penyerahan harta 
persatuan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleb 
suaminya saja melainkan harus mendapat persetujuan da' 
rl istri (vide putusan M.A.R*! No.263 K/Blp/1976 tang*
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gal 13 Desember 1978 ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di a tas 

raaka putusan tersebut harus dibatalkan )
Menimbang : 

mengenai keberatan ad. 1 :
bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan 

oleh karena walaupun dalam perjanjian telah ditentukan 
pemilihan domisili di Pengadilan Negeri Medan untuk me
nyelesaikan perselisihan, akan tetapi penggugat dapat 
dibenarkan untuk mengajukan gugatan ditempat tinggal - 
tergugat di Pengadilan Negeri Pematang Siantar j

bahwa gugatan yang diajukan pada tempat tinggal 
tergugat lebih menguntungkan atau memudahkan’tergugat 
untuk melakukan pembelaan diri, apalagi tidak ternyata 
pada pemeriksaan pengadilan di tingkat I , tergugat me - 
nolak untuk diadili di Pengadilan Negeri Pematang Sian
tar dimana para tergugat bertempat tinggal ; 
mengenai keberatan-keberatan ad. 2 dan ad» 3 i

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat 
dibenarkanf oleh karena putusan Pengadilan Tinggi tidak 
salah menerapkan hukum ; 
mengenai keberatan ad. 4 *

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan 
karena putusan Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan 
hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian 
yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal 
mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada
tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi

1hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesa 
lahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud 
dalam pasal 30 Undang-Undang No ,14 tahun 1985 |
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mengenai keberatan ad» 5 i

bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan* oleh 
karena Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum 
pembuktian :

- bahwa untuk menentukan besar hutang pihak ter
gugat kepada penggugat, maka Hakim tidak dapat 
semata-mata menggantungkan pada surat bukti - 
P-IV, akan tetapi harus dihubungkan dengan su
rat bukti lainnya yaitu surat bukti P-I sampai 
dengan P-V }

- bahwa setiap perpanjangan kredit pada surat - 
bukti P-II , III, IV dan V’ selalu dicantumkan 
Jumlah kredit sebesar Rp« 3 0 • 0 0 0 * 0 0 0 (tiga pu 
luh Juta rupiah) ;

- bahwa dari surat perjanjian perpanjangan kredit 
tidak ternyata adanya Jumlah bunga yang belum 
dibayar oleh debitur j

Menimbang bahwa berdasarkan alasan di atas pertim
bangan Pengadilan Negeri yang menentukan besarnya hutang 
dan bunga yang harus dibayar debitur dan menjadi tang - 
gungan para tergugat telah tepat dan benar serta dijadi
kan pendapat dan pertimbangan Mahkamah Agung sendiri ;

Menimbang, bahwa tentang biaya penagihan, karena 
di dalam perjanjian tidak ditentukan besarnya biaya dan 
tidak diatur cara menghitung biayanya, maka tuntutan bla 
ya penagihan sebesar 10 % dari Jumlah hutang tidak ber - 
dasarkan ala3an hukum dan harus ditolak j

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terse - 
but di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pe - 
ngadilan Tinggi Medan tanggal 28 September 1992 No*259/ 
Pdt/l992/PT*Mdn* yang membatalkan putusan Pengadilan Ne-
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gert Pematang Siantar tanggal 21 April 1992 No*80/Pdt»0/ 
1991/PN*Pms. tidak dapat dipertahankan lagi» oleh karena 
itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili 
sendiri perkara tersebut seperti tercantum dibawah ini \ 

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang 
No«14 tahun 1970 dan Undang-Undang No*l4 tahun 1985 
yang bersangkutan ;

M E N G A P I  L I x 
Mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon 

kasasi i Ahli waris almarhum MUUA ZEIn (dahulu bernama 
TJIOE A TJONG aliaa TJIOE JOEN FOEK) yaitu t

1* MAGDA (dahulu bernama SOEI KAM DJIN)
RqBERT (dahulu bernama TJIOE IIAN TJU)

3. RI DEL (dahulu bernama TJIOE NifiN TSJIEN) 
RICHARD (dahulu bernama TJIOE NIEN SIUNG)

5. JOHNNY (dahulu bernama TJIOE NIEN WAI )
6. PTTER (dahulu bernama TJIOE NIEN TJAI )
7. MERY (dahulu bernama TJIOE MOE TJIN)
8* NORA (dahulu bernama TJIOE MOE FUNG)

tersebut |
Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan 

tanggal 28 September 1992 No«259/PDT/1992/PT-MDN. |
DAN MENGAPI II SENDI RI :

DALAM EKSEPSI t

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat-Tergugat tidak da - 
pat diterima |

DALAM KONPBNSI ;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian }
- Menyatakan syah dan berharga sita Jaminan'yang telah 
dilaksanakan )

- Menghukum Tergugat-Tergugat selaku AhU waris alraar-
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hutang almarhum Mulia Zeln kepada Penggugat sebesar 
Rp.30.000,000,- (tLga puluh juta rupiah)« berikut 
dengan bunganya sebesar 2,55 % pertalian* terhitung 
sejak tanggal 23 Mei 1987« sampai dengan tanggal 29 
Mei 1990 |

*» Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung menang» 
gung membayar biaya perkara sebesar Rp#342*000««»
(tiga ratus empat puluh dua rilbu rupiah) |

- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya )
Dalam Rekom>enal s
- Menyatakan gugatan rekonpensi Penggugat-Penggugat 
dalam rekonpensi / Tergugat-Tergugat dalam konpensi 
tidak dapat diterima |

• Menahuku» Penggugat-Penggugat dalam rekonpensi / Ter- 
gugat-Tergugat dalam konpensi untuk membayar ongkos 
perkara yang timbul dalam gugatan rekonpensi« yang 
diperkirakan nihil |

Menghukum para pemohon kasasi/para tergugat asal 
untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding di
tetapkan sebanyak Rp.25.000,- (dua pu}uh lima ribu ru
piah) dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak 
Rp*50.000,- (lima puluh ribu rupiah) f

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawa - 
ratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 29 Januari 
1997 oleh H» Adi Andojo Soetjipto« SH. Ketua Muda yang 
ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, 
M« Syaftuddln Kartasasmita« SH« dan S«0* Nainggolan« SH* 
Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka 
untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Maret 1997 oleh 
Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh M« SyaHu - 
ddin Kartasasmita« SH» dan S*0« Nainggolan« SH« Hakim- .
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Hakim Anggota, Soerojo Kamil, SH. Panitera Pengganti 
dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak»*

Hakim-Hakim Anggota t K e t u a
.Syafiuddin Kartasasmita,SH. . ttd*
S.O. Nainggolan, SH. H.Adi Andojo Soetjipto,

Panitera Pengganti : 
ttd./ Soerojo Kamil, SH.

Blava—falava i

1 . M a t e r a l   .............. Rp. 2.0 0 0 ,-

2. R e d a k s 1 ..........  Rp# 1.000,-
Administrasi Kasasi «•*«» Rp.47.000,-^

Jumlah ««•»• Rp.50*000,-
■ u a u m n a B a a m a a i a m i m

UNTUK SAH NAN 
MAHKAMAH AGUNG R I .

Direktur Perdata
u.b.

Kepala Sub. Direktorat Kasasi Perdata

( Nv. C0RRY K. WTDIANT0. SH. ) 
Nip. 040015026.
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NOMOR? 2 5 9 / P P T / 1 9 9  2 / P T - H O N « 

w DEM I KEAOILA?.’ B f'J'DASARKAN K E T U H A N A N  V A K  G M A H A  E S A

——— PENGADILAN T T N G G I  M E D A N , mengndil i p c r lt o r n  pnrdsta —

da la m  t i n g k a t  b a n d i n g f s e s u a i  d e n . ^ n  « u r a t  p e n o t i » p a n  K e t u jo

P e n g a d i l a n  T i n g g i  M e d a n  t a n g g a l  22 S e p t e m b e r  1 9 9  2 N o m o r  1

259/Pdt/l992/PT,Mrln, menjatuhkan putusonnya dalam perk® —
r a t  ---------------------------------------------------------

P.T.BANK SURYA NUSANTARA CADANG PEMATANG S1 AKTA 17 , yon g bor 
kedudukan di Med®n,heralnmft di P«rootong — 
Sii)ntnr,Jalfin Sutomo No. 26 »diwakili oloh — 
Pemimpin cabang dnri donir/m domikion otas- 
noma dan untuk PT«Bo-nk Surya Nusantara — 
t nrs ebut t yang dalam lini ini diwakili oloh- 
Knasanya yang osh buat. 1 tutAnPUI. AZIZ , SH, 
Advoka t, bora lama t di Jalan !!.Abdul Rahman— 
Syihab No»5*^|MGdan,berdasorkon Surat Kua
sa tertanggal 2 P> Oktober 1 9 9 1  »dahulu diae-
b\it «ebagai Pongtcuc;ot Konponsi/Torgugat Ro

\konpensl sekarang sebagai Pembanding_;juga —
T prbendlng { — —  ------------------------------

a L & vr a n -
AHLI WARIS ALMARHUM MULIA ZEIN (DAHULU BERNAMA TJIOE A
TJONG ALIAS TJIOE JOHN POEK)»yaitu 1-----------------------
l.HAGDA (dahulu bernama SOEI KAM DJI.N ) , isteri a lmax-huin j 
2*R0BERT(dahulu bernama TJioo Lion T ju) f anok almorhOT j
3.RIDEL( dahulu bernama TJIOE NIEN T S J I IC N )  ,analt olmarhura |
4.RICHARD(dahulu bernama TJIOE NIEN SIUNG),anak alraarhura;
5. JOHNNY( dahulti bornema TJIOE NIEN V.’AI ) , anak almarhum j
6.PITER( dahulu bernama TJIO® NIEN TJAI) ,onak alciuz-hum j
7.MERY (dahulvi bernama TJIOE MOE TJIN) ,anak olwarhum |
8*N0RA ( dahulu bernama TJIOE MOE FUNG)tan«k almarhum j
masing-masing beralamat di J a l a n  A d o  lr:nn fhiryani N a  «u— 
tion No*fl5 Fe>’»at a n  %rj iantar f y a n g  d n l r n  h a l  ini. diwakili— 
oleh Kuasanya y a n g  sah buat itu A\ TJB, SM t h^rkant nr di J o  

len Pro^.H.M.Yamin SH (Bukit Barisan Dalarn) No,B-<4 Mo — 
danjbordaaarkan Surat Kuasa tertanggal 17 Nopombor — 
19910dahulu disebut aebagai Para Tergugat Konponsl/Po — 
ra Penggugat Rakonpensi sekarang sebagai P a r a  Terban — 
ding j u g a  a e b a g a i  Para P e m h a n d i n g  ?------------  —  - — -~ A —
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-- PEN G A D II  .A?; T I N G G I  T E K S F .B U T : --------- ------ r-------

S e t e l a h  m e m b a c a  b e r k a s  p e i ‘k u r o  s e r t a  s u r a t - s u r a t

l a i n n y a  yon« : b e r h u b u n g a n  d e n R o n  p e r k a r a  i n i  j ------ -

------------  TENTANG DUDUKNYA PKRKARA i ------------

— _  M - m g u t i p  d a n  m e n e r i m a  u r a i a n  y a n g  t e r t e r a  d o la m -  

» a l i n a n  p u t u a a n  P e n g a d i l a n  N e g e r i  P e m a t a n g  S i a n t a r  — 

t a n g g a l  2 1  A .p r i l  1 9 9 2  N o ,  f t O / P d t / G / 1 9 9 l / P N *  Pms , y a n g  —

a m a r n y a  b e r b u n y i  s e b a g a i  b e r i l e u t : --------- - — --

DALAM E K > r .l M :

— M e n y a t a k a n  e k s e p s i  d o r i  T o r  g u g a t  - T fr^u .^ö  t t i d a k  —

d a p a t  d i  t n r i m o  j — ---------------- --------- ----— —

DALAM K O N V E N S I!

— M e n g a b u  1 k n n  g u g a t a n  p e n g g u g a t  u n t u k  s e b a h a g i a n  { ---

— M e n y a t a k a n  s y a h  d a n  b o r b a r c o  s i t a  j a m i n a n  y a n g  t e 

l a h  <i i  l a k  s o n o k » n j  —-------------------------------- —  ------   — --—

— M e n g h u k u m  T o r g u g a t - T e r g u g a t  s o l a k u  A h l i  v a r i a  a l  —

roorhura M u l i a  Z e i n , B e c a r a  t a n g g u n g  m e n a n g g u n g  mem — 

b a y a r  h u t a n g  a l m a r h u m  M u l i a  Z o i n  kopod.»  pangku#* t — 
o e b o s o r  P p . 3 0 . 0 0 0 • 0 0 0 , - ( t i g a  p u l u h  j u t a  r u p i a h )  — 

b e r i k u t  d o n g a n  b u n g a n y a  s e b n s n r  p e r  b u l a n  -

t e r h i t u n g  a n j a k  t a n g g a l  2 5 M e i  l r>.^7 « s *  m p a i d e n g a n -  

t a n g g a l  2 S M e i  1 9 9 0  j ----------------------------—

— M e n g h u k u m  T o r g u g a t —T o rsc u g o t  n o c a r n  t a n g g u n g  m e n a n g

g u n g  m a m h a y a r  o n g k o s  t a g i h  a o b n .ia r  10  ^ , y a n g  d i p o r  

h i t u n g k o r »  d a r i  h u t a n g  p o k o k  a e b o s a r  Hp* 3 0 * 0 0 0 *  0 0 0 ,  

( t i g a  p u l u h  j u t a  r u p i a h ) j --------------- --------- —

— M e n g h u k u m  T o r g u g a t - T e r g x i g a t  3 o c a r o  t a n g g u n g  m e n a n g  

g u n g  m e m b a y a r  b i a y a  p e r k a r a  s e b e s a r  R p * 3 ^ 2 * 0 0 0 , -  ( 

T i g a  r a  t u ^  e m p a t  p\xluh d u a  r i b u  r u p i a h ) ;- - - - - - - - ——

— M e n o l o k  .g u g a t a n  p e n g g u g a t  u n t u k  s e l e b i h n y a ; — — — ——

DALAM n^KONPftNSl t

— M e n y a t a k a n  g u g a t a n  r e k o n p o n s i  P ^ n g g u g « t - p e n g g u g a t — 

d .  r  » / T a r  «rum  t - T e r g u g a t  d . k .  t i d a k  d a p a t  d i t e r i m a  ?

— M e n g h u k u m  F o n  «r ~” g a t - p o n g g u g a t  . r * / T e r  c u g a t - T e r g u j^ o  t

d .  k . u n t u k  m e m b a y a r  o n g k o s  p e r k a r a  y a n g  t i m b u l  dolsra 

g u g a t a n  r o k o n p e n s i fy a n g  d i p e r k i r a k a n  n i h i l  y _________

—  - M e m b a c a  f Sur-at P e m b e r i t a h u a n  P u t u s a n  y a n g  d i b u a t  

o l e h  J u r u s i t a  P e n g g a n t i  p a d a  P e n g a d i l a n  N e g e r i  M e d a n  - 

t a n g g a l  l'* Mol 1 9 9 2  N o . O O / P d t . n / 1 9 9 1 / p N . pW 3  f Vopaclo -

k u s s s # ' i11 - j /•
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K u a s a  P u r a  T e r g u g a t  K o n p e n s i / i 'o r i '  P « n  5; g u/r a r. I lo k o n p o n -  

9 1 t e l a h  d i b e r i t a h u k a n  p u t u s o n  I-’o n g a d .i  1 a n  N o /r e j 'i  

tang S i a n t n r  t o n g ^ a l  21  A p r i l  1 9 9 2  N o . 0 O / P d t . G / 1 9 9 1 /

P N  .  P m s  f d e n n  so m p u rnn  ; --------------------------------------

— M e m b P c .T / ’ n r o t  C o ti»tnn  P o r i n ^ h o n a n - p o m n l i o n a n  bx>n — 

d i n g  yanc; <!.i ' m a t ,  o l e h  T . Al .r’ V I  I , ' • !! r < ' .ini t  m  o  Kop.*’ l o  —  

pada  Pon <rn <* i 1 n n Ke cjeri 1‘cn.-' t.iin^ " i  ;» n t n r  , : ’io fl in .(?- m o 3 in ^  

b e r t a n g g a  1 ?'• A p r i l  1 9 9  2 do n 2 1  M r-i 1°')-?, f H m n n o  d i c a 

t a t  b a h v a  V e n g "i ig a  t K o n p e n « i  /  P e r ‘inr.a f i V k  o n p « u . i i  d o n -  

P ara  T o r ifCHr'i' t K o n p e n s  i / P « r n  I'ftirt'nrat. Pr»k onp« :ifi  i t o  — 

la h  men gr» .in?:*»n pnrino’iona  n bf»nd"in<c ot»fl p o r ^ f i r n  d i m o k —

r u d |------------ ------------- ----- --------------------

-- Bahv^n I'onrc'cii.ir.at K o n p e n s  i / T e r . e u  '’•a t i!ek o n r o n .s  i / l  om —

b a n d i n g  dan  J nrfi T e r ^ u ^ s t  K o n p o n g i . / l ’o r n  i cn.vj^ujiot Jl© — 

k o n p e n s  i/l'.y r r» P e m b a n d i n g  d n lo m  rm 1 ~ ntck/ipi p ^ r m o h o n a n -

b o n d i n ^ n y o  t, i/la lt rnengo j nlcpn noM ^ri- n .- inori b>> n d i  n g ; ---

-- Ilohwa t <-> i* t. n n o; o d n n y e  iiorrV'lioc^n-^or-nolionfin l>i»n —

d i n g  t e l a h  d i .H o m p o ik a n  kfipodo pihaVr — p i b n k  y a n g  l iR rk e -

riaan d e n g n n  s w i p u r n a  ; ---------------------------- —  ———

------------------ T  :■*. NT A /■>' G - i i U M L'* * : ---------------------

-- M e n i m b a n g  , bnl’.wa k a r o n a  p e r m o h o n m i - p e r n o h o n i i n  ban-»

d i n g  d i a j u k a n  o l e h  P e n g g u g a t  K o n p e n n i / T e r g u g a t  R o k o n -  

p e n s i /P e n l i o  nd in  <r, do n  P a r a  Teriiuo :nt  K o n p o n n i / i ’itrff P o n ^  

g u g a t  R o k o n p o n a  i / i ’a r a  P o n b a r i d i n ^  daloin  t e n  ¡z p o r» g  w o k  — 

l u  y a n g  di b p n n r k o »  o l o h  U n d a n g —u n d a u g  d a n  t e l a h  m e m e 

n u h i  k e t e n t u a n  T o i n n y e  y a n g  d i b n n t f ? !v a n ,m a k a  p o m i o h o  — 

na n- ponno])onnn  h'Midin.c; t e r s e b u t  d a p n t  d i tor .if ’io ; --•*———

-- M e n i m b » n  t; , b a h w a  P e n g a d i l a n  T i i r / ' d  mntio r i k  »«3

da n  m e n e l i t i  « e u c ;k e t a  p a r o  p i h a k  b e r . i k u t  p u i n M a n  )!a  —

Vim p e r t a m a  a t a s  s e n g k e t a  d i m a k s u d  ;--------------- -
D an  seto.1.ah p e n e r i k e a a n  d o n  p e n e l i t i a n  t ® r « e b n t t l 'e n s o  

d i l u n  Tin^tri  b e l u m  s e p e n d a p a t  d o n g a n  p*it.»\«au U o k i n  — 

p e r t a n a  , k e c u a l i  p u t u s a n n y a  jsopa n .j"» ?*g rr»i<r/>nAi £lci?<3p-»

ai  k a r e n a  t**lak t e p a t  dan  l u n w i ' ,  *-edang p u i u s p o n y ®  —,

t o n  f .) M i ,   ̂ - J

-3-
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ten  t orí'; p-. ri.;.i <l¿»n Viol:cn;:or:;ii . ony ,i\-  ü  l^xi i — 

o kon  moiiibori *rc»n pcr*‘fcin!boii:';í>'?inyr> srondi.vi íso h«** it, í> i m a n a —

olean diiii*.« » «r.*» j; «libovfo’ii An.*i : ------------------------ —

:)\l.\'-' K» TV " •*. I ;
--- Me” ! ' fr̂ c-pt.i r\ o ’iM* ;>•> i ÍJ

j u k c - n  T r ' * ¡ i 1?  r ' , 'i 1  i  w r  1  ?» •, -r' r . i  c* 1 ' v ' . r%' u n  ' í i i l i a  J^r> —

i n  y o n » *  •<:' ?* j <1 i i j » n y s  V í'-.'-- u *  !>.•<■ . i b ' » V  p o T v f . / ^ u —

s o t  b o r u p ? )  ('.••■••i ’l i t a s  í' r r ; ( ' :í  t; ?:%•' .» f S vri!\'»; t ( ' r r . f t n l u " i  —

do I o n  : -------------------------------------  ---- -------------------------— —  —  —  —

1. .Veto I :>•••{ * ■« v-.-sn y. orí* f.' •; fc *-.o,'V)’?, tr'jr f ol —5~
Vei 3’ j.To, i V*y* \i'*'.; j »i>n !■. o. . / ,r*: •/ * 1'» *3̂/

# Slfí'f««;;»;* ’ „ *. O* CO? i * i.'; ( ! i: í* ’MI ! '<!• juta n:";.1! —
£*h ) t l<f»t •i'».-1 i p ?« >’ i p e r p o ’ i » ; r ? n  -.»on t -----------------------

2 .  l’o r j o n j i  ; « >\ "r-odit 1 1 v. r-’ / V / ‘'^  , fcang; -

&oI ÍV> 1»• :i 1 “ j h oí)OsOi' i i i >. í J« ím ~

lu b  jnl.r» km r. í o 1 •) , Veinud i d  n i don^on:——

% r o r .1 o M ,t iM  I »• .-o f i t  .Vo. .*• s  " '■/,: o * n " V v’ / :,í»i t ^ S  —

_ ■» ^ _ . . . _ % 1‘Í'ÍI — í f. -J nulub
.f jol  * <7 i 7 i» % •; o í  íí r  f*> ' . • *  *» * ‘ % » • • • «  _

j u t o  i*í •;» i r«?i > • Ion okh.5 r n v a  U\'r¡- ‘’!ü*1í*aii:

' í . P o r j a i j j i r n  N r n d i t  K o . f s / i  . o» 1 “* r>;>/ v /  ♦ t£mS

W l  rí"> 'V » ;  l/'* :? , K o b o « n r  . ? o . J '5 ?)u lu Ii

j\1 1 o r  »»»••■ - !, ) -----------------------------------------

---H a lw fi  ” n l  i  r* /,<*in t o l n :«  rn«n.T ni'r?» 1  'l'»-1-1 °  -lora»

tongsinnhpc ;?¡w’o tourrol ñ i o limará 1<)-Í' ^ v:3 1ccWO ” 
jibnn u d í ''V rirlimaqi íiutnn^ tor *o?)̂ t b •rpiní^h kop3-
rl/j o h  i i t * j  n y ,■) y . i i t u  [ ' o r a  *. - u , ‘ u  *■'** **v

.t?cX y O  ; o |  i-...••■j.cír X ' / í J l  í ; n t .*?n r  i o 1 í > b  b o r j i u - n  —

1 o h  s o  i >'■»* ••• »• ‘ • i » 1 7 ’ ! .  ^ ' j  „ 7 ^  — i •<f n*< p ’ i l n U

ri'tlíí.í 1 iiríií {'ti'«'»1. ^ “

j u h  r r  t u  • i ••;» p : i  ¿ u b  r * ’ ' T> i 'i '  - í .........................................................................   ”

— M o n i :  V . ' v i i ' T j l i n l w o  d i  i t i ' . t *  : **m ’ r ' :“‘1 * . *'

» .i V V ' 1 1 * *'.*'• —:'r*n :^,rM ' •* í I i»*'*-'

ĵ 7)íj r.1 •. ■*.,.» ÍÍC'.?**1-* ' ' •, ¡ ̂ v» •. i vi»
/ f

"i ’ ! I í ' i^oovr-oo £/•»
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m e n u r u t  p e r j a n j i a n  k r e d i t  t e r a k h i r  y o i t u  l ' o r j o n j i a n  — 

k r e d i t  N o .  P S / P M K / R C / 1 3  5 6 / V / 8 7  , t a n g g a  1  2 5  H o i  1 9 3 7  s « b e  

s a r  Rp» 3 0 # 0 0 0 * 0 0 0 , — ( t i  ga  p u l u h  j u t a  r u p i o l ’ ) d i t a m b a h  — 

o n g ko s  pena.crilian s e b e s a r  1 0  %  d a r i  nj>« 3 ^ *  0 O O .  O O O  f — ( t i 

ga p u l u h  j u t a  r u p i a h )  s e d a n g k a n  t a n  p o n n ^ u g a t  s e l_e

b i h n y a  o l e h  11a 1; itn p e r t a m a  d i  t o l  o k  ; --------------------- -

— —— M e n im b a  n " ,  b a h w a  P e n ^ a d ]  l a n  T i n g g i  t i d a k  s e p e n d a p a t  

d e n g a n  p o r t i ^ b o n r o n  h u k u m  Ilokim  p o i ’ t o m »  y o n g  m o n o l a k  —

g u g a t a n  p e n g g u g a t  t e r s e b u t  ----------------------------- —

— — M enim bo n .< i ,babw a  p a d a  d a s a r n y a  s e l u r u h  g u g a t a n  p e n e j  

g u g a t  d i t o l a k  k e b e n a r a n n y a  o l e h  piliak- T e r g u g a t  d a n  k a 

r e n a  p e n o l a k a n  t e r s e b u t  p i h a k  p e n g g u g a t  m e n g a j u k a n  -

•  l a t  b u k t i n y a  d o n g a n  b u k t i  t e r t u l i s  P . I  n o m p o i  d e n g a n -  

P . V I I  y a n g  t e l a h  m e m e n u h i  s y a r a t  untuk d i p e r t i m b a n g k a n

s e b e g a l  a l o t  b u k t i  ----------------------------------------

M e n im b o n  cr # }i fibiro d i ?  t o s  t e l a h  d i k o m u k a k a n  b a h w a  b  e n g  

k e t a  b e r m u l a  d a r i  p e r j a n j i a n  k r e d i t  d i o n t a r a  k e d u a  b e 

l a h  p i h a k  d im o n a  p e n g g u g a t  b e r t i n d a k  s e b a g a i  p e r a b o r i  —

k r e d i t  ; ------------------------------------------------- ——

Bahw a p e r j a n j i a n  k r e d i t  t e r s e b u t  m e n u r u t  p e n g g u g a t  - 

t e r j a d i  p a d a  t a h u n  1 9 0 4  k e m u d i a n  d i p e r p a n j a n g  p a d a  t a 

h u n  1 9 8  5 * t a h u n  1 9 8 6  d a n  t a h u n  l 'h°,7  j ---------------- -- ——

Dohw a p e r j a n j i a n  k r e d i t  p e r t a m a  y a n g  d i b u a t  d a l a m  t a  — 

h u n  1 9 B 4  y a i t u  p e r j a n j i a n  k r e d i t  N o .  P S / l ' M K / R C / N  o # 1 3  5 6 /  

V / 8 4 tt a n g g a l  2 5  M e i  1 9 8 4  t e r n y a t a  k e m u d i a n  d i i k u t i  — 

d e n g a n  p e m b e r i a n  jatjiirlan t e r h a d a p  k r e d i t  t e r s e b u t  d a r i _  

p i h a k  t e r g u g a t  k e p a d a  p i h a k  p e n g g u g a t  y a n g  d i t u a n g k a n — 

da la m  A k t e  N o t a r i s  d a r i  N o t a r i s  .S a u r  M e n a n g  S i n a g o  d i  — 

P e m a t a n g  S ia n ta i-  d e n g a n  d i b e r i  No*nor 2 0 2  d a n  b e r u p a  — 

p e n y e r a h a n  ITek M i l i k  s e c a r a  k e p e r c a y a a n  ( F i d u c i a )  y a n g

ju g a  d i b u a t  p e d a  t a n g g a l  2 5  M e i  lniVt ; _______________________________

M e n i m b a n g ,b a } u f a  d e n g a n  k e a d a a n  s e p e r t i ,  d i a t a u  j e  —

I s a  t e r b u k t i  s e c a r a  s a h  a k a n  a d a n y a  h u t a n g  a 1 r*huni •*/

i'u 1 i a /jeinm • • ♦
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M u l i a  Z o i n  p a d a  p i h a k  p e n g g u g a t  s e b e s a r  R p . 3 0 . O O O . O O O t 

( t i g a  p u l ’jh  j u t a  r u p i a h )  s e p e r t j  y a n g  d i d a l i l k a n  o l e h  

p e n g g u g a t  d«m  rlongan d e m i k i a n  Oflala>i m e n j a d i  k e w a j i b a n  

t e r g u g a t  u n t u k  m e l u n a w i n y a  s e i n k u  a h l i  w a r i s  d a r i  a l  —

m arhum  M u l i a  Z o i n   --------------------------   —  - — ----

—  — M c n i n b p n  K . 1' ahw a  s e l a n j u t n y a  b a h w a  «i d a p e r p a n j a 

n g a n  p e r j a n j i a n  k r e d i t  y a n g  d i b u a t  o l o h  k e d u a  b e l a h  - 

p i h a k  p a d a  t a h u n  1 9 ^ 5 » t a h u n  I9ft6 d nn  t a h u n  1 9 ^ 7  a k a n  —

j a t u h  t o m p n n y a  p ^ d a  t a n g g a l  2 5 M e i  1 .9&8  J-------------

-- M e n i m b a n ^ * h a h w a  m e n u r u t  pengerutrat j u m l a h  h u t a n g  —

p a r a  t e r g u g a t  p a d a  t a n g g a l  ?©  S e p t e m b e r  1 9 9 1  s e s u a i  — 

d e n g a n  R e k e n i n g  K o r a n  a / c • 1 1 . O o , O O 9 6 V- 8  t e l a h  b o r j u m  — 

l a h  R p . 1 7 H 5 ^ * 7 3 0 , —( s e r a t u s  t u j u h  p u l u h  d e l a p a n  j u t a -  

em p at  r a t u s  l i m a  p u l u h  e m p a t  r i b u  t u j u h  r a t u s  t i g a  p u 

l u h  r u p i a h )  s c M i a i  d e n g a n  b u k t i  P . V I  y a n g  d i a j u k a n  —

o l o h  piUftk p o n g K U g a t  i ----------------------------------

-- M e n i m b a n g , b a h w a  M aki  m p e r t a m a  p e r t i m b a n g a n  —

n y a  t e n t a n g  i i i i  m e n y a t a k a n  b a h w a  b u k t i  P . V I  t e r s e b u t  — 

t i d a k  d a p a t  d i p a k a i  sc'>aga-L a l a t  b u k t i  y a n g  a o h  k a r e  — 

n a  m e r u p a k n n  a k  t e ' d i b o w a h  t a n g a n  d a n  k e b e n a r a n n y a  d i  —

b a n t a h  o l e h  p a r a  t o r g u g a t  ; -------------- --------- ----

--  M e n i m b a n g , b a h w a  p e n d a p a t  H a k i m  p e r t a m a  i n i  o l e h  —

P e n g a d i l a n  T i n g g i  t i d a k  d a p a t  d i b e n a r k a n  k a r e n a  a d a l a h ,  

j e l a s  R e k e n i n g  K o r a n  a d a l a h  m e r u p a k a n  c a t o t o n  y a n g  d i 

b u a t  o l e h  B a n k  u n t u k  n a s a b a h n y a  d i m o n a  d a p a t  d i l i h a t  - 

p e r k e m b a n g a n  k e u a n g a n  n a s a b a h  t e r s e b u t  d a l o m  h u b u n g a n 

nya d e n g a n  R a n k  y a n g  d i m a k s u d  ; ---------------- -----

-- M e n i m b u n i  | lial'.va R e k e n i n g  K o r u n  t e r s e b u t  a d a l a h  b e 

n a r  d i b u a t  olt*h r t h a k  H a n k  Rornrfl »< *p ih «k  n a m u n  b i a s a 

n y a  p i h a k  n a s a b a h  j u g a  d i b e r i k a n  c a t a t a n  t e r s e b u t  u n  - 

t u k  d i k o t a h u i  d a n  i a  b e r h a k  u n t u k  m e n g a j u k a n  k e b e r a t a n ,  

n y a  k e p a d a  P a n ) '  a p a b i l a  c a t p t .n n  y a n g  term uat , d a l a m  R e 

k e n i n g  K o r a n  t e r s e b u t  m o n u n i t n v n  t i d a k  b e n a r ; __________

M e n i m b a n g  o „ J0 0
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-- M e n im b a n g  f b ohw a  d a l a m  kasu .g  p o r s  p i h a k  d i n t o f l , s e -

a n d a i n y a  R e k e n i n g  K o r a n  t o r s o h u t  t i d o k  b e n a r  m s k a  Mxi- 

l i a  Z e i n  la b  y a n g  b e r h a k  « n f u k  n e n b a n  t a h  k e b e n a r a n
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n i n g g a l  d u n i a , b a n t a h a n  t o r s o h u t  d a p a t  d i l a k u k a n  o l e h -  

a h l i  w a r i s n y a  d a la m  h a l  i n i  p a r a  t e r g u g a t ,  n a m u n  h e n 

d a k n y a  b a n t a h a n  t e r a e b u t  d i a j u k a n  b e r d a s a r k a n  d a t o  -

-- M enim hun .c ;,bah w a  P e n g a d i l a n  T i n g g i  t i d a k  m e l i h a t  -

da la m  h a l  apa  * a j a  b a n t a h a n  ynnjf d i a j u k a n  o l e h  p a r o  - 

t e r g u g a t  a t a s  b u k t i  l’ . V I  d i a t o s  d a n  d a l a m  h a l  m a n a  

s a j a  apa  y a n g  t o r t o r a  d a l a m  b u k t i  P . V I  t e r a e b u t  t i d a k

m e n g a n d u n g  k e b e n a r a n ; ---------------------------------- —

-- M e n im b a n /t jb a h w a  o l e h  k o r o n n h a l  t e r a o b u t  d i a t a s  -

t i d a k  d i 1 n k' u k a ri o l e h  p i  bal-: t e i ’ jinjiat m a k a  b a n t a h a n  p a 

ra  t e r g u g a t  t e n t a n g  b a l  i n i  o l e h  P e n g a d i l a n  T i n g g i  - 

a d a l a h  tidt»k b e r a l a s a n  d a n  k o r o n a n y a  d i k e s a m p i n g k a n  j 

——— M enim ba  n g , b a h w a  s e l a n j u t n y a  m o u g o n a i  t u n t u t a n  — 

p e n g g u g a t  a g a r  p u t u s a n  d a l a m  p o r k a r a  i n i  d a p a t  d i j a  - 

l e n k a n  den.ran  * e r t a  m e r t a  w a l a u p u n  a d a  v e r s e t  m a u p u n — 

k a s a s i  y a n g  ol oh H a k im  p e r t a m a  d i n y a t a k a n  d i t o l a k  k a 

r e n a  t i d a k  m*‘r )enuhi k e t e n t u a n  P a s a l  19.1 RB<<# P o n g o d i -

l a n  T i n g g i  t i d a k  s e p e n d a p a t  ; ----------------- ---------

____ M e n i m b a n g , b a h w a  k r e d i t  p o k o k  j e l a s  d i a d a k a n  o l e h -

p e n g g u g a t  d e n g a n  M u l i a  Z e i n  b e r d a s a r k a n  A k t a  N o t a r i s -  

t a n g g a l  2 5  M e i  1 9 ^ 4  N o m o r  2 0 2 ;  D e n g a n  d e m i k i a n  j a l a s -  

a y a r a t  y a n «  d i m a k s u d  d a l a m  P a s a l  1 9 1  Rllg t e l a h  t e r p e 

n u h i  j- ----------— ------ ------------------------- -----

„ —  M e n i m b a n g , b a h w a  m e s k i p u n  k e t e n t u a n  d a l a m  P a s a l  - 

t e r s e b u t  d i n t a s  t e l a h  t e r p e n u h i  n a m u n  r a o n v n i t  P e n s a d i  

l a n  T i n g g i  u n t u k  d a p a t  d i  ja  t u b k a r in y a  p u t u s n n  s e r t a  - 

m e r t a  p e r l u  ptila d i p e r t i m b a n g k a n  c e g i  u r g e n » !  d i j a t u h  

k a n n y o  p u i n s a n  s e d e m i k i a n  ; ------------- ------ — - - —

Hekenin.cr K o r ^ n  t e r s e b u t »n p i u n  n o n g i u t  ia. t e l a h  me -

d a t a  yan«r l a n g k a p  b u k a n  s e k e d a r  m e m b a n t a h  s ^ j a ; -
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-- Mcninriojj/i, lirhwo rialom lea s n»  r l ip to s  nii'ngl n r'o t  poci o

G o o t  i n i  laenurut  p e n g a m a t a n  P o «1 *?8 dilo>u t o l e h  —

c u k u p  b o n y o k  t a r , 'ja d in y a  k r e d i t  y o n p  m o r: o t d a l a m  pel\i— 

no a o n n y .?  , «•?li5 tir.qo tncrbcrr.tk."in I m p i  b c r o p o r r s i r y o  H o n k  

s o c o r o  bc i k rr.rko P e n g a d i  T on  T.i nnftji me .1 i b a t  a d a  o l o s o n  

u n t u k  n c v r o l 'u l k n n  p c r m c h c r /in  p a  n£ ;;r.r;a f. o j ;a r  p u t u s a n  —

do p o t  d i j a l a n k a n  d e n g a n  s e r t a  n *  r  t a ; ------------ —---

TULAM  PRy.(-MlTV?:i :

-- M c n im b o  n.c; f b a h w a  m e n g a n o i <cm «rotan J 'aro  P o n g .^ u g a t  —

R e k o n p o n a  J tT ou.rod i  l o n  T in .f .^ l  jufta b o l u m  .s e p e n d a p a t  -

d o n g a n  p o r t i m b i * n g o n  H r k  ini p o r t o n ,■> k r r o n a  m e s k i p u n  —

gufeaton tersr-hut se o ln )i- cla li  b o r a i f o t  p r i b a n i  n a m u n  —

no m po k  j*» l o s  boluf«  guy.otflri t a r n o b u t  ' 4 t u  jnlcnn t o r h o  —

d a p  T e r p u s a t  d o l a n  R o k o n p o n s i / r e n j v .^ u ^ a t  d a l a m  K o n p o n -

ni ;-------------------------------------------------------------
---M o r .in h a  n , bnb.wa 9 « j a l a n  den*ran p n r t i m b a n ^ a n  da .lam

\

kenpensi ^ irior,,? A-c nr-cr?’i i dapat <J< i kobulk.i.n,ma
ka odoloh beralasan gag&t&tt rokonpor.si scpar.jong rac - 
ngonai hal — hal yang borkflita» dondon jujntan konpen —
s i  tfir5 fibut i’ r r u s  H i n y a t a H o n  ^ i t o l o k ; ---- — ---------

-- , s o l v a  jvrtr.ya b o b w a  b e r d a s a r k a n  apa  y a n r -

t o l a h  d i u r a i k a n  d i s t a s ,  j e l a »  me•■'unjnkkan b a h w a  p u t u  — 

s a n  Hokiin  p t r  tan.a o l o h  lJe n p a d i l a n  T  i n  i'* r; i t i d a k  d a p o t  — 

d i p e r t a b a n '- a n  d a n  h a r u s  d i b a t a l k a n  d a n  u n t u k  i t u  Po  — 

n .q o d i l a n  T i  n £7; i a k a n  m e n g a d i l i  s e n d i r i  s e b ir g a im a n a  —

a k a n  d i s e b u t k a n  dale»-* am ar  p u t u n a n n y o  di b a w a h  n a n t i  ;
• . , . .• . , . .. % . # #4 ........

--- M o n in b r - n r , b a h w a  o l o b  k a r e n a  p i h a k  lJa r a  T e r g u g a t  - 

K o n p o n s i / i ' a r a  i en.^.^uarat ^ e k e n p o n n  i / l ' a r o  ^ e m b a n d in j?  - 

t e t a p  b o r o d f  d i  p i h a k  yan j ;  d i k  d .r b k a n  m a k a  p o r  lu  p u l a  — 

d i h u k u m  u n t u k  ^ o n h a y a r  b i a y a  p-^rkaro laalk  r¡a Vam t i n g 

k a t  p e r t a m a  m a u p u n  d a l a m  t i n e k a !  bandín--: ; ___________________

.— - M o m p e rh e v . ’5 k a n  »'asa.l d a n  t:?idon5:-undar ;£  voivt b o r  r
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b e r s a n g k u t o n  ; ---------------------

------------- M E N G A D I L  .1
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- M enerim n  por:’iflionan-permn]ioi\nn h a n d  i n'- d a r i  ) o n g  —

g u g a t  K o n p o n s  i / T e r g u g a  t R e k o n p o n s i / ] 'n v i b s  riil i  n.«1: d a n -  

Para  Ter^nj'int K o n p e n ^ i / !  fri) i’eii'v^iiyrit ?!rl'- n n p i ' n s i /  

P a r a  I'onha-nding -------------------------------- —

- M e m b a t a lk a n  p u f  u s o n  P o n r o d i  ] o n  N o ^ o r i  r p n .  t o n g  S i  —

0 7itor t a n g g a l  ?.l A p r i l  1 9 °-  l!o. Mo/Vrl t / a / 3 O O l / J 'N -  

Pm s , s e p a n j a n g  put\isannya tontoii.T K o n p f t n s i  «ion "le- 

k o n p e n s i  ; -------------------------------------------

-----------------m? K g P  77,1 : ----------------

DALAM p:K :

- M e n y a t a k a n  l'k.scjisi p a r »  t e r i n g a t  t id a lc  d .'»p o't d i t e 

r i m a ;  ------------------------------------------------

DALAM KONI :

- Monpobul  k au  ^ n ^ n t o n  p o n ,?1i,.'».r a •"< uu i ’ uk 'h»1 •irn lu iv a  5---

- M enghukum  ter^ugat- tererucrot  sr»ha i  a h l i  v:nri. s M D 

M A  Z F. T N dor.nr.'j t o n ^ s u n g  rnnl.;»i'f' *>n1 uk m r r ih .iv a r  — 

h u t a n g n y a  krrpad.o p c n g .^ n r a t  Rf;!>onor ' Jp .  1 7 ^ • 'i 'i M * 7 3 0  t

(soratn.M  <11.11111 p u l u h  d o l a n a n  j u t a  a m p a t  r a t u s  l iioo
\

p u l u h  o n p n t  r j b n  t u j u h  r a t u s  t i  ^  p u l u h  n i p i a h )  ;

- M enghukum  T c r ^ i i ^ a t - t e r g u g a  t s o c  n r n  t a i\g gunjc r o n  -

t e n g  m em b aya r  o n g k o s  t a g i h  s n l i o s a r  1 0  d a r i  I v f > • 1 7 $  

 ̂ # 7 3 0  , - ( <«ora tu s  t u.i uh p u l u h  d o  1 ?' p o n  j u t a o m p o t  —

r a t u s  l im a  p u l u h  em pat r i b u  t u j u h  r a  t u s  t i g a  p u l u h  

r u p i a h ) ; ---------------------------------------------

- M eng h uk um  T  e r  g u g a t - t e r g u g a t  n o c a r a  t o n g c ru n g  r o n  —

t e n g  u n t u k  m e m b a y a r  b u n g a r y a  a o l io s o r  i>- ,r>’> °j p e r b u -

l.an d a r i  !?p. 7 7 °  * 'l . 7 3 0 , - (  scvra I 113 t u j u h  p u l  u b  d e l a  

pon j u t a  r n p a t  r a t u s  l im a  p u l u h  o»ipat r ' i b u  t u j u h  - 

r a t u s  ti.ga  p u l u h  r u p i a h )  — > 0 , 0 0 0 ,  ( 'O O j  - ( t i g o  —

p u l u h  j u t a  r u p i a h )  = Rp* l'tft, fl 5 1* • 7 3 (>« — ( .sora  t u s  etY»p*vt 

p u l u h ■ d o l n p a n  j u t a  orapot r a t u s  licia  p u l u h  cn>pat r i  

bu t u j u h  r a t u s  t i g a  p u l u h  r u p i a h )  t o r h i  t u n g  s a j a k — 

t a n g g a l  1  f,k t o b o r  1 9 9 1  san’p n i  liut a n g n y n  t ot~r. ol»ut — 

l u n a s  d i b a v o r  -------------------------------------- —

- M enyo  takc»n s a h  d a n  b e r h a r g a  s i l a  , i a '■ 1 i  u  n n ( C o n  s o r  v  a  - 

t o i r  U e s l a g )  y a n g  t e l a h  d i l e t a ’ k a n  b'*r « y r k a n  — 

P e n e t a p a n  K e t u a  P e n g a d i l a n  g 'M 'i i‘* c»»*>. • I. ■=> 1 ^ s i  n-itar-

t a n g g a l  r> !;< 'ppmhcr 1 9 9 1  N o . V - l / j  o n , : ’<it- /  7 1 9 ' ' 1 ' / !  N

I’ms j --------------------  ---- ----- --------

i r t«vr> I :■ ka ■« ......
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— M c n y a t n lc a a  putuson in i  rl ‘P n  t rti jolonkon dengon a e r -  

to morta (llitvoerboar V>i. 3 Voorrsnd) ^ í e s ^ i ’.inn orto - 

porlownnnn monpun k o so si  ; ---------------------------------------------------------------------

DAT.A?t ni’.T;ONM'̂ .N̂ I :

— Menolal? j^u^ntan 1-pro Vcnr.(f,vi<i;Qt Hok oup oiisi/l’oro Ter

gugat Konpensi untuk solurnhnya ; ---------------------

- M e n g l i u ’cun P o r a  T p ' * g u R ^ t  K o n p o n s i / l ’o r a  Penj^sru s a t .  R o -

k o n p o n s . l  s o c o r o  t o n K S v m s  r o n t o n o ;  u n + .u k  r a o m b a y a r  ^  

y o  p p r l- n r a  d o l o m  k e d u a  t i n ^ k o t  p o r o d i l o n  y s n j ;  dalotr . 

t.in g l e <* h b o i K l i n t ;  i ú n p . ; a  k i n i  (U p< ?rk .lr * ;V :! ‘ U  p o b e s o r  - 

R p .  tiuo p u l u h  l i m a  r i b u  r u p i a h )  •,-------------

- M e m o r l n t . p ’. i k e n  p e n g i r i m a n  s n l i n o n  r n s m i  d a r i  p u t u s o n

i n i  b o r . i k u t  b e r k a s  p e r k a r a n y a  k e p a d a  K c t n o  P e n ^ o d i — 

l a n  N <;K.t'ivi. I’f i n o t o n c j s i a n t a r  ----- ---------------------

--- D K M T K 1  A m .A ' . I  d i p u t u s k a n  p a d a  l i a r i  S e n i n  t o n r ^ D l  aft

September 1 0 O O dembilan puluh »lua>ol.eVi Kawi t W « AK1YMAD —
M A :> R U I .  , , H a k i m / K e t u a  P e n g a d i l a n  T i . n  jr.i M e d a n  s e b a d a i

VHakim Tun.^col , put\isen mana pada hari itu ,\urc** d i u c a p — 
kon d» Inn nirlan,^ terbuka untuk \w\utn oí ob ilííkin "terso — 

but d e n t ó n  f1i.Viac\ix*i olc.Y\ oi\<tVv0.u Syukur N o srvit.ioTv%Pr> 

nit era ti , a k a n  t e t a p i  tidak dihodix*i oleh k e  -

dua b e l a h  p i h a k  y a n g  berporkar«';---------------------------

PANITICÜA .1 ' K t A N T I ,

d l. o . d to .

B i - b  i f y r» por^ora t«

l.Rertaksi putusan 
2 #Motorai putus on
l #Arim i ni a t r a s i

r,p. 1 0 0 0 %
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u , s  *,i a N»

N o,' OP /Pdtl^ G ^ f i W i ^ A  PN ~fMS_. . • ' • •

1 • ?V- • i •
"  DEMI KEADILAN : ' B O t l ^ S A ^ A i ^  MAHA E S A  "  ;----

PE1IGADILAN NICnJJRI DI -PEMATANG SIANTAR, yang memeriksa dan mcn£

n di li  porkara— perkara Pordntn •pndov.'tia^nt' portnmn, t olah monjatuh-

an putusan oobagai berikut di bawah ini di.tlnlnm perkara antara j--• ; • . ’i". - 
P .T .B A M i SURYA NUSANTARA 'CABANG 'PEMATANG SIANTAR, yang berkmiu• • V4 ’• •
dukan di Modan, boraliimat' di Pematang Sinntnr, Jnlnn Sutomn No 

?6 , d iw nkili • oloh. Pemimpin.Cabang, dari dongan demikian atas.'—“ '• ’*• • ** • * * *
an antuk PT.BANK SURYA NUSANl’ARA t er seVliir, ynrng .• dai .fjr. -

■i i mU« 1 4 V  nn no mr #-» yrr> »i r* cmi)\ kurrh 11' A1 % I Jt" TIT" *J?. y. I V. * % i I

-*• • • • * **V*r •* . # * *
solanj nt nyn dnlrvn/hn 1 ^ - i n i 13obat *'g obn ptni PIsHOOUftfT ;— ...............

* • • y* '!/. *. ' **. y * |\ j —  —  —  —— —— _
A1I1.T WARIS almarhum MULIA ZEIN (dahulu bernama' TJXÜK A TJCNO -• * ' . v. N'.' •'V •'' ' ■
a l ia s ' TJ10K* * J O E t R i O I ---------------- ---

:• ■'•***•■■.* !':V •!'' ■' P’--' .'«-O .'s. ■' '\!'w . .. •• * K j» *. 1* . i  ̂ Y' •* *
loM A G D A :.'(d a h ^ l ’iDJIU),  isto rl almarhum ;■ • , - .;. a,v. :■' •
2 . ROBERT ( daliuiu bernama TJIOE  LIAN TJU ) ,  anak a Irv« r h um ;

3cRIDPL (dahulu  bernama:TJIOE  NIEN T5JIEN ) ,

•\ • • 'i * * *
■4 t>RICHARD(dnhulu bernama TJIOE  NIEN SIUNO)«

5* JOHNNY (dahulu  bornama. TJIOE  NIEN WAI ) ,

6 *PITER (dahulu  bernama ..TJIOE 'NIEN ’.-TJAI ) ,

7oM E R Y ( dah ul u bornama TJIC E  MOj-J T JIN  )j annfc almnrhum ;

Ö .N  O R A (dah ulu bor nama; T JIO E  MO E, RJNG ) f anak almnrhum ;

mani ng—masing .beralamat :di Jalan  .Ado Irma Suryani Nasution No*

05 Pematang S ian tar  'j---- --- ----- ---- -------------- -----

yang dalam hal in i d iw akili oleh Kuasanya yang nah buat itu  , 

A Y U B ,  S H . ,  berkantor di Ja lan  Prof.IUM*Yamin, 511.(Bukit Bcv- 

r is a n  Dalam ), No.5-Q Medan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal

anak almarhum 

annk almarhum f 

nnrüc nlmarhum ; 

a nak a 1 ma r h um :
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,/ • ( 2 ) 

^ tertanggal 17 Nopember 1991  ' ;~

w  selanjutnya dalom, hal ini disebut s o bagai TUmJGAT-T^RGUCiAT j

PENGADILAN NEGERI T Hi SEBUT ;---------------------------

. Telah membaca surat-3urat perkara yang borsnn^catnn ; -------------

. Tolnh mendengar keterangan kedun bolnh pihnk yang b o rp e rk n m  ) 

TEMAN G DUDUK NT A PERKARA t
v • m ■ ■■ — 1 » ■ »■ ■ ■

Menimbang. bnhwa Penggugat dengan Surnt Ou/rntnnnya t e rtan g g al—

m r :  ‘
Oktober 1591» yang telah didaftarkan di K opanit eraari Peng ad ilan  — 

Negeri Pematang Siantar, pnda tanggal 1 N^po/nber l ^ ^ l ,  dongan nomor — 

j. fio/Pdto/CU/l99l/PN-pmg. , telah mengajukan gugatan atan d ir i  torgugat- 

-Tergugat, gugatan mann pndn pokoknya bor bunyi sebagai berikut : ---

’’,/V
;T  *-bnhwa almarhum Mulia Zein semasa hidupnya telah borhutnng kepada  Pong 

gugat yang boroBal dari fasilitas  krodit yang teroantum dnlam Orosso— 

Akte Persetujuan Membuka K redit” , No*202, t. angoni M «s i 1J04, J o • 

Perjanjian Kro'Ut No« Po/FT-K/RC/No. 1556/l/P>4, nobei?nr Rp. 30« 0 0 0 ,  0 0 0 «— 

(Tiga  p ulu juta rupiah ), ynng diperpanjang mani n gemasi ng pndn tanggal

25 M e i 1955> tanggal 25 M e i dan tanggal 2[> H e i 1 9 ^ 7  ;---

, -bnJi;;a fas ilitas  kredit tersebut harus dilunasi Relambnt-lambnt ayo pa

da tanggal 25 M e i 19^/3 ; --------------- ---------------------- -

—bahwa kredit torsebut diberikan dalam hubungan Rrkening  k o rn n ,  deng

an bunga sebesar 2 ,7  $  per-bulan ;----------------------- r-------

•-bahwa pada t- nggal 30 Septembor 1951» hutang .dimaksud sesuai dongan —

Rekening Koran a /o .  I I .O O .O O 964-B telnh berjumlnh nobeoar R p .-------

178*454*730 .-  ( Seratus tujuh puluh dolopan ju ta ,  empat r a tu s  ^ima —

puluh empat ribu , tujuh ratus tiga  puluh rupiah)  ;-----------------

»•bahwa berhubung karena yang barhutang, y a itu  Mulia  Zein  te lah  meni nf*- 

gal dunia, maka soluruh .Ahli warisnya, y a itu  Torgugat-Torgngat harui>- 

bertanggung jawab untuk hutang-hutang yang dip .rbunt nleli almnrhum —

Mulia Zein tersebut ;-------------------------------------------

«■bahwa Penggugat telah  berkali-kali 'mo.npor.ur^.if.i Ahli w aris  almarhum ~ 

Mulia Zein, akan tetapi hingga saat ini  hutang d i m a k s u d ................... ... o
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dimaksud _belum diselesaikan ;-- ----------- ---------------------
V/** • - •

—bahwa sebagai jaminan hutang tersebut oleh Almarhum Mulia Zein  te lnh

d iberikan  kepada Fenggugat berupa i---------------- -------------

’’Sebidang tanah aeluas 7 * 544> 70 M2, terletak dalam Propinsi Sumatjs 

ra Utara* Ketamadya Pematang Siantar, berikut dengan segala sesuo— 

tu  yang boradn dan terdapat diataa tanrih tersebut , dik© —

nol sebagai Jnlnrt Tnnfih Jawa, Desn Kampung Melayu, sebagaimana di

maksud dalam Sertipikat  Hnk Pnkai No .0022 , terdaftar atas nama --

Mulia Zein” ; ----------------------------------------------

►-bahwa antuk jnminan tuntutan Penggugat ini. pori u dilotakkan nita ja— 

minan atas hartn kekayaan milik Tergugat-Tergugat , baik atas yang — 

bei-gerak maupun yang tidak bergerak, nntai-a la in  Hak-Hok dan Rnngun- 

an yang terletak di Jalan Ade Irma Suryani Nasution No.fl5 Pematang — 

S ian tar , beserta barang-barang jaminan seperti yang diuraikan di atas 

—Selanjutnya dimohonkan kepada Ketua agar menentukan suatu hari
V

perBidangM/i memanggil pihak— pihak yang berperkara untuk meme

r ik sa  perkara gugatan i n i ,  &T\n dimohonkan pula agar diambil put usan-

sebagai berikut t--------------------------------------------

l#Mengabulkan gugatan Ponggugat untuk keseluruhannya ;--------- -- •

2oM©nyntaknn syah dan berharga atas sitn jami nan ynn^ telah dilaksrv-

¿•Menghukum Tergugat-Tergugat selaku Ahliwa r is  alm. Mulia Zein, se

cara tanggung menanggung membayar hutangnya kepada Fenggugnt sebe

sar Rp* 17fl*454«730o- ( seratus tujuh puluh delapan juta, empat ra 

tus  lima puluh empat r ib u ,  tujuh ratus tiga  puluh rupiah ),  ^orikut 

dongan bunganya sobe^ar 2,7 $  per-bulan, terhitung Rejok tanggal —

1 Oktober 1991» 3ampni hutangnya tersebut lunas dibayar ;------- .

4#Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung menanggung membayar —

ongkos tagih  sebosar 10 $  ;-------- ---------------------- ---

5oMenghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung menanggung membayar*. *
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( A );
membayar liinyn perkara ;---

6#Monyatnknn putusan ini dnpnt dijalankan dongan aorta mcrta (Hit — 

^  voerbaar bij Yoorraad)* meskipun ada PoHnwanan Y rvindinr atmipun-

>ll
' „ ■>-K{\snsi ;-- —..........................*----------------------------

' f h / V  ̂ Menimbang, bahwa pndn hnri porsi-?nri/rnn y*mr tc-lah dit«ntuknn bt*-

rj4r)l ) ? ]
^¡shi! pim’ef ik saan perkara ini. kedua belah pilrnk ynnr bor r rknra den/ran di

r 0 V» *J«*fcili oleh Kuana /norekn masi ng-nnsi nr. hadir monr.h''dap pei'pidnn/mn t

dirnana sebelum prmoriksaan perkara ini dimulai, l?'*kin talah terlebih

dahulu men/;urnhnkan pordanaian di antara kedua belah pihak ynnr ber ~

perknrn, akan totapi tidnk berhasil, krrnnn mana poroeriknaan dalarv-

perknra ini dimujai don/ran dibncakannnyn mrnt rMninn Tbrir/>ji/*nt —

oleh Hakim, yan/r ininya t ernvnta tetap di pertahankan aleh K im n  —

• Pen/r̂ u/mt ;------------------------------------------- -
Mcni/nban/?, bahwa ntnn adanya /ru/yiian lornrhiit, ri hak Torru^rt —

Teryjupnt telah n-r»nrnjukan eksopni dan .jawnranr\v'n t 'r  tanrral 19  Cfc—\
tobor 1991> ynnr V,,*r'»nr\yi fiobn/»ai birilnt I------------------ -

-DAUI' 3C5iCPGI *------------------- ---------------------

—bahwa pnra Terfj^at n e cara toflan mondial' dalil-dalil ron*7*u—

gat, sspnnjnn/r tidak ada yan/r diakui d ib ^ n ’’* i™ »----------- — —

—bahwa ftti/vitan Trr>'r".r'\t pada p^kokr\Vn/dar.arny a adalah ditujukan k<^*

pnda Ahli 'hrir. a.lw*?fulia Zein ;------- ------------------- "

•"bahwa oleh karena mantan Penfifiuflat. ! i t ■j.pjk.an k «-»pada Ahliwnrjs alm* 

Mulia Zain, «raka roluruh Ahli w.".** i s lai r*nya bnrns diik»rt aortn-

kan didalam «urjatan nolaku Tor£u/*at ------

—bnhwn dengan donikian /sunatan Fenr.™ir*vt I c i m ^  noror'irnn, .jadi repaji 

jan/» yan*» ditujukan kepada para Ter/vimt adalah tidnk bnralarsan , 

oloh karena 5t»i harnn dinyatakan t jela'*: d*ipM*' di »’a ; ——. ^

DALAM HX(:K PjvO RA t-----------------------------------*--

—Sebala nosuatu yan,? telah diuraikan dnlan ba/rvia ok r?'»pai diatnn,ni>- 

oara mutntin-nnta*vH 3 mchon dianrrap tel'1*' d 1 fa •r *n_.« . 0
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0  ' — • */V. 1
i . n I sHt. eobopn
7  Vt, •
- U  i knn/Jnni nn

1 *'-£:!] / - f

climasukknn dan diulnn/; kembali drv\T\n v\v s y \̂ \ S^S *_____

—bn h wa P q n s: w  t/?’. I- didalnm n urat Gurntnnrtyn mnrirnt nf'-nn A 7 m. ffuJin — 

O'S-.N-v Zoin scRnnn hidupayn t olah momporolch fasilitas  kredit dari Fonfttfu - 

isar Hpo30. U )0. 000.— (t i^a  puluh juta rupiah ), dongan ma'vTviri 

Inninan barupn s o bidan,- tanah nc-1 nan ?or>>M,70 MP, r.e ha/rvi mana di 

mn&s'-id di dalam ¿Sertifikat llak Pakai N '>•0022. dan fa s il ita s  kredit —/ • J  1o Cl ’ ,
-- torsebut harun di lunasi selambat—lambai-rv/a tanrr.al .?S Mei Ipflfl --

— bahwa andaikatapna bo.nar (Quadnaon), alm. Mulia Zoi n semasa hidup — 

nya ada mondapat fa s i l it a s  kreli t d-• n.~nn ja-»d n.*»n soVtnaimana dimnk — 

sud Penf»/r.i/*at H:*ilar.i aurat flu/ralannya, ra^un para T -»»Tu/rat sama se

k a li  tidak  pernah no.n/rotahui alm. Mulia 7,*'S n t olah borhutanr: kopada—

—bahwa di -napi n," itu  para Terfju fiat tidak pornah ada menerima wari nan 

berupa apapun dari alm. Mulia Zeinf b'iik sama n a hidupnya, maupun se-

— bahwa deor.a.n domikinn prwrv Tor^'V(^vV • \V'V'\ • V: 1 i ••r,u,v --i

h;\n,T: awaji ban dan t nn/v;»n^ jawab u.\>tiik mol na-tri *v-'a i-------------

— bahwa penyerahan o ca^jLfijcat Hak Fiikai. lio.0 -22-milik Tergurat (Ma^da) 

kepada Penr^ur-at adalah tidak ayah d-\n bortonl-an/ran dongan hukum,kr*— 

ren a  penyerahan flortifikat torsebut dilakukan tanpa adanya i j in  dari

( 3 );

Tor^u^at (Ma^da) selaku i st eri syah dari alm.Kuli a I W  n ;----

—bahwa sebaliknya Penr^u^nt didn.lam penguasaan Sorti fik-at- I!rJ: Pakai - 

No. 0022  milik Tor/ru/rat (Magda) adalah tanpa dasar hukuri, dan ■•loh kr\ 

rana i t u  sudah sal ayakt\/a harus »1 i '»arahkan k^mVal i 5'onada Tw/tu/rat —

(K n gda) ; -- ---- ----- -- ------------------------------------

—bahwa secara Y u r id is , rca/ralihan dan pon r« p «»’a n b^ru^a '•r^pMn atar>- 

hartn  kekayaan b.->raama, supaya dapat- di mv a l' a.1-a n syah dan b'-»k «kuat an 

yakni den/’.an «••da.'V.’n i. j i n dan persetujuan da~i i V  r»»\t ataupun suamij 

—bahwa selanjut, r\vn Pen^gu^nt monyatakan pada tnn/pral 30 ftort «inbcr — 

19 ^ 1 1 huta.’\/T d i ■*>• ’■ au'l 'L ulah ber jamlah H p. 17fl*4 r>4*730  ( scmttirs»»• • 0
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( 6 )j
(sorntun tujuh puluh dolnpnn jutn, emp.il. ratuo linn r'i] nh O n ra t. riku»

tujuh ratuo ti*n riilnh rupiah) ;------------------------------ ---—7

\ V **b?»hwa dari jumlah hutang yang disobutknn nloh Peniru ¿»afc nobosar Rp*-» »•*>
y l1Kj®«454o730o-f tertanggal 30 September 1991» jika di bandin^Jcnn don/^m

lj hlS,'i
‘U j ■ >tiing pokok sobesar Rp#30# 000*000.— tortanggai 25 K 0 i t orrnrn

» / , *
- .tfi fcengguint dnlam hal ini tolnh melaksanakan prakto*: rtorvrar: mom

bebankan bunga berbunga, dan hal sedemikian rupn tidnk diperkenakan —

Undang-Undang, oleh karena itu harus di kerampingan ;------------- -

—bahwa dari jarvfca wnktu /  tanggal jatuh t nmpo fasilitan kredit ssebt>- 

gaimana dimaksud Penggugat ( i,c« tanr~il .?5 Moi 19^®)» «ampni dengan 

gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan rciurvli 1 nn Nn/*/*rl rpm-ntnni^ 

Siantar, cukup jalan menbuktikan itiklid buruk dnri Ponr:/»ii/*atf dimawv-. 

Penggueat secara sengaja tanpa melakukan tagihan secara syah a m r  — 

fasilitas kr-2dit dimn’o u d  semakin bertr.mhah honar hi nr./ra "''slnnpani 1*a

tas kewajaran ;----—■ ——--------- ------------------------ v------- —

—bahwa dan jusa Penggugat tidak pernah menyerahkan k? pada Ter/r.i/rnt 

Rekening koran ain. Mulia Zein sebagaimana kewajiban darj ^en/r^ugnt ; 

•«bahwa dengan demikian gugnlnn rois/v-'i, at r—iTi •; tirink mompurvj'ni—

dasar hukum, dan ¿u/*a 'liajukon dengan dilnndnni itikad huruk dari — 

^enggugat, oleh karena itu sudah sopanfcanry'a gugatan P^nrmrat haru**-»

ditolnk untiik seluruhnya ;--------------------------- ------—.

—Bordaaarkan uraian-uraian tersebut diatas, mnhrn kiranya Bapak Hakim 

Ketua yang terhormat. burkenan menolak gugatan Fongrugat. untuk seluruh

.. —Segala nesmaf.u yang t*lah diuraikan rM<,a b^/rian 1‘Vn^p^i p«**ta dalaitv- 

Pok«k Perkara dial-nn, n<3cara mutatia—mutandi p mhnn dinnrpnp t**lah di 

maou'cknn cl̂ .ri •■}.i uian« t--<r’vili. di.lalam ^urat Hnlik (nkf>npon:5i ) dijawab—

—bahwa antara lain ain. Mulia Zein dengan Tergurat (lra*da) adalah*»**
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( T )?
ndalah merupakan suami isteri yang syah, oleh karena itu  terhadap sebi 

dan£ tanah seluas 2*544»70  M 2 . ,  set empat dikenal Jn?.an Tanah J nwa, De~

y,
sn olayu Pematang Siantar, sebagaimana tersebut diorvlan Serti fiknt —

Hrfc: Pakai N o *0022 , adalah merupakan harta kekayaan bnrsama :■------— —

) ____  ... -'
•^Ihhwn Penyerahan Sertifikat  Hak Pakai nn .0022  ynnr: menjadi harta keka

i '
1 •’ yaart bor sama antara alm. Mulia Zein clen^nn para F e n ^ u ^ n t  dr./Tcr/m gat 

d k • (Ter^u^at Mn/rfn), adalah tidnk n.yah dan tfdak berkekuatan karena - 

penyerahan dimakaud kepada Ter^n/rat d ro/Vonmir^* d k . ,  tanpa adanya i— 

j i n  dan persetujuaa  dari pnra Fenf^u/yit <lr*/rprr.',rr>t dk. (Terpusat Ma*- 

d a ) ,  hal mana torrijkti den/ran tidak adarv/n suatu bukti nuthentik yanf- 

monyat akan ten^.nn/r prrsot uj uan para Ponr^'!-r'!̂  d .r  o/para Tergurat dk* ,

—bah w,a oleh k.nrrna penyerahan Sertifikat  Hak Tak a j n^vOO,?J>*t <"i* j:^bu+. di. 

atan dilaksanakan r.eoara tidak, nyah, nak r» pobn.l iknva pula Trrrurnt dr . 

/T en rru ^a t  dk«, didalam menguasai dan menahan Sertifikat Hak Fakai no. 

0022  y f\f\WQVU\'akan harta k c/c ayan n bof'.-.ir.i ndnlah tanra r>or:uotii hnK — 

apapun, dan untuk itu  eurinfi sewajarnya harun di serahkan kembali kepada 

para Pen^fju^at dr./Tor/rurat dk . ,  dalrun keadaan baik ;

—bahwa d im m p in *  itu  pula, alm. Mulia Zni n nrr.nrn hidupnya didalam m m  

perolah f a s i l i t a s  5:r od.it sebagaimana dimaksudkan Tcrpu/»nt d r . / i  en/yriY31— 

/rat dk*, adalah 1 anpa sopengetahuan dari para T e^rnurat. d r . /p a r a  T or^u 

gat dk* , oleh karena it.u sudah sewajarnya rn?,n Fongrtnrat. dr/pnra Terfju 

/?at dk* di bohaak'-n dan direntakan tidak m'v^p'uiyai beban/kewajiban dan

tanggung jawab apapun untuk melunasinya ;-------------------------

— bahva Torgu^at dr ./ronrnurtat d k .,  didalam mengajukan /rugritan dalam — 

Konpenoi dengan dilandasi it ikad  buruk , yakni dengan senga.ia tanpa — 

adanya pemberitahuan neon r a syah dongan mafc m d  arar faailitas  kredit — 

y a n ^  diberikan r r m .«»k i n bortnmbah benar, hi nrra mrlanpani v*t,an kcwaja—

—bahwa di::ampin^ itu  pula Tergugat. d r , /p * p r r u m t  d k . ,  didalam mcp.beri-
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( M ;
I di Anlam memberikan fasilitas kredit t olah h o r trn tn n m n  donran Unrinng 

; —Undang, ynkrri. t olah menerorkan prnktrk TVi^c d o n m n  n^bobaiii-nn bu —

t ngn berbunrn ;-------------------------------

jjy^-iVphwa berdasarkan faktn hukum ternehut d in tnn, maka sudah nownjnrnyn

^ ^ p ^ l n A k t e  Porsot u j nan Membuka Kredit H * .  ?02, tmi/rral ? r> M o i ^ 9 ^ 4 , jo 

I #  Perjanjian Kredit Ho .PS/H<K/no /l3r> V y/ r 4 » t o rt a u r m l  ?r> M o i 1 ? ^  t

ffrV'-
5_T;■.sertn per.panjnnrnn masing—masing tan/vral 25 M °   ̂ t a n ^ r n l  25—

• M o i 19^6, tnnrr.nl ?5 M o i 19®7» hnrun d ibatalkan  ; -

- .v—Berdasarkan urai an—ui'ainn tersebut dintns , m'-hon k i r n ny n Bapak Hakim 

vl.Kotun ynn^ terhormat borkonan men/»n bui knn On/-atan Palik  (n<"-.konronsi )-~

dari pnrn Fen/rnrnt dr ./para  Terfiiifrnt tik. u-rtuk seluruhnya  dengan —

•1 •’
; .amar putusan a o bn/v* i borikut . -----------------------------------

l.Men/^bulkan Guratan Balik (nekonponrd ) uari para Ponrrurat d r # /p a —l' \
- rn Tergurat dk. untuk seluruhnya ;------------------------------

• 2»Mcnyat akan ooMdnnr tanah donrnn luas P . r»^4,YO M 2 . , no*-. e^pat di k o — 

nal Jalan Tanah Jawa, Dosa Kampunr Melayu , n « baVra i r»a nn dimaksud di 

dalam Sertifikat Hak Fakni no .0022, adalah merupakan harta  kekayaan

3#Monyatakan demi Hukum penguasaan atan Pikat f f.ok M i l i k  N o . 0 0 2 2 ,

oleh Tergurat dr./ronerurnt dk adalah tidak, fiyah dan tanpa sesuatu—

4 o Menghukum Torfturat ctr8/Po.nrruflat dk. untuk menyerahkan Hcv-ti fikat — 
Hak Pakai No» 0022 dalam koadaan baik kepada para Tonrnirat dr» /

5»Membatnlkan Akt o Tornot ujuan Ilembuka Krod.i t N n . 2 0 ? f tertan ggal  ?5~ 

M e i  19^4, j " .  Perjanjian Kredit N*?. rii/Fil./no/l V*6/v/(*/[ f t ert.ang - 

"al 25 M e i 19^4» bc-Borta perpanjangan mar?« nr—^ari nr» tan rral  2r> Mei 

19^5* tangrnl I 9O6 , tanggal 2? tv? l'v°y . __________________________

6 .1 ;-¡mbebaskan para Penggugat d r . / p r n  ,rK . f rlnrj_ r>ern] a b o ban

dan tanggung jawaH rehubungan dongan fasilH . an i/rnd-i-»-1 '■ i 1. \ 1.1 t, * . . . « . • • . • * . 0
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W~T
 *

.

k rodi t mana d im aksudkan  Tar/rupal dr * /rcnprurat . d k * p

7 oMen^iuku/n T  err.urat dr^/Pon^riu/int :Ik » unt.uk membayar tmnr: pak na —

^  ✓
D w a n ^ s o n ) ,  seH cnn r  lip# 3 0 0 o0 0 9 . — (U/yi r a t u s  r i b u  r u p i a h ) ,  unt.uk— 

t i a p  h a r i ,  j i k a l a u  Tergurat  dr . /P o nrru /r a t  d k .|  l a l a i  m elaksana -

a k o r  u t. ura n i ni i--------------------------------------------

o n yatakan  pui.usaa in i  dapat ja la n k a n  d^n.'Tun a ^ r t a  m erta , moski— 

pun a d a  pori awan an  ( V c r x o t ) ,  TVandin/r maupun Kanari ( .H j t v o o r  M  j

9«Men/"frukum Torruflnt dro /P enggugat  .U : . ,  untuk monhnyar sagaln  binya  -
p

y  ani: timbul dalam perkara  in i  7^*-------------------------------- _j

M onim banf , bahwa se la n ju tn y a  Penrrural tf-la'i nnn/?ajukan R e p l ik  ~

Penggugat terianrfin l  16  Januari 199?»  To»rnrat to] ah pula non.-v-

aju k a n  Duplik  Tergugat  te rta n g g a l  ?3 Januari 199?? .Vnn/r untuk mornpo£ 

sin^-nt u r a ia n  putusan in i  dihunjuk  kepada hal-hal sebagaimana diurri 

ik a n  didnla'n K>ri n earn pomor ik saan  para» dandan, dan d iarrrap  telah

term asuk  dai  m  u r a ia n  putu Ran in i  *, ' --------

Mo.nimban/r, bahwa untuk mencuatkan dalil- da lil  r'^'t-n.n^va, r-n.rr^u- 

gat t e la h  menga.inJ-an 'V»a menyerahkan d i parsi langaa bukti—hufcti surat—

l c l ( s n t u )  fbt^-cnpy fTrosse .Akte Pcrr.ot.u.jnan Krwhnka Krorli i f M « .P 02  9

tan g g al  «?;.» M o i 1 9 8 4 » yanr  din«rbuat. diiia-lapnn Saur Mr-aang Sinaffa,

N ot ar i r. di P or,a 1 an g S i  p n tar -----------------------------------

2© 1 ( not u) 1 on Ha r f-it a _ C:opy Por jnn ji an K w l i t  Mm. P r i / r i ' / r ? ^ » .  1 ,\r)6/V /

8 4 , tortangral  ?5 M o i 19^4» beserta 1 ampirannya l ( ’sat-u) lombar —

f^.tc—copy Surat P e r ja n jia n , tnnrral P7 M e i 19^*4 ;— _________-___________

3 * l (  sat u) 1 om ha r r,.t>-copy Perjan jian  Kr M U ,  N-». P V ^ / R C / N p . 1 3r>6 /v /

8 %  t a n d a i  Pr> .r o i 1935 , boserta lampirannya, l (s a t n )  l m K a r  foto 

copy Surai- Pnr.ianjian ( Perpanjangan " r o H l  Pr»-<ama (T ) , "t“a*M-i‘-'l pri-

M o 1  19^*3 --------------------------------------------- _

4 • 1 ( natU ) l:-mHar ’d n - c o K /  Ferjanjian  K r H u  ( N  n p . 'n n n n  Krjllt
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. Kredit Kalwn ( 7T), No.?l/? 'Y , 'nC./ll.. 1 y\6/v /P ^ , tnnrrnl 2r> Moi -

1986f bosortn lampirannya l(satu) lr-mK-ir f'>t '-c^py Sw n t  Porjnn

jinn Kr«i'ttt (Perpanjangan Krodit Kedun (T t ) , t nurani 25 w«i 1986»

~^«l(satu) lomb*»r futn-copy Perjanjian Kredit (Fcrpnn jnn/?nn hro*Ut 

-̂2 W
♦Jjketign ( I I I ) , No. P3/PMC/nC./Wo. 1 33^/v/07, innrm l  2!» Mei IO87 9 

beserta lampirnnitynt 1 (satu) lembnr or*py i>nrnt Porjanjion-

(Perpanjnn^'in rrr j'lit ¡C.jtign ( III  ) t tan^wil 25 l?fl7»---

6*1 (satu) foto— copy Rekeni np. K o n n  No.31 •Oon.oO'}64—0, Hulnn

September 199.1» ntns namn M’JLIA Z13IN ;--------- -— -------

7ol(Batu) lembrtr fi-to-copy Sertifikat Hak PnkM. M-***0022f tan/*Rnl «-

 ̂ 18 Agustus 1907* atas nnmn MULIA ZISTN ;------ - ~ — *— -- ~

foto—oopy mana 'cenel ur uh a nny n tolnh di7 o/r*lifî r’ loh Hnkin didnlnm 

perai «l'i n/r« n, setelah maain^-masin/j flinommiknn ••cn/ym nslinyajdnj’V- 

kemudian bukti-bukti surat dimaksud dilampirkan dal^'n bor kas pere

kam dengan diberi tanda H P *I,II ,III  ,1 VfYfn  dnn YlJ ;----------

Meni /nbnnfT, bahwa di pemidanaan Tor^n/?*! j ’-'~’ 1 -.:3.ah mon/rnjnknn

bukti-bukti aurat bi.rup.i — ■—------------------------- ——

l*l(«ntu) 3 onVv eojy Surat Knm n, y;-»r t>] uarkan «ilch Pe/\n

wni Luarbiana Catatnn Sipil Kotamariya, t ertnn/*ml n A^untun — 

1968, No*31 /  39<>0, atas nnmn Tjio« A Tjonft aliaa Tjioe Jnon —

Fook dnn Soci Knm Jin ;------— - - -----------

2*l(satu) lembar foto-copy Akta Kematian y a m r di *'• o3 uarkan oleh Kjo 

paln Kantor Catat n n Sipil /  Pegawai Luarbiana Pencatat. S ip il  Ko— 

tamndyn Pematan/? Siantar, tanggal 10 Pobrunri 3 9^*, Nn.fl /  1988,

atas nama M uli n Zein ;— -— --------------- -------------

foto-copy mana telah dilegarlisor oleh Hakim didala* purr.if'nn/rnn — 

setelah masinr-maninf» disesuaikan denran anlinya, dnn knrudian biik 

ti-bukti surnt dim-'ti'aud dilampirkan daiar» borkas r^rkarn donpnn di

beri tanda HT.I dan II ---------------------- -------------

Menimbang, bahwa selanjutnya di pcrri danrnn kr>rlnn ho.lnh......... ..
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( u );
bolah pihnk yanr, borperkara telnh monrajukan konklusi' mari n /v  ma -- 

sing tortnnr/’f’.l 2 April 1992» yanr. untuk memporsi nr.kat uraian  putu

'r'v'>
— fC ''fnn ini dihunjuk kepada hal^ial ya nr donr.an j c 3 n r. d iuraikan dida —

M \ o \
"T w  j n^l'am berita acara pemeriksaan persi dan/ran, dan dianrrnp t olah t or~ 

h j j  ?ji
/  /  ilr.n'Jk dalam uraian putusan ini ;-----------------------------

Monimbanr, bahwa dirlnlam porsi 'La.uran tol a}) terjadi hal-hal se 

baraimana donran jelas diuraikan di'halam bori t n a cm  r a pemeriksaan 

porsi danron, untuk nKn:persi rvkat u-aian putusan ini knsomuo —

nya dianrrnp t olah termasuk dalnm ura.ia.rt putusan .i m  ; ----------

---------------- T o n t n n r II u k u m n y a :-------------

ha l. a m iJ(j | r̂sr_ t------- ---------- ---------------------------

M o ni m bn nr, bal; via T orr.u "at-T'.rr.urat dalam jawabannya telah mo—

nrajukan eksepsi soUar.ai bor ikut :---------------------------

— bahwo /’nr'.tp.n Fonrrurat harus dinyatakan tidak dapat, diterima, ka 

retn F enrm  rat tidak sempurna, 'il<--h sebab Ton r ru rn-t menrrn —

rat ahli w:\Yin ;'\cv.\rhum Mulia ¿ei.n, wmun tj.Jak. sof m-u/i ah J i wnrio

almarhum Mulio /*oi n yori/7 r l i j ----------- --—— —-— •--------

Menimbonr, tentang eksersi Tcrrurat-Terrurat tersebut, Penga

d ila n  Noreri berpendapat, bahwa ol oh karena /»urat a n' Penrmrat mo— 

nvanfkut hutan/» alnarhum Mulia Zen n, m^ka mulah n patutnya ya nr d.i 

gurat adalah Ahli waris i st eri dan ahli waris anak, sodanrkan ahli 

wai'i s yar.r, l a in  walaupun masih ada dari p#>.dn nr-reka tidak punya — 

kew ajiban  apa-apn kepod.o Penrrurat, dan disampin/» itu , Terrurat — 

Tor^urat t i ci;a)z. dapat membuktikan siapa-siapa ahli waris yanr lain-

ya nr t ort i nrr^l untuk digurat ;------------------------------

Monimbnnr, bahwa oleh karena itu, eksepsi Tcrrurat—'Te-rrurat —

BA L AM I\KCK F ■■;.?: A K A J-------------------------------------

Keninhanr,Amh»wa £upr*tnn PennM’-rut a la ’ al so^- nip^na  diurai—
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( 12 )s
SGbnfíoimnnn túlah rtiurniknn diatr.n

Moninhnn/f, bnhwn Tergu^pt—Torfnifnt pnda p I: >k*\ya mcnibnntoh—

^  ^^.kebenamn dalU-dnlil fturntnn Penrn'rat ;----- ------ -- -----^ ? \\
rr\\

^1\ \ *
$ ¡ V %̂ \'■ Menimbnn/%, bnhwn olch karena pnr.a TV*vu.~nt fnr.ruKantnh V obonar'—

m- / c u-J 'H- /T'irntan Pon/?f!U/̂t, kr.rcnnriyn kepoda Porw’urnt diwrv-
'*■ j/J

jifcknn untuk mombulct.iknn dnlil-dalil /ru.'yitarv’sYa »--------------* _ <->
Menimbanr, bahwn untuk mcmpcrtahankan dalil-dalil rumtnniTyn, 

Pen/?rufiat tolnh nongajiikon bukti—bukti r.uvnt- f ,y-inr di 1' rit.-*ndn —

BP. I snnpai denran BP-VII ;-------------- ------------- ——

Menimbtnn ,̂ bahwn aetentnn/r potitum 1 -Jan 2 dari /^tratan Pen¿?~ 

fíufjat akrm di porti mbanrknn bolaknnran '»1 oh knvonn mar!.'*3a’> Ml.nmoncyn

' porihal hutnn/r piutang porlu dipurtinbanr.kon 1gM)i «Inhnlu ;-----
Moninbnn/», notontnn/? potiium 3 PTilfir» rnnn'urnl, .v*»•-».*? n«o<n:) — 

hon a/*ar Ternu/ral.—Torgu/jnt 3olal:u ohlj wnri s almnrhu.n vuiia 3oin ~ 

dlhnkii/n urrtijk monbayor hutnnft-hutanf':i\7a kcpTh iVn.'.-«iral ao^nnr — 
Rp*170#454*73^»—(3oratus tujuh puluh 'U.-3;sr:*n onpat rn* nn limo

puliih enpnt riH.i, hujuh ratun tirapul:h ri hit r<u >f*h)> h -ri* nt bu — 

n^a Bebernr 2» 7 '/ ’ psrbulnn, tcrhi tun,- rtr-jn’: tanrm l 1 Ckt :>'vr 1991 

t Penpndilan NGreri aknn ne.upoí'tj m hangar. lchih «-Í-í.1**i3 *3 akar» Sobona 

ron .hutanz almnrbiun Mulin Sein, dan apnkah almarhun fTulin 7-oin so« 

«nana hi'Wpuva t r-Ir.h incknr janjj, dan bnrai/na:n p'iDn knit. nnnyn dong

nn Terfrumt-Tor/r’jmt ;— ----------------------------------- ------
Menj mhnnrt so'cmtnng k©binaran hutno," !".ii nnr a 1 r-rhiim Pnlin — 

Zoin, Pon^n •»*.). an Wo/reri sotolah mol ihat dan íísoaolit.j huk+i-bakti — 

nurnt Porwi;*at *vrupa BFol r.nnrni donran V 9 >'•'nar nlnnrhtm I*u

lia Zein ada mcnp’inyai hutcmc kú ;-'“.la i’an/v-i/'nt ;--------- -------
Moniabanr» rr-iclnh Fon/radilnn iir. v-r'-.aí. i i-nn HilrM b')k—

ti sur.at Pen/*r,,r'i- borupa 3?P* V* tdimp.n *Hrs«sb»:4 kp.n b-'»*»wn hir* a.*i/r di

.rnkr.ud harcrs d|**a.va»* palian larpH-it í.r.rii-rr 1 2‘‘* M * i 1 da’i u.*>-
tuk i t u Torffa r»at-1̂‘‘5-̂*1 rat tid.-V-, lapal- rrr **•* vi!: t i:: r» n ^ahMa al»*
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hutang almarhum telah lunas dibayar^ ^^laiv ^er\yA>&i ^aYvwa ••

Kulia  Zein telah ingkar janji (wanpr estas i ,) ;------------------

Menimbang, bahwa sebagaimana disebut oleh Penggugat b a h w a ---

’ i\cS
T rv' Z ° in  telah moninggal dunia, dan Tergugat—Tergugat. ti dak mem —

h*}!
/BarrCA/lnyap maka akf\n dipertimbangkan bagaimana status hutang almaJ>-■/ j /

iiulia Zein tersebut ; ------------------------ ---------- — —

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat—Tergugat adalnh isrteri — 

l.i .. dan anak-anak yang syah dari almarhum Mulia  Zein , sebagaimana ter  —

/ ( 13 )l

f  f bukti perkawinan Mulia Zein dongan Tergugat I ,  dul unya te lah  di 

daftarkan  di Kantor Catatan S ip il  yang borsnngkutan ( B T . l ) ,  dan Ter  

. gugat—Tergugat tidak  pernah mengajukan penolakan warisan, maka do

ngan demikian hutang-hutang almarhum Mulia Zein , monjadi tanggung- 

jawnb Tergugat—Tergugat selaku ahli waris dari almarhum Mulia  Z e in  

Menimbang, brihwa olGh karena Mulia Zein  telah  i^gtr'.r 'janji ,

maka kepada  ” ciiT.nfnt-TerR\ipftt diwajibkan untuk membayar h utang —\
hutang  almarhum ;-------------------------------------------

Menimbang, bahwa setentang tuntutan  Fenggugat dalan petitum 3 

gugatan  Penggugat, agar Tergugat-Tergugat dihukum untuk membayar - 

h uta n g  almarhum Mulia  Z d n  sebesar ( sertaus t u ju h

puluh d elapan  ju ta , empat ratus lima puluh empat, tu juh  ratu s  t ig a — 

puluh r u p i a h ) ,  Fonpadilan  Negeri akan mempertimban^can kobenaran  — 

dari jumlah hutang  tersebut  dengan memperhatikan dan m eneliti buk

t i  bukti Penggugat y ang  berhubungan dongan i t u  ; -----------------

Menimbang, bahwa jika diporhatikan bukti-bukti Pengfcugnt, arv- 

tara lain BP#I q/cUV? dapat dilihat bahwa pada tanggal 25 Mei 19^4» 

Mulia Zein benar ada mengikat Perjanjian Kredit dengan Penggugat - 

Gobosar Rp. -30*000 . 000 . — (tiga puluh juta rupiah), dengan bunga so- 

bosar 2,7 /£ perbulan, yang selanjutnya po^janjinn Kre-lit tersebut- 

diporpanjang la^i berturut-turut dongan Perjanjian Kredit tanggal- 

25 M e i 19^5» tanggal 25 M e i 19^61 dan terakhir tanggal 25 Moi—
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& y *flng6al.„25. M b i I 987 , Pengadilan Negeri berpendapat bahwa sesuai-

r^ d e n g a n  Perjanjian Kredit tc-itanggal 25 M o i I 9 C7 ( BP. V ) ,  yang meru

Perpanjangan Perjanjian  Kredit torafchir, pada t a n g k i  ^5 Moi

lf:'X'987| almarhum Mulia Zoin mempunyai hutang kopada Penggugat sebo — 

i/ !
f / a w .  Rp» 30 ,000 .000 .-  (tiga  puluh juta r u p ia h ) ,  soda n g bun/ri atas  hu 

17; ' tang tersebut, sejak tanggal 25 M o i 19c?4 sampai dengan  tan ggal  - 

25 M o i 19^7> dipandang telah dibnyarkc.n oleh Mu3ia Z e in ,  karena— 

;  terryatn dalam perpanjangan F*.?rjanjian Y.r* U t  t e r a k h ir  t a n g g a l  -

- 25 M a i 19^7| p'-rihnl bunga dimaksud tidak ada di cant umkan ; _______ _

Menimbang, bn h via berdasarkan hal-hal >.lv pot-t i m ban ,»t ka n di—

ntasp sesuai dengan perpanjangan F cr ja n jia n  K r c dit t e r a k h i r ,  t a n g  —

: gal 25 M e i 19^7» t.erryata bi.hwa almarhum M ulia  Zoin  mempunyai hu 

> tang kepada Penggugat sebesar Rp0 309OOOp 0C0 . —^(ti/»a puluh ju t a  ru

p iah ) ,  berikut dongan bunganya sebesar 2,51) 7’ porbulan  ; --- •-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat—Tergurat t id a k  dapat morn 

buktikan almarh um Mulia Zoin t olah membayar lunas hutangnya to rso — 

but, maka Torgu/rat-Tergugat diwajibkan untuk membayar h u ta n g  almar 

hum Mulia Zein sobosar Rp«, 3 0 .0 0 0 .0 0 0 .-  ( t i g a  puluh ju t a  r u p i a h ) tbe 

rikut dengan bun/r-inya sobosar 2,55  ^  notiap bulan , t orhi t u.n,<? nojak— 

tanggal 25 M o i 19^7, 3ebagaimann direbut dalan  Perj?*njian K r e d it —

tertanggal 25 M o i 19^7 ( BP.V) ;------------------------------

Menimbang, bahwa setontang tuntutan Pongr.u g a t , n/yir Tor/rurat — 

Tergugat membayar hutang almarhum M ulia  Zoin noberar R p .1 7 ^ o 4 5 4 * 7 3 0  

(soratus tujuh puluh dolapan juta, empat ratus  lima puluh empat r i 

bu, tujuh ratus tiga puluh rupiah ),  sobagnimana disebut dalam B P .V I  

Pengadilan Ileg» ri borpynrlapnt bahwa bukti BP. VI torsebut  t id a k  da 

pat dipakai sebagai alat bukti yang ayah, karona BP .VI  te rse b u t  mo- 

rupakan Akta di bawah tangan yarvr kobonn;--\ruiyn d ibantah  oleJi Tergu  — 

gat-Tergugat, sedang Penggugat sendiri tidak  dapat r n o n buk t ik a n  seca 

r a terperinci mengenai jumlah hutang yang dimaksud dalam BP, V I ..........
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s‘: Menimbang, bahwa sabagaimana tuntutan Penggugat agar hutang se-

V A /yTp&sar Rp* 178*454©730 (seratus tujuh puluh dolnpan juta empat ratus- 

'puluh empat r ibu , tujuh rntus t ig a  puluh ru piah ) ,  tersebut se — 

f:3akfbtilan Cktober 1991» fii*» kenakan bunga sebesar 2 ,7  /£ untuk tiap-

r
bulan , hingga hutang tersebut dibayar lunas, oleh karena bosar- 

hutang  tcrsobut tidak dapat dihv'.V.ilkan, dan olah Pengadilan Ne^e 

dengan meneruskan pertimbangan diatas , dimana almarhum Mulia Zein 

ivlr.'hnnya borhutang sebenar Rp® 30.000.000.— (t ig a  puluh jfrta rupiah) ,
■«K*
j®pj dan janfjca waktu porrjbayaran hutang tersebut tolah berakhir pada — 

|||£ tanggal  25 M o i 19 8 8 , maka Tergugat-Tergugat selaku ahli waris dari
'cr*- L\j

j^^nlm arhum  M ulia  Zein , diharuskan mombnyar bunga hutang torsobut sobe 

^Ij^sar 2 ,5 5  /Z untuk setiap  bulannya ;---- -------------------- -- -

* ’
Monimbang, bnhw n  P o n & i d i  2 n :i  itiegesri nfcan fn<3̂ p o r t  i. soj'nul1

| y v ’ m a n a  T e r g u g a t —T c r  r u g a t  'b o r k  q w a ) i^C\W  UV& N "> v v ~ \  k - c ! * "  2 , 5 5£** ;P* fo tersebut ;------------------------- ---------------------- -
i i) " i

i ’. , Menimbang, bahwa oleh knrena hutang dimaksud adalah hutang dari 

Mulia  Zein , yang telah  meninggal dunia, tidaklah wajar apabila Ter^u 

>< gat—T er g u g a t , selaku Ahli waris dari almarhum Mulia Zein, diwajibkan 

\ membayar bunga sebesar 2 ,55  J* perbulan hihgga hutang tersebut diba —

. y a r  lun as , dan oleh karenanya Pengadilan Negeri berpendapat. adalah »• 

wajar b ila  Tergugat-Tergugat diwajibcan membayar bunga dimaksud dn — 

la/n jangka waktu 2 (dua )  tahun, terhitung sejnk tanggal 25 Mei 1988, 

di samping bunga hutang yang harus dibayar untnk memenuhi bunyi Per

ja n j i a n  Kredit  (Perpanjangan Kredit terak h ir ) ,  tanggal 25 Mei 1987 9 

sebesar 2 ,5 5  % perbulan, terhitung sejak t g l * 2 rj Mei 1987 s/d®tanggal

25 M e i 1988 ;----------------------------------------------

Menimbang, bahwa setentang pcrnyntaan dari T er gugat-Tergugat — 

yang menyatakan besarnya hutang tersebut adalah dikarenakan hutan#- 

yang  dikenakan bunga berbunga, dan maninta agar Per janji an.V.\’ . . . . .  o
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( 16 )?
ferjnnjinn-Porjonjion Kredit di'nyataknn batal, Pengadilan Negeri ti^

tok melihat, baik dnri fcukti-bukti Penggugat mnupun bukti-bukti Ter

flk ‘ ~ 
'sit Tergugnt, bahwa Penggugat telnh mengenakan bunga berbunga —J70 S

hutang almarhum Mulia Zein, dengan demikian Perjanjian Perjniv- 

iinn Kredit dimaksud tetap dinyatakan syah f—

'f i Menimbang, bahwa dengan demikian petitiun 3 gugatan Penggugat —<*r’ 9Sv
|v.dnpnt dikabulkan untuk sebahagian --------------------'

f  Menimbang, bahwa oleh karena hutang Tergugat—T orgugat telnh —

’ terbukti, dnn untuk menagih hutang tersebut Penggugat memerlukan —

* dana untuk mena/nhnyn» mnka untuk binya penngihan hutang tersebut —

patut di bebankan kepada Tergugat—Torgugat ;--------------- ---- -

Menimbang, bahwa sebagnimnnn diuraikan di dalam potitum 4 guga

tan Penggugat* agar ongkos tagih dibebankan kepada Tergugnt—T ergu — 

gat secara tanggung menanggung sobosar 10 £, Pengadilan Negeri beiv» 

pendapat bahwa oleh karena Penggugat memerlukan tenaga Pengacara — 

untuk melakukan penagihan penagihan, maka adalah patut_bila.Tprgu — 

gnt-Tergugat dibebankan untuk membayr.r ongkos tagih dimaksud, yaitu  

Bebesar 10 ji dari hutang pokok Rp. 30.000*000.-  (tiga puluh juta —

rupiah ) ; ------------------------------- ---- — ■-------

Menimbang, bahwa oleh karena Tergagat-Tcrgtigat r.dai ah pihak — 

yang dikalahkan, maka kepada Torgijgnt-Torg'jgnt rlibobankan untuk —

membayar biayn-biaya yang timbul dalam perkara ini ;-------- ———-

Monimbnng, bahwa dongan demikian, potitum 'i guratan Penggugatf

Menimbang, bahwa sotentang tuntutan Pengguml ngar putu nan dn 

lam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merto, walaupun ndn — 

Verset, Banding ataupun Kasasi, oloh Iv-ronn tuntutan ternebut belum 

memenuhi syarat-syarat sebagaimana ynnr ditentukan dalam pa«?nl 191—

Rbg., maka tunr.uton tersebut hnrus -’itcln'-c ;----------------- -

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat t o l a h ......... ..
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;A< ,w*< i •»
^^',^olnh terbukti dan diknbulknn sebahagian, /nak n Sita Jaminnn yang t<

( 17 );

benda —

^ j n^a -̂cnn scauai dengnn Boritn Acnrn Sitn Jaminan--9 Nopembor • — 

^TrjPw-* ^ nrus dinyntaknn totnp syah dan berharga, karona harta 

^\ y n n g . .d io it a  tersebut tordaftar atas nama Mulia Zein ;—}•----

m m : - ! :
&??WtLAM ‘RcICONFtflSr ----------------------------------vAV**»— r— ?-------
r£^Vv ‘;" Menimbang, brJiwa oloh karena gugatan rekonpensi yang diajukan —

V- •*
oleh Tergugat—Tergugat d .k«  /  Penggugat—penggugat d .r » ,  yang dalam —

v _

ijlV.p.etitum 2 s / d *4 adalah merupakan gugatan pribadi Tergugat-Torgugat —
\ ii 4if.
;'r.d*ko. /  Penggugat—ponggugat d»r* , dan bukan dalam hubungannya sebagai
j* .*
,'V.ahli waris almnrhu/n Mulia-Zein, maka d i u n d a n g  tidak ada hubungannyaV cv̂'Vi
».¡dengan gugatan konponsi ; -------------------------------------

v;‘ Menimbang, bahwa oleh karona gugatan r<i::>nponsi sotontang hal —

i kusebut diatqs  tidak  ada kaitannya •!o*'.'••• n an kenpensi, maka —

gugatan rokonponsi s*3tentang hal itu  dinyalakan tidak dapat diterima 

Menimbang, bahwa sotontnag p?J,itum 5 dan 6 gugatan rokonpensi — 

oloh karona tolah di port inban^fcan r ia l  m  .'c :i rcr.nij ma'ra tidak perlu —

di p e r t im b a n g a n  3 n/n' t ol eh karenanya di ?\YC‘\akan ^idnk da p:\t- i\i \ ori ma 

Menim bn »v’ , Vihvn .ileh karena gugatan rekonpened renrrugat—Peng

gugat d .ro  /  Tergugat—Tergugat d.k . pa la tit um 2 s/d* o dinyntn — 
k an  ticUik dapat diterima, maka petiium 7 gugatan rokonpe.nsi di.nyatrv-

Menimbnn/?, bahwa dengan demikian seluruh gugatan rekonpensi di

nyatakan tidak  dapat diterima ;̂ j-------------------------------

Memperhatikan Undang-Undang No*14 tahun 1970, Undang- Undang — 

No«2 tahun 19^6» rertn  Poratu^an Poraturau lainnnya yang berlaku ;— •

------------------ M E N G A D I L  1 : — --- ----------------

DALAM SC3EP5I -----------------------------------------------

---- Menyatakan eksepsi dari Tergugat-Torgugat tidak dapat diterima;

. ..... Mengabulkan gu/?atan Pengrugat untuk r rKnh ngi »-----------

---- Menyatakan ..............o
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&^rfr^enyatnknn ayah dan berharga Sita  Jaminan yang  te lah  d ila k s a n a k a n  ; 

^j-TT^Menghukum’ Tergugat—T ergugat selaku Ahli waris almarhu/n M ulin  Ze in  ,

f#'"*" ' , ,p. ■ secara tanggung menanggung membayar hutang almarhum M u lia  Z o in  --

^ U :  kepadn Penggugat sobesar Rp0 3 0 o 0 0 0 .0 0 0 o -  (T ig a  puluh ju t a  r u p ia h )  , 

%it.- »erikut dengan bunganya sebesar 2 ,5 5  perbula.n, t e r h i t u n g  sejak  —

&£•••'tanggal 25 M e i 19^7» sampai dengan tanggal 25 M e i 1 9 9 0  ; ------

Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung menanggung monbnyar --

on^cos tagih sobosar 10 yang di perhit un/4cnn dari h u ta n g  pokok — 

sebesar R p .3 0 .0 0 0 .000.- (Tiga puluh juta rupiah ) ; ---------------

mi.
— -Monghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung menanggung membayar --

biaya porkara sobosar Rp«. 34 2 .000 ,-  ( T ig a  ratua  empat puluh dua -

ribu rupiah ) ;----------------------------------------------

. .Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; — *-------- ------ -----

P
E-DALAM REKOWPjS::ST ------------------------------------------------

--Menyatakan gugat p n rekonrensi Tonggugat-Ponggugat d . r 0 /  T ergugat  —

i V
t,- Tergugat d ,k .  tidak dapat diterima ; ----------------------------

--- Menghukum Ponggugat-Penggugat d .r .  /  Tergugat-Tergugat d . k .  untuk —

membayar onfkos potkara ynng timbul dalam gugatan r c k o n p o n s ir yang

diperkirakan n i h i 1  ;-------------- -------------------------

DEMIKIANLAH diputuskan pada hari i n i ,  S E L A  H A ,  t a n g g a l  t

21 APRIL 1900 SEMBILAN FULUH DUA, oleh K a m i  ANDAR PIJRRA, S H . f ---

Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang S iantar  sebagai Hakim  T ung g al  ? 

dibantu oleh S .S  i r a i t ,  Panitera Pengganti pada P e n g a d i l a n  N e g e r i— 

tersebut, putusan mana pada hari itu  juga d iucarkan  d idalam  p ers id an g an  

yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, d ih a d ir i  oleh  P a n it e r a  — 

Pengganti tersebut, serta Kuasa Penggugat, dengan tidak  d i h a d i r i  olehr- 

Tergugat-Tergugat ataupun Kuasa Tergurat-Tergugat ; ------------------
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'Vr„ Dicatat d i s i n i ,  ba’<wa Kuasa Penggugat telah mengajukan permohon-

JjBSl1.'banding atas putusan tersebut pada tangrnl 2Q April 1992» sesuai—• f/> t
Jlongan Risalah Pernyataan Permohonan Banding, tertanggal 2Q April —

'1992 , N o .0 7 /T d t . /G o /B d . /L 99 2 /P N - F K 3  l ------- ~C^"\---------------

&  PANI£3RA KRPALA PADA P 3 MO A TJIL^N NSG3RI,

IANTAR , Y  ̂

( / i> /a l b I i n i » SH. )

/  . ^i/to 040007552 . /' CO V  
t a r* $  _y

Dioatat la g is e Y a n ju t n y a ,  bahwa putusan tersebut. diatas telah — 

diboritahukan dongan sempurna kepada Kuasa Tergugat pada t a n d a i  ---

1 4  M e i  1 9 92 ,  oloh BSTTY, SmHK. , Jurusita  Pengganti pada Pengadi

lan  Negeri Medan, dan ternyata pada tanggal 25 M o i 1992, Kuasa — 

Tergugati-Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan - 

t e r s o b u t ,  s e s u a i  dongan Risalah Pornyataan F e r m o h o n a n  Banding, t e r 

tanggal 25 Yi O i  No«10/Pdto /G./Bti. /1992/T/N—\'!:S ■— --------

>
rAKiTanA kkfma  r J-v, 
a\~A n  .SIANTAR «

h ~ i

7552 o-l

//\y

Fotocopi ini diikat sesuai 

. dtngan ajinya
'TinlUi Pengadilwi e g e r i P.Siintnr'
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